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Menimbang

PEMERINTAH. Ibu Kota Negara. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6766)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk
untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana
yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
berlandaskan pada Pancasila;

bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu
Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk
mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial;

bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi
sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara
yang aman, modern, berkelanjutan, dan

berketahanan, serta menjadi acuan bagi
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Mengingat

pembangunan dan penataan wilayah lainnya di
Indonesia;

bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang
yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota
Negara;

bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang

tentang Ibu Kota Negara;

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal
18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya
disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat
provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan
Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur
dengan Undang-Undang ini.

Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat
pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Presiden adalah  Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu
Kota Nusantara.

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota
Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil
kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan
fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah
kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya
ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen
perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan
maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas
dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang
penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung
maupun tidak langsung dengan penggunaan dan
pemanfaatan permukaan bumi.

Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT
adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum
antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk
ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah
untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan

memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas
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Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

Pasal 2

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk

semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

a.
b.

(1)

(2)

menjadi kota berkelanjutan di dunia;

sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan;
dan

menjadi simbol identitas nasional yang
merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3
Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan
berdasarkan asas:

a. ketuhanan;

b. pengayoman;

c. kemanusiaan;

d. kebangsaan;

e. kenusantaraan;

f.  kebinekatunggalikaan;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan,;

i.  ketertiban dan kepastian hukum;

j- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan

k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara
dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. kesetaraan;

b. keseimbangan ekologi;

c. ketahanan;

d. keberlanjutan pembangunan;
e. kelayakan hidup;

f. konektivitas; dan

g. kota cerdas.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB II
PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN,
CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4
Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga
setingkat kementerian yang menyelenggarakan
Pemerintahan  Daerah  Khusus Ibu Kota
Nusantara.
Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota
Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada
kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan
Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Kekhususan

Pasal 5

Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta
tempat kedudukan perwakilan negara asing dan
perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur
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(5)

(6)
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dengan Undang-Undang ini.

Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah
lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan
pemilihan umum tingkat nasional.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang
berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat,
dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi
dengan DPR.

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah
khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali
yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan
sebagai urusan pemerintahan pusat.

Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan
peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau
melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata
cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota
Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain,
serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu

Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 6
Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak
pada:
a. Bagian Utara pada 117° 0’ 31.292” Bujur Timur
dan 0° 38’ 44.912” Lintang Selatan,;
b. Bagian Selatan pada 117° 11’ 51.903” Bujur
Timur dan 1° 15’ 25.260” Lintang Selatan;
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(2)

(3)

(4)

c. Bagian Barat pada 116° 31’ 37.728” Bujur Timur
dan 0° 59’ 22.510” Lintang Selatan; dan

d. Bagian Timur pada 117° 18’ 28.084” Bujur Timur
dan 1° 6’ 42.398” Lintang Selatan.

Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas
kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam
ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah
perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam
puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan
hektare), dengan batas wilayah:

a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk
Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan
Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa
Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara;

c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa
Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan
Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih
56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan
puluh hektare); dan

b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara
seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh
dua hektare).

Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat

pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu
pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana

Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
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Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peta
Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota

Nusantara.

Bagian Keempat

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Pasal 7

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan
dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman
bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah
Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan,
dan  pemindahan Ibu Kota  Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara.
Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota
Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara bertahap.
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-
pokok:
a. pendahuluan;
b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja

utama;
c. prinsip dasar pembangunan; dan
d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,
yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan

perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota
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(6)

-10-

Nusantara, dengan ketentuan:

a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi
muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden
dan dikonsultasikan dengan DPR;

b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap
perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan

Peraturan Presiden.

BAB III
BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan Pemerintahan

Pasal 8

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota

Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.

(1)

(2)

Pasal 9

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang
ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh
Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.
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Pasal 10

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan
sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali
dalam masa jabatan yang sama.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan
sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling
lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas,
wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara
diatur dengan Peraturan Presiden.

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu
Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara serta kebutuhan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Urusan Pemerintahan

Pasal 12
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-

Undang ini.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk antara lain kewenangan pemberian
perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta
pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang
mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan
daerah mitra.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam = Peraturan  Pemerintah  setelah

berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam
rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya
melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota
DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota
DPD.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam
penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada daerah yang berbatasan langsung
dengan Ibu Kota Nusantara, penentuan jumlah kursi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota
DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota

Nusantara.
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BAB IV
PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 14
Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk,
jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan
kebutuhan.
Ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Presiden.

BAB YV

PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN

HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP,
PENANGGULANGAN BENCANA, DAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Penataan Ruang

Pasal 15
Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat
Makassar;
c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
d. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara;
dan
e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu
Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.
Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun
sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.
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Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu
Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu

Kota Nusantara.

Bagian Kedua

Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah

Pasal 16
Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara
dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara
dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan
hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan Tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan tanah Dbagi
pembangunan untuk kepentingan umum atau
pengadaan tanah secara langsung.
Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu
Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.
Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan
mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum, tahapan persiapan
dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota
Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan/atau
hak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan
diri dengan setiap individu atau badan hukum atas

perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara.
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(8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan
jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas
hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang
termuat dalam perjanjian.

(9) Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan
dengan kebutuhan.

(10) HAT yang berada di Ibu Kota Nusantara wajib
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian
haknya.

(11) HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan sesuai
dengan tujuan peruntukannya dapat dibatalkan.

(12) Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib
mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota

Nusantara.

Pasal 17
Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk
diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota

Nusantara.

Bagian Ketiga

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 18

(1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu
Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang
KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan
aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap

kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi
tidak terbatas pada:

a. penetapan kawasan hijau yang mendukung
keseimbangan lingkungan hidup dan
keanekaragaman hayati;

b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;

c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang
berorientasi pada lingkungan hidup; dan

d. penerapan pengolahan sampah dan limbah

dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Bagian Keempat

Penanggulangan Bencana

Pasal 19
Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota
Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara
dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kelima

Pertahanan dan Keamanan

Pasal 20
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Ibu Kota
Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi
pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata

Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Pasal 21
Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas
tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan

memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap

hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat

dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

BAB VI
PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,

APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,

(1)

(2)

(3)

(4)

()

DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA
INTERNASIONAL

Pasal 22

Lembaga Negara berpindah kedudukan serta
menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap
di Ibu Kota Nusantara.

Pemindahan kedudukan Lembaga Negara secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara.

Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah
Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga
pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang
tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota
Nusantara.

Perwakilan negara asing dan perwakilan
organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan
di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari
masing-masing perwakilan negara asing dan
perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan
Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan
negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Presiden.
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BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 23

Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,
kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan
negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai
pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota

Nusantara.

Pasal 24

Pendanaan wuntuk persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
dan/atau

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan:

a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara dan/atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah; dan

b. berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang

sah.



(4)

19 2022, No.41

Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling
singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja
pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau
paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga)
penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara.

Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota
Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak
khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota
Nusantara.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara
mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus
dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (),

dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

(1)

Ibu Kota Nusantara

Pasal 25
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna
anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan



2022, No.41

-20-

anggaran Ibu Kota Nusantara.

(2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh
pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau
pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau
pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana
kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 26
(1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu
Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota
Nusantara.
(2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban
anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Barang Milik Negara

Pasal 27
Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik
Negara yang sebelumnya digunakan oleh
Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan
pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28
(1) Dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara
dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, pengelolaan Barang Milik Negara

dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
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urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 dan pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan:

a. pemindahtanganan; dan/atau

b. pemanfaatan.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang

dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap
barang yang memiliki kriteria:

a. cagar budaya;

b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan; dan

c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian

bangsa.

Pasal 29

Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, pemilihan
badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
b. tender.
Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai
sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dilakukan dengan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai
di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan dengan persetujuan Presiden.
Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaporkan

kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban



2022, No.41

-292-

keuangan negara.

(5) Dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, pemilihan badan
usaha dapat dilakukan dengan cara:

a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau

b. tender.

Pasal 30
(1) Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai:
a. Barang Milik Negara; dan/atau
b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota
Nusantara.

(2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan Tanah yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak
pakai.

(3) Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam
penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 31
Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
disediakan melalui:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
b. perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 32
Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara
dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan

sebagai:
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a. Barang Milik Negara; dan/atau

b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 33
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna
barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam

penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 34
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan menyusun rencana pemanfaatan Barang
Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2) huruf b.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik
Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi paling
lambat pada akhir tahun 2022.

(2) Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan
persiapan dan/atau  pembangunan Ibu Kota
Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara, sampai dengan dimulainya operasional
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan
kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otorita

Ibu Kota Nusantara.
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Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan
dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang
sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga
dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara
atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga
tersebut.

Barang Milik Negara yang dihasilkan oleh
kementerian/lembaga dalam rangka  kegiatan
pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dialihkan kepada
Otorita Ibu Kota Nusantara dimulai pada tahun 2023,
kecuali ditentukan lain oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan
kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), menjadi hak dan kewajiban
Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna barang
terhitung sejak dialihkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan

ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses
persiapan, pembangunan, pemindahan, dan
pengelolaan Ibu Kota Negara.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c. kemitraan;

d. penyampaian aspirasi; dan/atau
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e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 38

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang

legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan

terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan

mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan

peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap
berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu
Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan
Presiden.

Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
wilayah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, kecuali kewenangan dan
perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan,
dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan
penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
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Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi
daerah  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan sampai dengan penetapan
pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

ketentuan:

a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

b. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896); dan

c. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4182),

diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Pasal 41
Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3,
Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.
Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden
mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) ditetapkan.
Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.

seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur
khusus dalam Undang-Undang ini; dan

peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pemerintahan daerah,

dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
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penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota

Nusantara.

Pasal 43
Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, Pasal 7 ayat (4),
Pasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan struktur
organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota
Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15
ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat
(2), dan Pasal 35, wajib ditetapkan dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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BAB I
PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG

Indonegia telah menetaplian gasaran untuk masulk ke jgjaran lima begar
perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara
berpenghazilan tingg pada tahun 2045, Sagaran itu dibangun di atas empat
pilar utama  Vizi Indonegia 2045, yaitu  pembangunan  manugzia dan
penguasaan ilmu pengetahuan dan tekmologi (IFTEK], pembangunan ekonomi
vatlg berkelanjutan, pemerataan pembangunan, gerta pemantapan ketshanan
nazional dan tata kelola pemerintahan,  Pemindshan Ibu Kota Negara
dilaltukan sebagai zalah satu strategi untulk mereslizsazilan target ekonomi
Indonezia 2045, vaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklugif dan merata
melalui akselerazi pembangunan Kawazan Timur Indonesia,

[bu Kota Negara Nusantara yang zelanjutnya dizebut [KN mempunyai fungsi
sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa
dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang
baru perlu didazarkan pada perkembangan pringip pembangunan kota yang
matang serta kebutuhan dan visi janglka panjang suatu bangsa. Paradigma
perenicanaan dan pringip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan
penting dalam pengembangan di lokasi yang baru,

studi kelayalkan tekniz untul penentuan lokasi KN yang dilakukan pada
tahun  2012—2019 menjadi dagar pemilihan  lokasi KN yang  baru,
Femindahan IKN ke Kalimantan didazarkan pada beberapa pertimbangan
keunggulan wilayah, Feriorno, dar zizi lokasi, letalonya zangat strategis karena
berada di tengah-tengah wilayvah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan
Indonegia (ALKD II di Selat Makazzar yvang juga berperan zebagai jalur laut
utama nazional dan regional. Heduno, lokazi IKN memililkd infrastruktur vang
relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik zerta
keterzediaan infrastrulctur lain, zeperti jaringan energi dan air minum vang
memadai. Hefign, lokazi IKN berdelatan dengan dua kota pendukung vang
gudah berlkembang, vaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinds, Heempod,
keterzediaan lahan wvang dikuazai pemerintah  sangat memadal untuk
pengembangan IKN, Keffrno, minim rigiko bencana alam. Pemindahan [KN ke
Kalimantan zejalan dengan visi tentang lahirnya szebuah ‘pusat gravitasi’
eltonomi baru di tengah Nusantara, Selain itu, perencanaan KM juga disusun
berdasgarlkan rekomendasi dari hagil Kajian Linglkungan Hidup Strategis

Eementerian . . .
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(KLHZ| Eapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHE Adasterpion
[KN yang dizusun Kementerian Perencanasn Pembangunan Nagional /Badan
Ferencanaan Pembangunan MNazional tahun 2020,

Lolkazi yvang dipilih direncanalan dapat memberikan kegempatan luas bagi
daerah di luar Jawsas untulk berkembang dan berlkontribuzl pada pemeratasn
pembangunan, [KN yvang alan dibangun adalah IKN yang mereprezentazilan:

a. identitaz nasional: pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas,
learalster zogial, pergatuan, dan kebegaran zebuah bangesa. Dengan kata
lain, IKN direncanalkan dapat mereflekesilcan keunikan dan keberagaman
bangsa Indonesia,

b, kotza yang cerdag, hijau, dan berkelanjutan: kota yvang mengelola sumber
dayanya secara efizien, gerta memberilkkan layanan yang efelttif. Hal ini
dicapai melalui efizsiensi penggunaan air dan sumber daya energi,
pengolahan limbah, moda trangportazi terpadu, lingkungan yvang sehat,
gerta zinergl antara linglungan alami dan buatan,

o, kota yang modern dengan standar internagional: progresif, inovatif, dan
lkompetitif dari zegl telonologi, arziteldtur, perencanasn lkota, dan izu-izu
sozial, gerta dilengkapi dengan infrastrlctur kelaz dunia, dan terhubung
dengan berbagai pugat kota lainnya di level global,

d. tata kelola yang efelctif dan efizgien: relokasi lembaga pemerintahan pusat
dengan cara kerja baru dapat meningkatlkkan kapasitas dan potensi
aparatur zipil negara; dan

e, pemerataan ekonomi di Kawagan Timur dengan mengembanglkan industri
berzih dan berteknologi tinggl, zerta mendorong zektor ekonomi vang
berdaya gaing global.

Fembangunan dan pengembangan KN direncanakan untuk dilakeanalan
gecara bertahap zampai dengan tahun 2045, Tahap awal pembangunan
dilalulean dalam kurun 2022—2024 dan pada tahun 2024 ditargetkan dapat
dilakganalkan pemindshan awal Dalam ranglks memperziaplkan hal tergebut,
diperlukan Rencana Induk yang menjadi acuan penyisunan perencanssn
gerta pelakesanasn pembangunan dan pemindahan KR,

E. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK IKN

Tujuan penyusunan Rencana Indul KM adalah sebagai pedoman dalam
pergiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyvelenggaraan KN, Adapun
gasaran penyusunan Rencana Indul IKN adalah gebagai acuan untuk:

a. batazan penataan serta penggunaan ruang dan kkawazan dalam KN,

b. pembangunan . .
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pembangunan kawasan dan ekonomi,

pengembangan sosgial,

pengelolaan pertanahan,

pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebencanaan,
pembangunan sistem keamanan dan pertahanan,

pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung;
peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan pusat pemerintahan, serta

proses, tahapan pembangunan dan pemindahan, serta skema pendanaan
vang akan digunakan,

oW e a0

C. RUANG LINGKUP

Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan
Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256,142 hektare dan
luag wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1-1.

Gambar 1-1 Peta Wilayah IKN dan Batas Kabupaten Eksisting

0 i 15 304 1AL Wt
E00 W Thts WM o S S P s
| oo -
Ity
R Snnarnt I B0 BT b
N Porrns Lo 10 1o 00 L0TR bt

Sumb er: Badan Informasi Geaspasial (dialah], 2020

Secara. . .
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Secara adminigtratif, saat ini wilayah KN terletals di antara dua kabupaten,
yaitu Kabupaten Fengjam Fager Utara (Kecamatan Penagjam dan Sepaku| dan
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa,
dan Zamboja) gerta dibatagi oleh:

a. bagian utara | Kecamatan Leoa Kulu, Kecamatan Leoa Janan, dan
Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara,

b, bagian zelatan © Kecamatan Penmjam Kabupaten Penajam Pazer Utara,
Teluk Ealikpapan, Kecamatan Ealikpapan EBarat,
Kecamatan  Balikpapan  Utara, dan Kecamatan
Balikpapan Timur Kota Balikpaparn;

¢, bagian timur . Selat Makazsegar, dan

d. bagian barat . Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pager Utara.

Ferenicanaan IKN terbag atagz tiga wilayah perencanaan, vakni sebagai berilout:

a. Kawagan Pengembangan KN (KPIKN] dengan luas wilaysh lkurang lebih
199,962 heldare,

b. Kawazan KN [KIKN] dengan luas wilayah kurang lebih 56,180 hektare; dan

c. Kawaszan Inti Pusat Pemerintahan [KIPF| yang merupakan bagian dari
KIKMN dengan luagz wilayvah kurang lebih 6.671 helctare,

C.1 Ruang Lingkup Wilayah

C.1.1 Wilayah IKN

Wilayah KN akan menjadi katalis untuk Kalimantan dengan memanfaatlkan
keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, Wilayah IKN geluas kurang
lebih 256,142 heltare, terdiri atag 51 wilayah administratif setingleat dega
atau kelursahan vang mayvoritaz berada di dalam wilayah KN dengan perincian
15 dega/kelurahan di Kecamatan Sepalku, 21 deza/kelurahan di Kecamatan
Samboja, 5 deza/lkelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 dess/lelurghan di
Kecamatan Loa Kulu, 7 desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan
1 desa/kelurahan di Kecamatan Penajam.

Gambar 1-2 ...
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Gatnbar 1-2 Peta Cakup an Wilayah IKN
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Sumber: Kementerian FPN/Bappenas, 2020

C.1.2 Kawasan IKN (KIKN)

Wilayah KIKN dengan luas kurang lebih 56.180 hektare terletak pada dua
kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Pasger Utara dan Kabupaten Kutai
Kartanegara., Kawasan IKN tergebut beririsan dengan dua kecamatan, yaitu
Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu, Terdapat enam desa eksisting
vang sebagian atau seluruh wilayahnya terdelineasi dalam KIKN, yaitu Desga
Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Argomulyo, Sukomulyo, dan Semoi
Dua.

Adapun . ..
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Adapun wilayah desa dalam dua kecamatan yang beririsan dengan Kawasan
IKN dapat dilihat pada Gambar 1-3 di bawah ini.

Gambar 1-3 Peta Batas Administrasi Eksisting Kawasan IKN

Sumb er: Kementerian PFN/Bappenas, 2020

C.1.3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Kawagan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP] dengan luas kurang lebih
6.671 hektare saat ini terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Pager Utara, Provingi Kalimantan Timur. Area KIPP tersebut terletak pada sisi
gelatan KIKN. Adapun beberapa desa yang beririsan dalam area KIPP ini
adalah desa yang terletak pada Kecamatan Sepaku, yaitu Dega Pemaluan,
Dega Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.

C.2 Ruang . . .
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C.2 Ruang Lingkup Substansi

Rencana Indulk IKN menjadi acuan untul rencana tata ruang dan rencana
gektoral zehingga menjadi gatu kegatuan perencanaan yang komprehengzif dan
terintegrasi,

Rencana Indulk KN zebagai lampiran Undang-Undang Ibu Kota Negara
mencakup 4 bab, yaitu sebagai berilat:

2. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, tujuan dan zasaran penyusunan
Rencana Indul IKN, zerta ruang linglkup wilayah dan substansi.

b, Bab 2 Vigi, Tujuan, dan Pringip Dagar [bu Kota Negara

Eab ini terdiri atag penjelagan mengenal landazan pembangunan KN, vigi
dan tujuan pembangunan KN, gerta pringip indilkator kinerja utama [(key
performonce indicators (KFI)| [KN.

¢, Bab 3 Pringip Dazar Pembangunan Ibu Kota Negara
Dalam bab ini dibahaz prinzip dasar dari berbagsl aspel atau bidang
pembangunan Ibu Kota Negara yang meliputi bidang pengembangan
lawazan, ekonomi, sorial dan sumber daya manusia (SDM|, pertanahan,
lingltungan, infrastruktur, pemindahan aparstur z2ipil negara [ASN],
perwakilan negara azing (FNA)/organizasi internasional (O], serta
pertahanan dan keamanan,

d. Bab 4 Rencana Penghapan Pembangunan dan Skema Pendanaan [bu Kota
Negara
Bab ini berupa penjelazan atas lima tahap pembangunan KN (Tahap 1,
2022—2024, Tahap 2, 2025—2029, Tahap 3, 2030—2034; Tahap 4,
2035—2039; dan Tahap 5, 2040—2045), gerta skema pendanaan KN,

EAEI . ..
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BAB II
VISI, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR IBU KOTA NEGARA

A VISI DAN TUJUAN

A.l Landasan Pembangunan IKN

Wigi pembangunan KN dilandaslkan pada kerangka bezar sebagai beriliut:

A,

Identitas Nasional: Pusat Kegiatan szebagal manifestazi identitas,
karalter zogial, pergatuan, dan kebezaran zebuah bangsa zelaligus
mereflekzikan keunikan Indoneszia,

Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelamjutan: Zebush kotz yang
mengelola sumber daya zecars tepat guna dan memberikan layanan
efeldif melalui penggunasn air dan gumber daya energl vang efizien,
pengolahan  limbah  berkelanjutan, moda transportazi  terpadu,
linglungan wvang zehat, gerta linglungan alami dan lingkungan
terbangun yvang sinergiz, Perencanaan [KN dilaltukan dengan konzep
kota hutan atau frest offy guna memaztilkan ketahanan linglkungan
dengan sekurang-kurangnva 50 pergen kawazan hijau, Rencana IKN
alcan didulkung oleh kongep Rencana Indulk yang mumpuni dan
memililki rigike minimal terhadap ekologi alami yang telah ada,
lingkungan terbangun, dan siztem sozial,

Modern dengan Standar Intemasional: Progregif, inovatif, dan
kompetitif dalam  berbagai aszpelk, zeperti teknologl, arsitelktur,
perencanaan kota, dan izu-izu zozial Selain itu, KN juga alkan
dilenglkapi dengan infrastruldtur berkelag dunia dan terhubung
dengan berbagai pugat kota internazional lainmya,

Tata Kelola yang Efektif dan Efisien: PRelokasi lembaga dan
instansi pemerintahan pusat serta desentralizsasi aparatur sipil
negara (ASN| gerta peninglkatan lkapagitas dan potensi ASN melalui
wrilayah yang saling terhubung,

Sebapai Pengperak Kesetaraan Ekonomi bapi Kavwasan Indonesia
bagian Timur: Salah gatu tujuan utamanya adalah mengembanglan
industri berzih dan bertelmologi tinggi serta mendorong szektor
ekonomi yang berdaya saing global,

Manfaat . . .
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Manfaat dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebagai berilt;

a. memberikan akseg wvang lebih merata bagi zeluruh wilayah Negara
Kezatuan Republilkt Indonesia (WKRI],

b, mendorong pembangunan Kawsazan Indonegia bagian Timur untuk
pernerataan wilayah:

1] peningkatan FDE riil nasional,
2] peningkatan kesempatan kerja; dan
3] penurunan kemiskinan dan kezenjangan antarkelompol pendapatan.

o, mengubah orientagi  pembangunan dari Jawa-zentriz menjadi
Indonesia-zentriz,

d. keterzedizan lahan yvang luag dengan kawaszan hijau yang lebih dominan
dari wilayah terbangun; dan

&, mengurangi beban Pulau Jawa dan Kawazan Perlotaan Jabodetabels,

A.2 Visi dan Tujuan Pembanpunan IKN

IKN akan menjadi mesgin penggerals perskonomian bagi Kalimantan dan
menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di zeluruh Kawazan Timur
Indonezia, Pembangunan [KN menempatkan Indonegia dalam poszizi yvang lebih
gtrategiz dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi
teltnologi. Selain itu, KN juga alkan menjadi percontohan bagl pengembangan
kota vang hijau dan berkelanjutan yvang didorong oleh penerapan teknologi
terkini, Vigi “Kota Dunia untulk Semua” tidalk hanya menggambarkan
mazyarakat yvang akan tinggal di [KN pada maza depan, tetapl juga kondisi
linglkungan yang akan dipulihltan dan dipertahankan,

Wizl tergebut diturunkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu zebagai;

a. =imbol identitas nagional: kota yvang mewujudloan jati diri, karakter gozial,
perzatuan dan kebezaran suatu bangsza,

b, kota berkelanjutan di dunis: kota yang mengelola sumber daya zecara
efizien dan memberilan pelavanan secara efeltif dengan pemanfastan
sumber daya air dan energi yvang efigien, pengelolaan sgampah, moda
transportazi  terintegraszi, lingkungan layalk huni dan  zehat, sinergi
lingkungan alam dan lingkungan binaan,; dan

o, penggeral . ..
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c. penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan: progresif, inovatif, dan
kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial
Pendekatan strategi ekonomi superhub untuk memastikan sinergi paling
produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan
gerta untuk memaksimalkan peluang untuk semua.

Gambar 2-1 Vigi Ibu Kota Negara

Visi Ibu Kota Negara

"‘ Aman dan tetjangkau

Peluang ekonomi tangguh @
untuk semua

srf

=% Selaras dengan Alam

- I 2 e oA lb
\
Keirdahan Indonesia - gy
22l Sirkuter dan Tanggun Bhinneka Tunggs! ks
‘3 Pembangunan XN yang
_rendah emisi karbon
AAMAAAGARAAL \
et 991 - s
ENABLER s = aa® . ! 2 %85 > ENABLER
- - Kokabor Iodrastrukiure dan Peerwsintation " Ay
ol , 3 o -
- - Mot honektvitas piedor Woki( danelsen &, & T &
- -
] Koka by P S
)

masa dopan i

Sumber: Kementerian PPN/Bappenasg, 2019

B. PRINSIP INDIKATOR KINERJA UTAMA IKN

IKN membutuhkan arahan jangka panjang sebagai pedoman pembangunan
dan pengelolaannya seiring dengan perkembangannya. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators
untuk IKN wyang selanjutnya disebut KPl adalah cara yang efektif bagi
perkotaan untuk mengelola tantangan dalam mengarahkan pengambilan
keputugan dari masa ke masa. [KN merupakan pendekatan penilaian yang
berfokus pada hagil, yang memastikan bahwa kerangka kerja mendukung
fleksibilitag dan mampu beradaptasi, serta yang tidak mengunci inovasi yang
hanya berfokus pada solusi. Selain itu, kerangka KPI juga memungkinkan
pengambilan keputusan yang terdesentralizsasi serta memberi arahan

B.1 Kerangka . . .

www.peraturan.go.id
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kocordinasi antarlembaga (sektor pemerintah dan swasta) guna memastikan
perwujudan visi tersebut.

B.1 Kerangka KPI IKN

KPI digunakan mulai dari perencanaan, pengembangan, penerapan, dan
pengelolaan. KPI menjadi sebuah perangkat penilaian untuk:

a. memantapkan visi melalui target-target KPI IKN;
b. menunjukkan keefektifan desain Rencana Induk IKN;

c¢. memberikan sebuah kerangka kerja penilaian untuk mempertimbangkan
desain alternatif yang diusulkan pihak lain pada masa depan;

d. menggarisbawahi elemen desain yang berpotensi menghambat pencapaian
KPT IKN; dan

e. mengidentifikasi area sasaran yang mungkin memerlukan strategi mitigasi.

B.2 Prinsip KPI IKN

Delapan prinsip KPI dibangun dengan teknik top-down dan bottom-up. Secara
umum top-down meliputi analisis pada skala global dan nasional, sedangkan
bottom-up melibatkan analisis pada level pemerintah daerah. Melalui proses
multidimensi ini, delapan prinsip dikembangkan dan setiap prinsip memiliki
pernyataan outcome. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam tema
berupa outcome dari setiap prinsip yang dapat diukur.

Gambar 2-2 Tema Berdasarkan Prinsip KPI IKN
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Prinsp Target L

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2020

Tema . . .

Tema vang disusun berdasarkan prinsip KPI IKN menjadi dasar dalam
penetapan target untuk setiap tema. Sebanvak 24 target KPI—dengan turunan
tiga target per prinsip—dikembangkan sejalan dengan tema-tema yang telah
disusun. Penetapan target dilakukan dengan memadukan antara perspektif
bottom-up, top-down, dan komitmen pemerintah,

Gambar 2-3 Ringkasan Target KPI

oty Jowp ol el

whrd

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2020
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Mengingat jangka waltu dan tahapan yang diperlukan untuk membangun
kota bar, perencanaan dilakukan pada tinglkat detail yvang berbeda untuk
glkala kawasan yang berbeda Pembangunan KIPF diarahkan pada rencana

pembangunan  yang

lebih

terperiniel jika dibandingkan dengan wilayah

kezeluruhan [KN geluaz kurang lebih 256,142 heltare yang meliputi KIKN dan
KFIKHN. Untulk memastikan tercapainya visi [KN, target KPI dijabarkan pada

glala kawasan yvang berbeda meliputi KFIKN, KIKN, dan EIFF.

Tabel 2-1 Target KPI IEN Berdasarkan Kawasan

Takel 2-1 . ..
A g KPIKN KIKN KIPP Alasan Penentuan
Prinsip Deskripsi KPI 5045 2045 045 Target
1. Selaras 1.1 | =789 dari 750G SR S0 Target ruang
dengan Alam 256 ribu Ha hijau [hutan,
area untuk elologi dan satwa,
ruang hijau taman atap,
(6590 area pertanian
dilindungi dan subsisten,
10% produlcsi elowisata, dan
malranan)| leebun batani)
sebesar 75% dan
S50% di KPIEN,
KIEN tahun 2045
denigan
rehabilitasi dan
reboizasi S0%
lahan kelapa
sawit dan
tambang yang
lonsesinya
beralchir
1.2 | 100% Strategis 1009% 1009% Kaota Paris
penduduls menargetlcan
dapat lingltungan 15
mengalises menit dengan
ruang hijau integrasi tata
relereasi guna lahan dan
dalam 10 mabilitas untule
menit leelayvaloan fisik,
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. |

dan hasil analisis

pengeluaran
modal vang lazim
disebut dengan
capital
expenditure
(capex) untuk
kelayakan
finansial
1.3 100% Strategis =~ 100% 100% Singapura
penggantian memiliki mandat
ruang hijau dan mencapai
untuk setiap 100% pergantan
bangunan ruang hijau untuk
bertingkat mewujudkan visi
institusional, city in nature
komersial,
dan hunian
(bangunan >4
lantai)
2. Bhinneka | 2.1 100% 100% 100% 100% Sesuai praktik
Tunggal Ika integrasi terbaik global
seluruh tentang kebijakan
penduduk - pengawalan
vang ada dan sosial, seperti
vang baru Target No. 11
tujuan
pembangunan
berkelanjutan
(TPB)
2.2 100% warga Strategis =~ 100% 100% Kota Paris
dapat menargetkan
mengakses lingkungan 15
layanan menit dengan
sosial/ masyar integrasi tata
akat dalam guna lahan dan
waktu 10 mobilitas untuk
menit kelayakan fisik,

www.peraturan.go.id
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Bt e KPIKN KIKN KIFP Alagan Penentuan
Prinsip Deskripsi KPI 2045 2045 2045 Target
dan hasil analisis
pengeluaran
modal vang lazim
disebut dengan
copital
expenditure
[capex] untuk
leelayalean
finansial
2.3 100% ruang Strategis 100% 100% Alcses universal
publik diangzap scbagai
dirancang sebuah halelaasi -
menggunakan manusia aleh
prinsip akses berbagai
universal, organizasi glabal
leearifan lokal, terltemula
serta desain
vang responsif
pender dan
inklusif
3. i1 |80% Strategis 100% 00 Target lebih bails
Terhubung, perjalanan dari Jakarta
aketif, dan dengan [2995] dan
mudah transportasi Singapura [6&%)];
diakses publik atau sebanding dengan
mabilitas alctif Tolora [#8%)
3.2 | 10 menit ke Strategis 100% 100% Kota Paris
fasilitas menargetltan
penting dan lingltungan 15
simpul menit dengan
transportasi integrazi tata
publik guna lahan dan
mabilitas untule
keelayalran fisik,
dan hasil analisis
pengeluaran
modal vang lazim
dizebut dengan
capital
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Prinsip Deskripsi KPI 2045 2045 2045 Target
expenditure
[capex] untulk
leelayalcan
finansial
3.3 | <B0 menit N/ «50 «50 Sebanding dengan
Konelosi tmenit rmenit Singapura dalam
transit walttu tempuh
ekespres dari transportasi
KIPF ke publik 40 menit
bandara dari area Centrol
strategis pada Business District
tahun 2030 [(CBDEtectagitara .
4, IKN dengan | 4.1 | Instalasi 10054 100%: 10054 Instalasi
net zero kapasitas lcap asitas energi
emissions energi terbarultan alcan
terbarulran memenuhi 100%
alcan leebutuhan energi
memenuhi IEN; analisis
100% telenis terbaru
leeb utuhan menunjukdan
energi [KN lrelayalcan telnis
dan
lktomersialitasnya
4.2 | 60% Strategis T0% TO%% Sesuai dengan
penghematan arahan
energi untuk pemerintah
konszervasi melalui Permen
energ dalam PUPE No, 2
pedung Tahun 2015
4.3 | Net zerc Net-Zerc | Strategis | Strategis Selaras dengan
emission lromitmen
untuls IKN Indonesia
[saat terhadap Target
beroperasi] di No. 12 TPB dan
2045 di Perjanjian Paris
leawasan 256K
Ha
5. Sirkular 5.1 | =10% dani =10% Etrategis | Strategis . Stratesi pangan
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Bt e KPIKN KIKN KIFP Alagan Penentuan
Prinsip Deskripsi KPI 2045 2045 2045 Target
dan resilien lahan 256K mengidentifiltasi
Ha tersedia area potensial
untukc sebesar 11,3%
kebutuhan untuk Kalimantan
produkcsi Timur
pangan
5.2 | 80% daur Strategis BO% 0% Aspirasi untuk
ulang semua menjadi terbailc di
timbulan dunia lebih bailc
limbah di dari negara
tahun 2045 terbailk, Jerman
dan Audtrdah . .
dengan daur
ulang s.d. 56%
sampah
5.2 | 100% air Strategis 100% 10054 Aspirasi untuls
limbah akan menjadi terbailc di
dialah melalui dunia dan lebih
siztem bailc dari kota
penigolahan terbaile, Agqaba,
pada tahun Jordan [90°%6 daur
2035 ulang air limbah)
6. Aman dan | 6.1 | Tep-I10 EIUV Strategis | Top 10 | Strategis Setinglrat dengan
Terjanglkau Liveabls City 10 kata terbails
di dunia pada pada tahun 2019,
tahun 2045 misalnya Vienna,
Melbourne,
Osalra
6.2 | Pemulkiman 0 0 0 Pemerintah RI
vang ada dan telah
terencana di menghasilltan
kawaszan 256K leebijjalran vang
memililei signifikan serta
alrses membuat
terhadap lcomitmen
infrastrulctur finansial untule
penting di memastitan
2045 hunian vang
bermutu baik bagi
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Prinsip Deskripsi KPI 2045 2045 2045 Target
seluruh warga
negara
£.2 | Perumahan 1005 100%: 10054 Penvediaan
laygralke, aman, perumahan yvang
dan terintegrasi
terjangkau dengan
yang prasarana,
memenuhi sarana, dan
rasio hunian utilitas yvang layak
berimbang serta didukung
1:2:3 untulk dengan sistem
jenis mewah, pemb iavaan |
menengah, perumahalﬁrygn'g' '
dan efizien
sederhana
7. 7.1 | Mewujudltan - Sangat Sangat Indonesia saat ini
Kenyamanan peringlat tingsi tingg berada di kategori
dan efiziensi sangat tinggi “High - H3" dan
melalui dalam B- dapat berupava
telmolog Gouermernt masuk ke kategari

Development terbaik

ndex [EGDI)

oleh United

Nations [UN]

7.2 | 100% Strategis 100% 100% Agar sebanding
konestivitas dengan kota
dizital dan teratas seperti
teblrnalogi Singapura, Hong
informasi dan Kong, Korea
komunilrasi Selatan
[TIE] untuk
semua
pendudul dan
hiznis

7.3 | =T5% Strategis | Strategis | Strategis Pada tahun 2019,
Bushess Singapura dengan
Satigfantion sukses mencapai
dengan tinglrat kkepuasan

peringlat

biznis sekitar 69%
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Bt e KPIKN KIKN KIFP Alagan Penentuan
Prinsip Deskripsi KPI 2045 2045 2045 Target
Digital untulk peringlat
Seruiees layanan digital,
Dalam periode
pengemb angannya,
IEN dapat
menvedialtan
layanan yang lebih
bait bagi pelaltu
biznis
8. Peluang 21| 0% (0] Strategis | Strategis Pada tahun 2018,
ekononu kemiglrinan Malaysia adalah
untuk semua pada populasi negirdgbagag . .
[EN pada tinghat
tahun 2035 leemislkcinan
sebesar 0,4%

2.2 | Pendapatan Strategiz | Strategis | Strategls PDRE perkapita
domesatile Kalimantan Timur
regional brute adalah kedua
(FCRE] per terbesar di
kapita setara Indonesia yang
eranomi sudah setara
berpendapatan dengan elkonomi
titgrai berpendapatan

tinggi, dan alkan
terus
ditingkatlan

4.3 | Rasio Gini Terendah | Strategiz | Strategis IEN bisa menjadi
regional di lebih bailc
terendah di Indonesia dibandingkan
Indonesia di lota Indonesia
2045 dengan Rasio Gini

terendah

Sumber: Kemmenterian PPN/E appenasz, 2020

Keterangan:

Pendelratan Penentuan Target
Acuan top-down
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_ Estimasi botom-upe vang dapat dicapai
Eomitmen Pamerintah
Strategizs  Menyesuaikan kondisi saat tahun tersebut

EBAEIIl . ..
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PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

A PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN

Frinzip dagar pengembangan kawazan dalam KN didazarkan pada delapan
pringip pembangunan KN yang mengedepankan alam, telmologi, dan
keberlanjutan lingkungan., Perencanaan KN dijalin  dengan konsgep
berkelanjutan untuk menyeimbanglkan ekologi alam, lingkungan terbangun,
dan gigtemn gogial gecara harmonizg. Selain itu, pringip dasar pengembangan
KN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanigasi serta cuaca
elatrem yang dapat meningkatkan rigiko terjadinys bencana, seperti banjir
dan kelkurangan air balku. Oleh lkarena itu, pringip dazar pengembangan
Kawagzan IKN alkan memadulan tiga kongep perkotaan, yvaitu [KN zebagai kota
hutan atau foresi aify, kota sponsg atau sponge ciiy, dan kota cerdaz atau smord
ity

Fengembangan Kawazan KN dan ketiga kongep perkotaan tidalk dapat
dilepazkan dar kota-lkota mitra di gelitar IKN lainnya dan tidals alkkan berhagil
tanpa dukungan kota-kota di zekitarnya., Dengan demikian, penerapan [KN
gebagai kota hutan, kots gpong, dan kota cerdas harus mengedepankan kerja
gama yvang harmonis dengan kota-kota mitra di gekitarnyva,

A.1 Kota Hutan (Forest City)

[KN berlokasgi di dalam dan di zeldtar kawagan hutan dan memilikd
keanekaragaman hayati  tinggi., Oleh  karena  itu, perencanasn  dan
pembangunannya perlu difolkuskan pada upayva untuk mempertahanlean dan
merestoragi hutan, Penerapan kongep lkota hutan di KN tidal menghutankan
kembali kota vang telah terbangun dengan penvedisan ruang terbulks hijao
(BRTH]. Pendefinizian ini tetap merujuk pada beberapa hal atau ciri yang telah
dikembanglan, seperti dominaszi vegetazi hutan dan tutupan pohon vang luas
karena magih relevan dengan kondizsi dan kebutuhan pembangunan [KN. Oleh
karena  itu, definizgi kota hutan wyang lebih  z2esusi dengan  rencana
pembangunan kota baru di Wilayah KN adalah sebagai berilout:

“Kota . ..
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“Kota hutan dengan menggunalan pendekatan lanzkap vang terintegraszi
merupakan kota yvang didominasi oleh bentang lanzloap bergtrulotur hutan
atay BRTH yang memilild fungsi jaga ekozigtemn, geperti hutan, dan bertujuan
untuk menciptakan kehidupan vang berdampingan dengan alam”.

Di dalam kongep pembangunannya, kota hutan alan dirancang sesuai dengan
kondizi alam untuk menciptakan kehidupan vang berdampingan dengan alam
dengan  tujuan mendukung pembangunan  berkelanjutan, khususnya
memaksimalltan penyerapan karbon dan konservasi keanelkaragaman hayati,
gerta mendulung pengelolaan lingkungan untulk meningkatlean  kualitas

lingkungan hidup.

Fringip kota hutan adalah kota yang dapat mempertahanlan fungsi ekologis
hutan dan tujuan pembangunan dalam konzep kota hutan lainnys, seperti
perverapan larbon, kongervazi keanelaragamean hayati, dan pengelolaan
linglungan untul meninglkatlkan kalitas lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHEK] pada tahun 2019
telah meramuzlan beberapa pringip kota hutan untuls perencanasn calon Ihu
Kota MNegara szebagal rekomendazi dari hazil Kajian Lingkungan Hidup
Strategiz (KLHS) Rapid Assessment. Pringip itu meliputi:

a. berbagziz pengelolaan daerah aliran sungai (DAS),

=5

memilild jaringan ruang hijau yang terstruktur,

memanfaatkan geldtar 50 perzen wilayah untulk dikembangloan,
mengonsumesi air hames sangat efisien;

beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah;

memilild kualitag udars vang bails dan gsuhu udara rata-rata 2ejulk;

memilild kualitas air permukaan yvang bails,

Towm ot 0 o 0

melindung habitat gatwa; dan

memilild kualitag tutupan lahan yang baik dan terevitalizazinya lanslap
“Hutan Hujan Tropig®.

—

Beberapa . . .
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Beberapa prinsip kota hutan untuk Kawasan IKN seluas kurang lebih
56.180 hektare adalah sebagai berikut:

Prinsip 1. Konservasi Sumber Daya Alam dan Habitat Satwa

Pembangunan kota hendaknya meminimalkan kerusakan ekosistem alami
yang ada atau dapat mempertahankan ekosistem alami tersebut (termasuk
habitat alami bagi satwa ataupun tumbuhan) dan menjamin keberlanjutan
hutan dengan melindungi ataupun merestorasi kembali ckosistem hutan
untuk perbaikan kualitas lingkungan. Dengan kondisi IKN vang mayoritas
lahannya berada di dalam kawasan hutan, perlu diciptakan kota yang
dibangun di dalam hutan untuk menjamin bahwa IKN tetap dapat mendukung
peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Prinsip 2. Terkoneksi dengan Alam

Pada dasarnya prinsip ini berupaya untuk menciptakan pembangunan kota
yang dapat mengakomodasi interaksi manusia dengan alam atau terkoneksi
dengan alam (connected with nature) dan hutan di dalam dan di sekitar kota.
Prinsip ini dapat diterapkan dengan penyvediaan RTH pada kawasan
perkotaan, termasuk koridor hijau. Connected with nature juga dapat
diwujudkan dengan dominasi lanskap berupa vegetasi hijau antara bangunan,
yaitu zona hijau untuk rekreasi dan kehidupan yang saling terintegrasi.

Prinsip 3. Pembangunan Rendah Karbon

Prinsip ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai
penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran RTH ataupun
hutan dalam penyerapan karbon, serta untuk memperbaiki kualitas udara
yvang harus didukung dari penggunaan energi baru dan terbarukan.

Prinsip 4. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Holistik, Terintegrasi, dan
Berkelanjutan

Prinsip pengelolaan sumber daya air menitikberatkan prinsip holistik,
terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air harus
didasarkan atas dua prinsip utama. Pertama, dacrah aliran sungai (DAS) dan
sumber air perlu dijaga dan dikonservasi untuk menjaga
kuantitas dan kualitas air. Kedua, alokasi sumber daya air perlu
memperhatikan kebutuhan pelestarian lingkungan, terutama untuk
mendukung kelestarian vegetasi kebutuhan sosial dan ekonomi dengan
mempertimbangkan neraca air dalam satu kesatuan DAS.
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Pringip 5. ..

Prinsip 5. Pembangunan Terkendali (Anti-Sprawl Development]

Wilayah KN merupakan wilayah vang memiliki ekogizgtem sengitif zehingga
diperlukan pengendalian dalam pembangunannya. Penerapan pembangunan
permukiman yang kompal dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan
pribadi dan dapat memberilzan pelindungan pada daerah mitra [KN, dasrah
hijau, dan tangkapan air, termasuk menghindari pengembangan permukiman
di zona rawan bencana serta menyedialkan akses yang lebih baik pada fasilitas
dan layanan kota. Pembuatan jalur hijau [greenkbelf] yang mengelilingl kota
diteraplean untulk membatazi pemelcaran kota, terutama yang ada di lokaszi
pugat keanekaragaman  heayati [(blediversiiy  hotspof], serta  untuk
mempertahanlkan daya dultung dan kualitaz lingkungan.

Prinsip 6. Pelibatan Masyarakat

Hutan dan lingkungan memberikan manfaat yang cukup besar kepada
magyarakat. Keberlanjutan hutan dan lingkungan sangat bergantung pada
kegiatan yang dilakulkan oleh manugia ataupun mazyarakat, Adopsi kearifan
magyarakat lokal diteraplkan dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang
dapat juga menjadi representasi identitas bangea  Selain itu, bentuk
keterlibatan mazyvarakat untulk menduliung terciptanya lkota hutan dilakukan
dengan  melibatkan magvaralat zebagal  ofizen  forester, baik  dalam
penanaman pohon maupun dalam pengelolaan dan pemonitoran pohon di
perkotagn,

A.2 HKota Spons [Sponge City)

Kongep dan elemen kota spong diteraplan gecara luag di KN terutama untuk
mengembalikkan siklug alami air yang berubsh  karena pembangunan,
Ferierapan lkongep ini akan memberilcan manfaat pemanenan air untuk
tambahan keterzediaan air dan  pengurangan  bahaya banjir, manfast
pemurnian air dan pelestarian ekologi, efiziensi gistem zumber daya, zerta
manfasat rekreaszi bagi mazyvaralat,

Kota gpong mengacu pada kota vang berperan seperti gpong yvang mampu
menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke galuran-galuran drainaze
dan yvang mampu meningkatlkan perezapan ke dalam tanah sehingga bahayva
banjir dapat berlkurang serta kualitaz dan kuantitaz air dapat meningloat
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melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (alkuifer]. Untuk
mendukung hal terzebut, KN direncanalan dengan:

a. ruang terbuka hijau dan biru yang terzebar luaz, terdistribuzsi mneraiag dan
tersambung dalam zatu-kesatuan tata hidrologiz untule menshan dan
menyimpan air serta meningkatlkoan kualitas elogzistern perkotasn dan
keanekaragaman hayati zehingga menciptalan ruang budsaya dan relreaszi
VEINZ NVAMan,

b. desain fazilitas perkotaan, seperti atap hijau (green moofiop| skala mikro
pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan
sebelum digerap oleh tansh atau zebelum menjadi limpazan ke zaluran
drainaze dan sungsai, dan

¢, dezain fazilitas perkotaan pada zkala malkro, zeperti penerapan jalan
dan trotoar berpori, biogenglkedan, dan sistern bioretensi untuk
menahan/menyerap air hujan dengan cepat zehinggas memfagilitasi
kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.

Tiga tujuan KN sebagai kota spong ialah kota kepulauan, kota penyerap, dan
kota terpadu, Perincian mengenai hal terzsebut diurailan dalam Gambar 3-1
berilout;

Gamnbar 3-1 Tujuan Spange City di KIKN
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Kota nusantara Kota berdaya serap Kota terintegrasi
(Archipelago city) (Absorbent city) (Integrated city)

Koridor hijau dan biru menjadi
fondasi struktur yang membentuk
kota.

Koridor hijau dan biru
menghubungkan kota ke alam,
gunung ke lautan, terintegrasi ke
desain kota untuk memelihara dan

Koridor hijau dan biru di skala
kecamatan akan menangkap
limpasan kota dan menjadi koridor
fauna sekunder

Limpasan kota dikumpulkan dan
dialirkan ke taman kota. Taman
tersebut didesain sebagai ruang
terbuka hijau yang dinamis dan

Elemen-elemen di skala kelurahan
hingga blok diintegrasikan untuk
memperlambat aliran air,
mengumpulkan air hujan,
meningkatkan daya serap tanah
dan berkontribusi terhadap
perbaikan lingkungan habitat

melestarikan keanekaragaman
hayati dan menunjang
ketersediaan air bersih

bersifat seperti spons, sehingga
air hujan bersih dapat diserap
untuk mengisi dan
mengumpulkan air tanah serta
mengalirkan air bersih ke koridor
ekologis

Skala Kecamatan Skala Kelurahan

Skala kota

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Adapun prinsip dan contoh implementasi kota spons di Wilayah AHNpadalah
sebagai berikut:

Prinsip 1. Mengurangi Limpasan Permukaan

Konsep pembangunan IKN memastikan tidak ada tambahan limpasan
permukaan sebagai akibat dari penambahan luas lingkungan terbangun,
seperti pembangunan gedung baru, jalan, trotoar, dan perubahan penggunaan
lahan lainnya. Lingkungan alami akan lebih mampu menahan dan
menyerapkan air hujan ke tanah. Pembangunan kawasan IKN menjamin
perubahan limpasan terjadi seminimal mungkin dan diupayakan menahan
lebih banyak air saat IKN telah dibangun.

Pendekatan yang ditempuh untuk mengurangi limpasan permukaan adalah
dengan menahan air mulai dari skala permukiman (rumah dan bangunan
gedung) agar tidak langsung masuk ke dalam saluran drainase. Caranya
dilakukan dengan pemanenan air hujan dalam skala rumah, gedung, dan
kawasan untuk dapat dimanfaatkan kembali atau diresapkan ke dalam tanah,
misalnya melalui green rooftop, tangki penyimpanan air hujan yang bersifat
lolos air (permeable), serta desain kota lainnya yang bersifat peka air.

www.peraturan.go.id
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Prinsip 2. Memaksimalkan Peresapan Air Hujan

Kawazan [KN dibangun untuk mampu mersgapkan air hujan ke dalam tanah
gecara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan ruang
terbulka hijau vang tersebar luaz dan terdizgtribuzi merata gerta dapat
berfungsi gebagal raf-garden. Selain itu, perkerazan juga dapat dimodifikasi
sehingga dapat menyerap air dengan bailk, Sebagai contoh adalah penerapan
jalan dan trotoar berpori yang memunglinkan air hujan terserap dengan
cepat. Perkerazan dilalukan  zeminimal munglkin, termazuk penerapan
teltnologi bioretensi dan biczengliedan,

Prinsip 3. Pemanenan Air Hujan

Ruang terbula biru seperti parit, alur sungai, tampungan air, dirancang
gecara satu kesatuan hidrologis. Tujuannya adalah untulk menahan dan
menyimpan air zerta meningkatkan kualitas  ekozitemn  perkotaan dan
keanelkaragaman hayati. Rancangan ini akan dimulai dar glala kawasan
permukiman (retengi leecil] hingga slkala kawazan kota (wadulky].

A2 Kota . ..
A.3 HKota Cerdas (S art City)

Kongep kota cerdas telah dipertimbangloan gebagai elemen menyeluruh dalam
menegazlan pembangunan IKN zebagsi 1bu Kota baru Indonezia vang
dinamig, inklugif, didukung oleh masyvaralmt, zerta ziap menghadapi masza
depan. Komponen kota cerdas dalam Rencana Indulk KM ini mengidentifikeasi
elemen nilai tambah digital atau telcnologi untulk memberikkan manfaat yang
lebih besar pada [KN gecara kegeluruhan, Rencana Induls IKN folkusz pada tiga
area utama untuk mendulmung vigi IKN, yaitu gebagai berilout;

a. Strategi Kota Cerdag [KN

Keranglka kerja untulk memshami hagzil-hagil zeperti apa yvang berugaha
dicapai dan bagaimana  telknologl digrupzi dapat diteraplkan untulk
mencapainya. Strategi kota cerdasg terdiri atas 3 unsur utama, yaitu
sebagai beriloat;

1] wizi dan hagil yang selaras dengan kerangka kerja strategis
menyeluruh 1K,

2] wilayah dan strategi cerdas yang mengilkhtizarkan peluang digital
utama untuk IKN, dan

3] daftar panjang inisiatif cerdas yang memberi berbagai kemungkinan
pengembangan teralitualizasi,
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b, Inigiatif Cerdas yang harus diprioritazlean [KN
Berikut ini adalah inisiatif cerdaz yang harus diprioritaslean di [KN;
1] almes dan mobilitas,
2] lingkungan hidup dan ilklim,
3] kemmanan dan keselamatan,
4] zeltor puhblik,
5] wmigtem perkotaan; dan
6] kelayakan huni dan kedinamizgan,

E. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONONI

Fertumbuhan ekonomi yang lebih inkluzif dan merata melalui akzelerazi
pembangunan Kaweazan Timur Indonegia yang diunglkit dengan pembangunan
[KN zebagai superfuib elonomi (economuc superfnd) menjadi aalah zatu faldor
keberhasilan utama untulk merealisaziltan Vigli Indonesia 2045 Konszep
superhid KN dirancang untulk beroperasi pada tiga tingkatan yang saling
terlkeait dan diintegrasilktan dalam vigi Retmagined mdonesio Locally hiegroded
Globolly  Connecied  Unfversafly  mspired, Visl  Locally Inﬁegr%%ﬁaitatau
terintegrazi zecara domestik dimalonai bahwa KN superfiud elcondtml aloan
mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui
girategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda| serta kerja sama dengan
lkabupaten /lkota  lainnya di Provingi Kalimantan Timur, yaitu  menjadi
penggerak perslonomian di Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yvang
memperkuat rantai nilai domestile di wilayah bagian timur dan zeluruh
Indonesia. Viei Globally Connected, atau terhubung zecara global, adalah
bahwa superhizeh ekonomi IKN altan menggeraklan alctivitaz ekonomi maju dan
berdaya saing tingg agar mampu menempatkan Indonezia di posizgi yvang lebih
gtrategiz dalam jalur perdagangan dunia, arus investaszi, dan inovasi telonolog,
Wigl Dhiversally khspired atau teringpirasi gecara universal, adalah bahwa
superbidh elionomi [KN alian dibangun berdazsarkan contoh-contoh terbaik dari
kota vang cerdag, inklusif, dan berkelanjutan di dunia,

Dalam mewujudkan konzep Tiga Kota yang koloh, KM, Balikpapan, dan
samarinda akan membentuls gegitiga pembangunan ekonomi yvang saling
melengkapi. KN akan menjadi ‘earaf” dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat
pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basziz untulk
geltor-gelctor baru yvang didorong oleh inovaszi, geperti biogimilar dan vaksin,
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protein nabati, msfracendioal, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan
menjadi basziz untuk Smort Criy dan layanan digital, pendidikan abad ke-21,
gerta pariwizata kota, bigniz, dan kesehatan, Samarinda alkan menjadi
Hantung' dari strulktur Tiga Kota yvang mentranzformasi zektor pertambangan,
minyak, dan gas menjadi seltor energi yang baru, rendah karbon, dan
berlelanjutan, Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari
peninglatan altivitag pariwizgata di wilayah Kalimantan Timur, Balikpapan
akan menjadi ‘otot’ pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatlzan
pusat logistilkk dan layanan pengirimannya yvang telah mapan untulk sektor-
gelktor berorientazi impor dan ekspor zerta memperkuat peran superhub
eltonomi dalam arug perdagangan antar dan intra-regional. Balilkpapan juga
akan menampung klagter petrokimia dan membantu mendorong diverzifiloazi
produk dari minyvak dan gaz hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir,

Superhub L

Superhub ekonomi [KN jugs diharapkan dapat memberilean manfaat ekonomi
vatg bezar ke wilayah mitra Kalimantan Timur yvang lebih luag serta alan
memainlkan peran sebagai ‘paru-para’ bagi strulktur Tiga Kota, Sebagai mitra
KN, wilayah Kalimantan Timur yang lebih luss juga diharapkan dapat
memperoleh manfaat dari peninglatan ekowigata dan aktivitag kebugaran
terutamea di sekitar azet alam dan budaya yvang melimpah di bagian utara
Kalimantan szerta mendulkung industri hilir di bidang pertanian melalui
produlesi dan pengolahan hulu untule kelapa gawit dan komoditas potengial
lainya,

Wizl Superkud Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan & klaster
ekonomi yvang strategiz, rezilien, dan inovatif dengan dulkungan fondasi vang
kulkuh dalam bentuls infraztrulttur keraz dan lunak, Pengembangan keenam
klazter didazarkan pads peningkatan daya zaing sektor-zektor vang sudah
berkembang di Kalimantan Timur zerta introdulkei zeltor-zelktor maju vang
berorientasi telmnologi tinggi dan berkelanjutan. Keenam klaster ekonomi
penggerale utama (prime mover] ini gelanjutnya diturunlkan menjadi beberapa
gubgektor yvang akan membantu mewujudkan visi econcmic superhinh Keenam
klaster ekonomi penggeralk utama adalah zebagai berilout:

a. HKilaster Industri Teknologi Bersih dengan mizi menyedislkan produl yang
mendulkung mobilitaz dan utilitas yang ramah lingkungan, Pengembangan
geltor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuls mobilitas dan
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utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya (Sclar
FV dan kendaraan listrik roda dua atau elecric Zavhesler (E2W).

b. Kilaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembanglan pusat
manufaktur farmazi dengan biaya efizien dan terbaik di kelaznya untuk
ketahanan dan keamanan lkezsehatan yang lebih baik, Pengembangannya
difoltuglkan pada  produleei bahan  aktif obat-obatan (APl generil,
bicsimilar, dan biclogics guna memenuhi peninglatan kebutuhan domestik
dan memperkuat ketahanan nazional terhadap kriziz kezehatan,

¢. Kiaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan mizi mengembanglkan
puzat produksi dan inovasi pangan berbagziz nabati vang berkelanjutan
dan tanggap menghadapi tren  lkesehstan/kebugaran maza  depan,
Fengembangannya berfoloug pada protein nabati, herbal dan nutrizi, zerta
produlks ekztrals tumbuhan,

d. Klaster Ekowisata inkluzif dengan rmizi mengembangkan destinaszi
ekkowizata kelag dunia berbagiz aget eltowizata dan pariwizata kebugaran
dengan identitaz global khas Kalimantan Timur, Pengembangan ekowizata
juga  akan ditunjang  oleh  pariwizata  kota, mesiings,  frcentfives,
coriferencing, exhibitions (MICE|, serta wigata kezehatan dan kebugaran,

e. Klaster Kimia dan Produk Tumanan Kimia dengan mizi membangun
puzat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimig %@?t@&{tw
vang berpotenszi memilild permintasn tinggl serta membulia lapangan kerja
dengan memanfaatltan sumber daya alam di  Kalimantan Timur,
FPengembanganmya berfolkus pada pengembangan industri petrolkimia dan
oleokimia wang didulkung penvediaan tenaga kerja berketerampilan
menengah hingga tingg.

f. Kilaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri
energi yvang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan
produlsi energi rendah karbon gebagai sumber energl pada masza depan,
seperti Biofivel, bahan balar gintetiz, dan gasifikaszi batu bara,

Keenam klagter elkonomi penggerak terzebut juga alan diperkuat oleh dua
pemampu  atau  enabler, yaitu  Klasgter Pendidikan abad ke-21 untuk
menyedialcan tenaga kerja terampil zeguai dengan kebutuhan & klaster
elkonomi zerta penerapan kota cerdaz dan pusat industri 4.0 (i4.0] untuk
menjadilcan kawasan ini zebagai kota layalk huni dan maju dalam melayani
kebutuhan mazyvaralkat dan dunia ugaha pada masa depan.

Gambar 3-2 Pealizagi Viei Superhub Ekonomi Melalui Enam Klaster Ekonotmni dan
Dua Klaster Peratnpu [encbier]
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B&at@inkhﬂtmeymmmasm dikembangkan dan akan dilaksanakan
secara bertahap yang dimulai tahun 2025. Pada periode 2025-2035,
pengembangan klaster ckonomi berfokus pada pembangunan fo%iligslic éang
kuat untuk setiap klaster ckonomi. Pengembanganan klaster SEHomi
selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya saing dan
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Inframruttur koras (Utilhas, ICT, konekavitas, logetik)

Serangkaian proyek unggulan dan setiap klaster ekonomi akan dipilih dengan
cermat untuk membantu mempercepat pengembangan Superhub ekonomi.
Pengembangan proyek-proyek unggulan ini akan melibatkan investasi yang
bersumber dari dalam dan luar negeri. Dukungan pemerintah dapat diberikan
untuk mempercepat penarikan investasi yang difokuskan pada:

a. penyediaan sistem pendidikan dan pelatihan maju untuk menyediakan
tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan klaster
ckonomi yang akan dikembangkan:

b. pengembangan ekosistem teknologi digital berupa infrastruktur dan talenta
teknologl informasi;

c. ruang uji peraturan (regulatory sandbox atau testbed) yang pro-investasi,
pro-inovasi yang memungkinkan uji coba produk, teknologi, dan model
bisnis baru, pro-perdagangan untuk mendukung efisiensi rantai pasok
klaster ekonomi, dan pro-lingkungan; dan

www.peraturan.go.id
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d. perencanaan dan pengembangan infrastrulktur yang holistik dan jangka
panjang untuk memenuhi kebutuhan yang zama dari ldaster-klaster
ekonomi dan memenuhi pergyaratan khusug kaster ekonomi tertentu,

Inzentif fizsleal dan non-fizlkkal dapat dizedialan untulk meningkatkan daya tarik
investasi dan talenta unggul antara lain terkait perpajakan, dulungan
relolcagi, sarana dan prasarana kota yang layalk huni, akses kepada lahan dan
perumahan yvang terjangkau, kemudahan perizinan, kemudahan pengadasn
barang dan jasa, kemudahan ekspor dan impor, dukungan penciptaan pasar
untuk produlk-produlk baru yvang dihagillkan klaster elkonomi baru, dan lain
gebagainya. Skema kerja sama pemerintah dan badan ussha (KFEU) yang
beragam akan dizedialean untul membantu pengurangan riziko dari investasi
belanja modal vang tinggl untuk beberapa proyek unggulan yang akan
dikembanglan, Berbagai inzentif tersebut jugs diharaplmn dapat mendulung
KIKN zebagai kota dan puszat ekonomi superhib vang kompetitif dan memilild
daya tarik wyvang tinggl untul talenta unggul, khusuznya dar kalangan
generazi muda, untulk datang, menetap dan bekeria atau membuka uzaha di
KIKN dan menggeraklean pengembangan klaster-klazter ekonomi di KIKN dan
Froving Kalimantan Timur gecara berkelanjutan,

=lE.
. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SU EE\] EAYA
MANUSIA

C.1 Prinsip Dasar Pembanpunan Sosial

Fringip dazar pembangunan =ogial dalam pembangunan KN mengambil vigi
kota berkelas dunia untulk gemua sgebagai prinzip inti. Untulk mewujudlan
cita-cita tersebut, konsep pembangunan KN mengambil landasan teori
filogofizs bangsa Indonesia, yaitu Pancagzila, vang lkemudian dimaszulklan ke
dalam rancangan fizilke, Pringip filozofiz tersebut dikaitkan dengan pringip-
pringip KFPI IKH.

Fringip dazar pembangunan zogial mengalkul keragaman komunitaz, baik
pendudulk lolkal maupun pendatang baru, yvang alan terhubung dengan KN,
Dengan demiltian, magyaraloat, bailke perempuan atau laki-laki, yvang saat inid
tinggal di dalam dan di zekitar lolmsi KN tidal akan dikecuslikan dari
perenicanaan dan pengembangan kota dan akan mendapatlan manfaat dari
pengembangan KN zerta alkan memberikan kontribuzi berhargs bagi KN,
mizgaltyya, dari berbag kearifan lokal hingga membentuk IKN zebagai “tempat”
vatg unilk, Pendatang baru di KN juga akan mendapatkan keuntungan dari
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strategi sosial serta pringip-pringip perencanaan yang dikembangkan,
khususnya pada fage konstruksi, pengembangan, dan pertumbuhan kota.

Pringip dasar pembangunan sosial memiliki tujuan dan keluaran utama yang
diuraikan dalam Gambar 3-3 di bawah ini:

Gambar 3-3 Tujuan dan Keluaran Utama Strategi Sosial

Tuguaan Kekssran strategl

1) Pota Indikaif terkni situs budeys ponting mesiyarskat adat yaog harnas dpenananioen lokus potonsial
unbuk pongekusan worisan budeys dan kormorass boton bodeys bordasarkco sarmpol kogiatan pofibaton
rverynrakut

[AEprenEnEr eI el ) Gatly besar kormoditas fokal bermda okonomi tingogr dilaanpaican dan sampel pelibatan masyarakot

arid st 3)  Kekhoawatican masysrakat yung ade dhumpudon dan sampel pelbatan

4)  Distribusi incilstif terkait penduduk asl tenmmascs ke permuborman dan pendudul sksstng

berdasarkan sermpel lima desa

nasyarakal

1) Stratogi untuk menarik talonta baik taksata lokad maupun asng (ditahas 3 sekior takenta dan
pendidikan}
7)  Stratog kohesl soskal untuk mendorong integras warsan bucdays. cerminan budaya o faslitas putlk dan
Wrdogranl urtuk mondorong okyes tathadap pelsang ekonoms di IKN meige
wikdums homogabiornsan dan . . L
B U e spaskal, termasubk Nunkan bedjangka
morrromondican kobosl sonskl )
4] rateg okonomi: dan
Strategh Korrundas!
J)  Poninglatan tacal hidup mansyarsiat ohaisting untus mencegah potens lorbentuinye dactah kumuh

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Dalam pringip pembangunan sosgial, pihak vyang terkena d telah
diperhitungkan berdasarkan tingkat pengaruh dan penahapan Hhlam
pengembangan [KN. Berdasarkan tingkat pengaruh, masyarakat dapat
meragakan dampak langsung apabila rencana pengembangan atau koridor
pengembangan yang diusulkan berada di lokasi permukiman atau lahan
sumber mata pencarian mereka. Selain itu, mereka juga dapat merasakan
dampak yang tidak langsung akibat kegiatan konstruksi, perubahan harga
kebutuhan barang dan jasa, atau kegiatan pengembangan yang dilakukan di
gitug-gitus  yang bernilai tinggi secara sogial, budaya, sejarah, atau
pendidikan.

Masyarakat yvang terkena dampak pembangunan dan rencana infrastruktur
pada Tahap 1, yaitu periode beberapa tahun pertama pemindahan IKN,
memiliki kebutuhan wyang lebih mendesak gerta memerlukan strategi
pembebagsan lahan dan relokasi untuk permukiman kembali. Selain itu,
dengan mempertimbangkan pengaruh IKN gecara keseluruhan pada tahap-
tahap berikutnya, terdapat potensi pergeseran di masyarakat, baik yang
dimanifestasikan dengan perubahan mata pencaharian maupun perpindahan
secara fisik ke permukiman di dalam kawasan [KN yang dapat dikembangkan.

www.peraturan.go.id
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Adapun bagi masyarakat dalam KIKN yang tidal terkena dampals langsung
alkan berpartisipazi dalam  pengembangan  ekonomi dan  upays-upaya
peninglkatan lesejahteraan. Selain itu, partigipasi aktif masyarslat yang
terfolkus dan  berkesinambungan merupakan hal yang penting untuk
berzama-zama mendukung rencana pengembangan KM dan memastilian
keberlangsungan pendudulk lokal,

Berilkut empat kelompok masvaralat yang diidentifikasi  dapat  terleena
dampals

a. masyaralat di dalam KIKN yang alkan terdampal langsung pembangunan
pada Tahap Pertama pembangunan,

b, masyaralat di dalam KIKN yang lahannya tidalk terkkena dampals langsung
dari pembangunan pada Tahap Pertama pembangunan,

o, masyaralat di dalam dan di luar KFIKN, dan

d. masyaraleat di luar batas delineasi Kawasan IKN,

Setiap kelompol memilili keragaman internal yang perlu diperhatilean, Oleh
karena  itu, kegiatan pelibatan mazgyvarakat  perlu dilakulkkan  zgecara
berlesinambungan dan dizesuaikan dengan kebutuhan guna memastilcan
strategi gogial vang inklusif dan membawa manfaat bagi mazyvaralmt dan [KN,

Pembangunan skonomi yvang tertuang dalam Pencana Ifﬁ&b@ﬁﬁuﬁ%ﬁtmg
dalam mewujudlkan kohesi sozial gerta IKN yang inklusif, Zaat ini, strategi
pembangunan ekonomi telah dikembangkan untuls membentul nilai-nilai
gogial  yang telah ada, membangun  lketerampilan masyarslkat, zerta
memunglinkan masyaralkat lolkal menjadi  bagian  yang  kuat pada
pembangunan ekonomi [KN padsa maza depan.

Di gigi lain, keberagaman latar belalkang penduduls lokal, yang terdiri atas
pendudulk azli dan pendatang, di Provingi Kalimantan Timur menghadirlan
tantangan terzendiri bagl IKN, IKN perlu memperhatilan pendudulk lokal vang
perlu ditinglatlan keterampilan atau tingkat pendidiliannya sehingga dapat
berpartizsipazi alktif dalam membangun zelktor elkonomi KN, Dengan adanya
pengembangan zelktor elconomi IKN, banyalk lapangan kerja vang alkan terbulea
bagl seluruh lapizan pendudulk. Kegempatan kerja yang bergifat inklusif dan
merata dapat mengoptimallean peluang ekonomi pendudulk lokal.
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Klaster-klazter yang terbentult dar szeltor ekonomi KN dapat mendorong
kezempatan kerja dan meningkatlan pendapatan pendudulk loleal. Di antara
berbagai klazter terzebut, terdapat dus klaster yang sudah melelat dengan
penduduk lokal dan memiliki partisipasi yvang cukup tinggl. Yang pertama
adalah klaster skowizgata dan pariwizata kegehatan/kebugaran., Lapangan
keria yvang tercipta dari pengembangan klazster tergebut, antara lain, adalah;

a. pengussha dan pemandu wigata begerta pemandu gatwa liar, jagawansa,
dan ekowizgata komunitas dan budaya;

b. perajin, pengusahz dan pekerja di toko cendera mata lokal, dan
penyelenggara lokakarya lkkerajinan tangan,

o, pengussha dan pekeria di pusat kezehatan/kebugaran, spa lolksml, klinik
lecantilean, dan penyvembuhan tradizional,

d. pengusaha, manajer, dan pekerja di bidang akomodazi dan kuliner,

e, pengusaha dan pekeria di agro-elkowizata, koperagi pertanian, serta pasar
pertanian; dan

f. pengussha dan pekeria di ritel, malkanan dan minuman, zerta geni dan
hiburan,

Klaster . ..

Klazter yang kedus adalah klaster induztri pertanian vang berlkelanjutan,
terutamsa untuls ekstrak tanaman dan produk herbal, Klaster ini diarahkan
untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian vang dihazillkkan
pendudulk lokal dan membuka lapangan kerja dari proges Thilirizgasi
pengolahan  komoditas  pertanian. Lapangan kerja vyang tercipta dari
pengembangan klaster teraebut, misalnya adalah untuk ekstrals tanaman:

a. petani tanaman sumber ekstrals;
b. pekerja tanam, panen, pengeringan, dan produloei,
o, pengumpul hagil alam liar;

d. pengussha, manajer, dan pekerja di manufaktur produls pertanian
tradizional lokal,

&, pedagang begar dan kecil, dan

f. pengusaha dan pekeria pengemaszsan dan pemagaran.,
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Di luar sektor yang sudah digeluti penduduls lokal, strategi pembangunan
kapabilitas dan peninglatan keterampilan menyeluruh diupayalkan demi
memastilkkan kegempatan kerja vang inklugif dan merata, KN juga diharapkan
dapat menggali potensi untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan telknis
dan vokasi yang terjangloau bagi mesyaralkat demi memastilean akzezibilitas
dan inklusivitas, terutama bag anggota masyarakat yang lkurang mampu,
tidalk bekeria, ugia lanjut, berkebutuhan khuzusg, atau buta huraf,

Strategi gogial-gpagial menjadi panduan untuk mendukung pemeratasan akzes
ke fagilitaz dan miang publik. Strategl tergebut menghubunglkan komunitas
gatu dan yang lain dengan warizan budaya komunitaz yvang ada zerta
membentuls identitas ITKN dengan komunitasz yvang kemungkinan akan munecul
nanti.

Implementagsi ztrategi ini membutuhkan integrazi vang kuat antara kegiatan
tata ruang, pembangunan ekonomi, dan komunileasi untuls IKN, Keterlibatan
magyarakat yang berkelanjutan, identifikasi pemangku kepentingan utama,
dan beragam perwakilan masyarakat akan sangat penting untulk keberhagilan
[KN gerta untul membentuls rencana tata ruang KN, Strategl sogial-zpagzial
menyedialcan  keranglka kerja untuk desgain  terperineci  yang  dalam
peryvusunannya belkerja sama dengan masyarakat., Hal tersebut dilakukan
untuk memastilkkan kebutuhan dan representasi yang tepat dari masyaraloat
vanig ada dan yang baru muncul. Hal ini akan menjadi prozes vang
berlelanjutan,

Kohegi zogzial juga sangat terkait dengan pengadasn lahan untul kel dan
kegiatan yang terkait dengan pembebagan lahan, Pengadasn lahan harus
memenuhi ztandar ketentuan yvang berlaku di Indonesia yvang ditentuloan
berdagarkan aturan dan kebijakan atau standar yvang ditetapkan oleh
orgatigazi internasional wvang bertujuan untuk memfagzilitazi pelindungan
gogial, Direkomendagikan juga bahwa revitalizsazi dan penatasn kawasan
permukiman masyvarakat lokal mempertimbanglkan keterkaitan dengan mata
pencaharian dan keterilcatan warigan zejarah dan budaya dari komunitas vang
ada,

C.2 Prinsip Dasar Pembanpunan Sumber Daya Manusia
C.2.1 Kesehatan

Kezehatan tidak hanya diartikan sebagai zehat fizile dan terhindar dari
penyvakit, namun juga secara mental, sozial, dan aspiritual gecara kegeluruhan
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vang memungkinkan zetiap orang untulk hidup produldtif gecara soszial dan
elkonomi. World Health Orgonization (WHO) juga menyataltan bahwea kezehatan
adalah salah satu hak asas manusia (HAM] yang memungkinkan semua
orang, terlepas dan suku, agama, pandangan politik, kepercayaan, zerta
kondigi gogiceltonomi, untul mendapatlan dan mengakzesnya. Dengan lkata
lain, kondizi gehat dan bugar memungkinlkan warga untul tetap beraltivitas
dan produldif, baik itu di linglkungan terkecil maupun di magyarakat,
Fendudulk yang sehat menjadi elemen penting dalam pembentulcan kota gehat
gelkaligne  kota wvang menyehatkan., EBegitu pula gebaliknya, kota vyang
menyehatlkan altan mendorong termwujudnya penduduls yvang sehat,

Dilihat dari riziko kesehatan berdazarkan data vang ads, wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara rentan terhadap penyalkit yvang dizebarkan melalui velctor
hewan, seperti malaria, demam berdarsh, filarisziz, zika, dan chikungunya.
Sementara itu, Kabupaten Pensjam Pager Utara adalah galah zatu wilayah
endemils malaria tertinggi di Indonesia dengan annuad parasite moidence (AP
gelkitar 6,53 per 1000 orang di tahun 2021, Selain itu, penyakit infelsi zaluran
pernapagan atag (I3PA)], tifoid, dan dengue juga zering ditemulen di wilayah
Kabupaten Penajam Pager Utara. Banvaknya alktivitaz penebangan pohon,
terutama di kawasan hutan, biasanya meninggalkan kubangan air dan
menjadi tempat berleembangbiaknys nyamuls onopheles balabacensis yvang
membawa velttor penyalkit malaria. Tantangan lainnya, adalah  tren
meningkatnya prevalensi penyalit tidak menular (FTM] di antaranya strole,
peryvalit jantung, kanker, dan diabetes yang merupakan penyebab utama
beban penyakit (kematian dan kecacatan). Kejadian PTM disebabltan
mayoritas karena gaya hidup mesyarakat yang kurang =ehat zeperti
kurangnya alktivitas fizilk dan pola konsumsi yang tidalk sehat. Kondigidesupa
juga terjadi di wilayah Provingi Kalimantan Timur yvang ditunjultkan dengan
magih besgarnya proporzi beban penyakit tidalk menular, dibandinglan
petrvalit menular,

Berdazarkan lkondizi-kondizi tergebut intervenzi pada upayae kuratif tidak
dapat menurunkan beban penyakit secarn optimal, gehingga dezsin upaya
promotif dan preventif hidup sgehat untuk menurunkan beban penyalit
(menular dan tidak menular] dan beban pembisyaan pelayanan kezehatan
altibat penyalit. Pringip dasgar kota sehat (healthy ofy] dikembanglkan dengan
mengacu pada definizi kesehatan berdagarkan WHO dan Undang-
Undang Momor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Selain itu, pengembangan
kota sehat juga mengacu pada;

2. Model Kota Sehat WHO
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Kota sehat adalah kota yang memberikan manfaat bagi manusia dan
planet, yang mendorong partisipasi aktif dari warganya untuk mewujudkan
kesejahteraan dan perdamaian. WHO mendefinisikan kota sehat ke dalam
enam kategori vaitu peace, planei, place, people, porticipation, dan
prosperity. Selain WHO, Kementerian Kesehatan juga mendefinisikan kota
atau kabupaten yang sehat sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan
sehat untuk dihuni warganya.

b. Strategi Kota Sehat Cardiff

Cardiff mengembangkan model kota sehat berdasarkan WHO Buropean
Network of Healthy Cities, Model tersebut disusun bahwa kota sehat tidak
hanya mengarah kepada perwujudan di skala kota saja, melainkan juga
sebagai sebuah bentuk perwujudan dari upaya lainnya pada skala global.
Model ini berfokus kepada beberapa hal utama, seperti lingkungan yang
saling mendukung, gaya hidup sehat, dan rancang kota yang sehat.

c. Strategi Kota Sehat Vancouver

Strategi ini berbasis pada konsep A Healthy City fr Al kota di mana
sgemua terus berugsaha untuk meningkatkan kondisi kota yang memberikan
warganya kesempatan untuk menikmati tingkat kesehatan dan welfi-being
vang setinggi mungkin., Untuk mewujudkan hal tergebut, Vancouver
menekankan pada tiga aspek utama dalam kota yang menyehatkan yaitu
warga vang sehat (healthy people), komunitas yang sehat (healthy
communifies|, dan lingkungan yang sehat (healthy environment]. Seluruh
aspek kota sehat ini dapat dipenuhi tidak hanya dari sektor kesehatan,
namun perlu menjadi arug utama dalam pembangunan kota gehat dari
gsektor lainnya.

Pengembangan framework kota sehat di IKN perlu mem pEemngdmhgigantiga
aspek, mencakup: 1) individu, 2) masyarakat, dan 3] lingkungan.

Gambar 3-4 Framework Kota Sehat di IKN

www.peraturan.go.id
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Sumber: Kementerian PPN/B appenas, 2021

C.2.2 Pendidikan

Fringip dazar pendidikan di KIKN zecara kegeluruhan alan digrahkan pada
kongep pendidikan abad 21 yvang selaraz dengan vizi pendidilean di KIKN, yaitu
membangun skozigtem pendidikan terbaik untulk memenuhi kebutuhan
talenta masza depan di Klaster ekonomi gerta menjadi teladan penyelenggara
pendidilkan tinggi dan meningkatlean taraf hidup, Arah perencanasn konzep
dan strategi pendidikan di KIKN didagarkan pada beberapa pertimbangan:

a. intervensi di tinglkat kejuruan sangat penting untuls memenuhi kebutuhan
talenta dari klaster ekonomi baru karens sekitar 60% dar provelosi
pelerjaan di tahun 2045 bergifat leejuruan,

b, penting . . .

b, penting untuk meningkatkan ketergediaan pendidilean tergier lanjutan di

bidang science, fechnology, engimeerng, ond mathemafics [STEM] dan

manajemen guna mendukung kebutuhan pertumbuhan dan inovasi dalam
klaster ekonomi di maza depan; dan

o, pendidilean K-12 berloualitas tinggd menjadi kriteria utama untuk menarik
minat pindahnys warga domestilt dan asing serta menjadi prasyarat yang
harug ada di KN,

Enam klagter eltonomi penggerak utama yvang diperkiralan akan menciptaloan
lapangan pekerjaan bagl magyvaralkat setempat yang telah  ditingkatloan
kemampuannya (non-induced "updiiff’] dalam jumlah begar di IKN dan Frovinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2045, yaitu industr telonologl bersih, farmasi
terintegrazi, industri pertanian berkelanjutan, ekowizata, kimia dan produk
turunan kimia, serta energl rendah karbon., Dengan memperkiralkan
larakteriztilk suplai talenta zaat ini di [KN dan Kalimantan Timur, ekogistem
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pendidilkan terbailk di kelasnya dirancang guna menyedialian suplai talenta
vang andal dan tangguh di masa depan. I[KN perlu meningkatlmn selctor
pendidikannya secara kegeluruhan untuk terug memenuhi kebutuhan di
gemua klasternya (baik klagter baru maupun yang sudah ada]. Beberapa folous
vatg perlu diperhatilean di getiap tingkatan pendidilean di KN adalah sebagad
berikut:

a. Di tingkat kejuruan, [KN difolkuzglkan pada peningloatan kurikulum Selkolah
Menengah Kejuruan dan fakultaz untul menyertalktan bidang spesialisasi
vang lebih relevan dengan tuntutan kKaszter baru dan bermitra dengan
lembaga kejuruan lokal atau azing terlkemulia untule memperkenallean
perguruan tinggl yang lebih terspesializasi untulk sektor-zeltor seperti
pariwizata dan agribizniz,

b, Di tingkat perguruan tinggi, KN difolkkuskan untuk bermitra dengan
univerzitas terkemula yvang berlkaitan dengan SITEM untul menawrarkan
pendidilkkan yang ditargetkan dan juga menjajald universitas multi-fakultas
lelaz dunia ke IKN. Di gamping itu, terdapat beberapa strategi vang dapat
dilakulan zebagai langksh pengembangan perguruan tinggi ekeisting,
vaitu sebagai berilkut:

1] Perguruan tinggi eksisting melalui perluagan daya tampung diarahloan
untul memenuhi kebutuhan sumber daya manugia berlualifikasi
tinggi pada 6 klaster ekonomi penggerals utama,

2] Perluagan . . .

2] Perluagan daya tampung pada perguruan tinggl eksisting dapat
dilakukan melalui alternatif penambahan infrastrultur  perguruan
tinggl vang sudah ada maupun alternatif program studi di luar kampus
utama (FSDEUJ.

3] Penguatan fokus program studi pada perguruan tingg eksisting yvang
gelaras dengan potensi unggulan wilayah Kalimantan dan kebutuhan
industri - perguruan tinggi sebagai rujukan berbazis cender of axceallenos
(CoE].

4] Pendirian perguruan tinggi azing (FTA] di Indonesia dapat menjadi
peluang pengembangan  kerja gama  kelembagaan  dalam  rangka
peningkatan  kapazitaz  kelembagasan  perguruan tingg.  Kualitas
lembaga PTA yang akan dibangun di Indonegia akan menjadi
berchmork bagl perguruan tinggl dalam negeri untulk peningkstan
kusalitas berstandar internagional,



. 2022, No.41

- g6 -

5] Perlumsan jaringan antarlembaga, antar-tenaga akademilt untulk
meningkatkan infernafional expose [kesempatan penelitian, publilkasi,
dan inovasi.

6] Program studi PTA perlu diarshkan untuk bidang keilmuan strategis
vang berpotenszi sgebagai faktor pengunglkit IFTEK dan dayva szaing
Indonesia.

Semua ini harug didukung oleh fondaszi K-12 yvang kuat untule membangun
tenaga lkerja wvang tangguh di maza depan yvang  dilengleapl dengan
keterampilan abad ke-21.

C.2.3 Ketenagakerjann

Fembangunan geltor ketenagalkerizaan ditandai dengan dua indikator utama,
vaitu penciptasn lapangan kerjia dan tingkat pengangguran terbuka, Prozes
pembangunan [KN direncanakan menjadi penggerals utama sekaligus falktor
pengungkit dalam pembangunan ketenagakeriaan. Langlkah yvang diambil
adalah dengan:

a. perincian lkebutuhan tenaga kerja;

b. perincian jenis-jenis pelatihan yang dibutuhloan,

o, inwestasi pelatihan yang dibutuhloan,

d. pendataan . ..

d. pendataan calon tenaga kerja dari masyvarakat lokal yang memerlukan
pelatihan, dan

g, pemanfaatan instrumen koordinasi ketenagskerjaan antar-pemanglo
kepentingan di dasrah,

Fada tahap awal pembangunan KN, penciptaan lapangan kerja alkan
bertumpu zepenuhnya pada zektor konstrulei. Kebutuhan pembiayaan dan
gumber daya pendukung untulk menunjang  gelktor konstruksi  alan
mendorong adanya investazi pada wilayah Kaelimantan dan zekitarnya yvang
akan meningkatkan roda perekonomian. Pada tahap awal pembangunan KN,
peniciptaan lapangan kerja diproveksiltan akan bertumpu pada zektor-zeltor
geperti konatrulozi (75 perzen|, pemerintahan [20 perzen), zerta
layanan pendulkung (5 persen).
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Dalam janglka menengah dan panjang, pemindahan [KN akan menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerals ekonomi untuk pulau
Kalimantan dan seldtarnya. Selktor-zeltor ekonomi dengan  lkeunggulan
komparatif dan kompetitif yvang dikembangkan di KN akan menjadi
pengungkit pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan dapat
menurunkan kesenjangan. Penciptasn  lapangan  kerja  baru  akibat
berlkembangnya zelktor jaza dan zeltor eltonomi yang bernilai tambah tinggi
akan menciptalan lapangan kerja yang memadai, serta dapat mengurang
ketimpangan antar-lkelompok pendapatan,

Salah zatu indikator keberhagzilan pembangunan adalah tingleat inklugivitas,
dalam hal ini adalah pengikutzertaan peran masvarakat setempat zebagai
pelaku utama pembangunan. Pada kontels pembangunan [KN, mazyvaralkat
getemnpat tidal hanyva zebagai penonton tetapi gebagai pemain utama, Strateg
untuk melibatlan tenags kerja dari masyarakat lokal dapat dilakulkan dari
kegiatan pemetaan lkaralteriztik tenaga kerja lokal, pemetaan lkuota afirmasi
tenaga kerja lolkal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentul pembelcalan
keterampilan (skilfing) dan alih kompetensi (reskliing]). Untuk meningkatlan
keahlian dan/atau membuat masyaralzat zekitar memperoleh keahlian baru
agar dapat berltontribusi dalam pembangunan KN, maka transformaszi balai
latihan kerja (BLE] di zelditar [KN menjadi salah satu falktor penting di dalam
perverapan tenaga kerig magyaralkat sekitar,

D. FRINSIF . ..
D. PRINSIPF DASAR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN

D.1 Prinsip Dasar Penyediaan Tanah

Fervediaan tanah untule pembangunan KN dilaksanakan melalui mekanizme
pelepagan kawazan hutan dan mekanisme pengadaan tanah, Untul pelepasan
kawazan hutan, yang akan dilepaskan adalah hutan tanaman industri (HTI) di
lkawsazan hutan yang telah diubsh fungeinya menjadi hutan produksi yang
dapat dikonverzi (HPK) zehingga dapat digunalkan untuk pembangunan [KN,
vatg dimohonkan pelepagannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Fada tahap awal, lokasi pembangunan [IKN diutamalan di lahan yang tidalk
ada pemilikan maupun penguasasn tanah, sehingga dapat meminimaligir
potengi relokagi pendudulk setempat ataupun pemberian ganti kerugian dalam
bentul lainnya, Namun demildian, jika pembangunan [KN diharaskan berada
pada lolcazi yang terdapat pemilikean maupun penguasaan tanah, malka akan
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dilalkulan proges pengadaan tanah, Pengadaan tanah dilakulan dengan
melkanizsme pengadaan  tanah sebagaimana  diatur  dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum atau pengadaan tanah gecara langsung

Fengadaszn tanah bagi pembangunan untulk kepentingan umum  dalam
pembangunan [KN mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadasn Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubsh
gebagian substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012), Peraturan
Femerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuls Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nazional Nomor 19 Tahun 2021
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021,
Fengadasn tanah sesuai dengan peraturan perundangan tergebut telah
memperhitunglan  pringip  kehati-hatian, pemberian  kompengasi  yang
memadai dan adil dengan musyawarah bentuls gantl kerugian sebagai
kongelnienzi dari proges pengadasn tanah, tahapan dan waktu penyelesaian
vang terukur. Apabila ada keberatan dari pihak yang berhale memilild atan
menguasai tanah, maka pemberian ganti kerugian akan dititipkan  di
pengadilan (konszinyaszi] sehingga pembebazan tanzah tetap dilakukan dan
pembangunan dapat tetap berjalan. Agar pengadasan tansh dapat segera
dilakganalkan, maka K/L yang melakukan pembangunan pada lokaszi di
wilayrah KN bertindals gebagai ingtansi yvang membutuhkan tanah, zebelum
terbentulenya Otorita IKN, Tahapan pengadaan tanah pada wilayah [KN zezuai
ketentuan peraturan perundangan adalah zebagai berilaat:

Gatnbar 3-5 Ketenituan Peraturan Perundangan untul Pengadaan T@lah bar 2-5
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D, then 3108 pargutam erugan |+ Setfian tanah hast Pergadaan

¢ Knaulai oo Taran
+ Penetapan Latem Pemsangiee:

/ . \
¥ Pelaksanaan 7
- _." ’/

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Subjek/pihak yang berhak mendapat ganti rugi adalah pemilik, penguasa,
pengguna, dan pemanfaat tanah yang dapat dijelaskan melalui Gambar 3-6
sebagai berikut:

Gatnbar 3-6 Subjek yang Berhak Mendapat Ganti Rugi

o pemegang Hak Atas Tanah J

pemilik bangunan, tanaman, atau benda =)
lain yang berkaitan dengan tanah e,

¥ 2 pemegang Hak Pengelolaan I

pemegang dasar penguasaan
atas tanah

enaxhir untuk tanah wakaf - ]

pihak yang menguasai Tanah

Negara dengen itikad baik '8 nemegang alat bukti tertulishak lama |

Omasyarakat hukum adat
(keberadaannya diperkuat sesual
' hetentuan peraturan pecundang

| undangan|
Objek pengadaan tanah dan penilaian besarnya ganti rugl oleh penilai
dilaléixioher: Bidelnis 35 PetsidsncPerminteh famer Hclighunl 20Ahdinbbiek pengadaan
tanaf YELRETA SRR R A0 Sheieony Lok Kt

Objek . . .

www.peraturan.go.id
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Gatnbar 3-7 Chjek Pengadaan Tanah

N4 | T |
LR} Tanah
agmd

A

74 Ruang atas tanah dan
bawah tanah

Kerugian lain yang dapat dinilai, ™%\
yang merupakan kerugian non )
fisik yang dapat disetarakan
rjr_-n(jgn QIET uang, m salnya
kerugian karena kehilangan usaha
atau pekerjaan, biaya pemindahan
tempat, biaya alibh profesi, dan
nilai atas properti sisa

Benda lain yang u5
berkaitan dengan tanah

ik} Bangunan

5‘ Tanaman

Bumber: Pasal 33 Undang-Undang Neomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pernbangunan untulk Kepentingan Umum

Selain melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, pengadaan tanah di wilayah [KN juga dapat melalui pengadaan tanah
gecara langsung (busness-fo-business| =zeperti jual heli, hibah, rasiag,
pelepagan gecara sulkarela, atau bentulke-bentulk lain yvang dizepaloati.

D.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Pertanahan

Setelah perolehan tanah, Otorita [KN berwenang mengelola wilayah KN dan
diberi hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan oleh Kementerian Agraria dan Tata PRuang/Badan
Fertanahan Nazional, Pemberian hals pengelolaan tersebut dilalulcan dengan
memperhatikkan hak atas tanah masyarakat dan hak atas tanah masyaraloat
adat. Di atag hal pengelolaan dapat diberikan hal ataz tanah kepada orang
perzeorangan dan pihalk lain dengan perjanjian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan,

Di IKN diberlakulkan pembatazan pengalihan halk ataz tanah, Pembatasan
pengalihan hak ataz tanah  tergebut dilaksanslkan dengan  mewsajibloan
mazyarakat yvang akan mengalihkan kepemilikan atag tanahnya yvang terletalk
di wilayah KN untul terlebih dahulu mendapatlkan pergetujuan dari Otorita
[KN zebelum melakulean tindaltan pengalihan hak atas tanah kepada pihak
lain datt diadminizgtragikan prozes jual belinva oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Mazional Pembatazan tergebut tidal dimalsudlkan untuk menghilangramshalk
keperdataan kepemililkan tanah, Di wilayah KN, Otorita [KN diberi hals untuk
diprioritazlzan gebagai pembeli ataz tanah vang akan dijual di wilayah IKN.
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E. PRINSIF DASAR PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Rencana pembangunan KN yang mempertimbangkan pringip dasar
linglungan hidup ditunjuklocan dengan integrasi antara proveksi populaszi pada
Rencana Induk KN dan hagzil analiziz Daya Dukung dan Daya Tampung
Linglkungan Hidup (DDDTLH) pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHSZ).
seluruh data falkts, analizgiz, dan konzep rencans dari Rencana Indulk KN
diverifilkazi kezesusiannya dengan DDDTLH di dalam dokumen KLHS, Elemen
Rencana Indul [KN yang harms diverifikazi adalah (1] tata ruang; (2) proyelzi
populasi; (3] keanekaragaman hayatiy (4] ketahanan pangan; (5] infrastruktur
air, (8] infrastrulktur energi, dan (7] infrastrulktur limbah,

Fenerapan pringip lingkungan di dalam Rencana Induk IKN mengarah pada
terintegrasinya koridor ekoszizstem gecara regional di wilayah KN untuk
menjamin terjaganya kelayaan keanelkaragaman hayati vang ada di KN
gesual dengan strategi yang tercantum di dalam Dolkumen KLHS Ansierpion
[KN. Oleh karena itu, pengembangan lingkungan hidup difokuskan pada
pemeliharaan ekogistemn dan keanekaragaman hayati serta restorasi zistem
jaringan hijau dan biru,

Lahan-lahan yvang sengitif gecara elwlogi, kawagan jelajah gatwa, dan hutan
varng penting untulk spezies vang terancam kepunshan atau zangat terancam
kepunghannya dilindungl zebagai komponen penting untulk membangun
struktur kota dan menentulkan identitaz vang unik bag IKN. Lahan-lahan
vatg dapat dikembangkan divgulkan agar tidak mengganggu lahan-lahan ind
dan geranghkaian KPI ditetapkan untule zepenuhnya mendukung konzep kota
hutan,

Untule mencapai KFI KN, yaitu 65 pergen kawsazan hijau alami, alokasi
penggunasn kawazan hijau yvang memilikd nilai guna bagl pendudulk, zeperti
ekowizgata dan ruang publik, dapat menjadi sumber nilai ekonomi dan
rekreasi. Hal ini sama dengan kedudulman RTH kota zebagai pemenuhan
kebutuhan kensumesi lahan pendudulk, tetapi pada zaat bergamasn menjadi
kawazan hijau alami yang memilild nilai lindung walaupun tidak setingg
kawazan lindung murni. Untuk memastikan tidak ada pengembangan
tambahan di kawasan [KN zesual dengan perencanasn dan untuk mencegah
pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi, pemanfaatan ruang didasarkan
pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
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Upaya untule melegtarikan alam, memulihkan lkawazsan bekaz tambang,
mendukung ketahanan pangan, dan menunjang zistem infrastroldur yang
efizien;, dirancang untuk memberikan manfaat gecara langzung bagi penduduk
[KN gehingga menjamin kelayalan hidup pendudul dan menghormati
batas-bataz linglungan alam. Pemanfaatan produlzi pangan lokal yang
dipenuhi oleh ztrategi ketahanan pangan KN gejalan dengan strategi 1KN,
termasuk produksi pangan berbasiz ekonomi sirkular (circadar economy).

F. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

F.1 Pembanpunan Perumahan dan Permukiman

Ferumahan memegang peranan penting terhadap kesejahteraan masyaraloat
perkotaan, sgeperti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Perumahan
dapat menarils investazi dan menumbuhlcan ekonomi perkotaan dengan efelc
mudiiplier yang sangat begar, Dalam menempatkan selktor perumahan sebagai
epizentrum dari pembangunan perlkotaan, pembangunan perumahan  di
lawazan IKN bukan geliadar membangun unit rumah melainkan membangun
perumeahan tetap dalam kerangloa holiztil,

Dalam mewujudlkan KFI & (aman dan terjangkau), pembangunan perumahan
perlu memastikan bahwa zeluruh pendudulk memilild akzez terhadap tipe
hunian yang beragam melalui penerapan skema hunian berimbang (1:2:3] dan
gesuai dengan kebutuhan zerta menekankan keterjangksuan harga untuk
berbagai kelompok pendapatan masyvaralat, meregpong pengaturan tempat
tinggal wang berbeda-bedsa, dan menurunkan operazional yang umumnya
diszoziazgikan dengan hunian yvang kompak dan memilikd skszez terhadap
infrastrulctur penting pada tahun 2045, Dengan demildan, pembangunan
perumahan dan permuliman baru perlu menciptalkan sistem distribusi
perumahan vang sehat zebagai upaya pencegahan perumahan kumuh pada
magza depan,

Upaya mewujudkan KPI 6 (aman dan terganglau] ini gejalan dengan
upaya pencapaian KFl 2 (Bhinnelm Tunggal lka] yang akan mengintegrazilan
geluruh penduduls, baile penduduk setempat maupun pendatang. Untuk
itu, pembangunan perumahan perlu memperhitunglkan  dimensi  zogial,
Ferumahan di kawazan IKN didorong agar tidak membuat area perkotaan yvang
tumbuh menjadi tempat yang elzklusif, tetapi tetap nEgiggizdsmpat
mazyvarakat untulk mendapatlan kesempatan yang zeluas-luasnya untuk
geluruh kelangan (inklusif] Dengan terbulkanya kesempatan terzebut,
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pervediaan alses perumahan alkan mengedepankan manuszia dan pemenuhan
alkan hale azazi manusia dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan:
hale ataz hidup layalk, hale ataz layanan dasar, halk atag kegehatan, dan halk
ataz privasi.

Kongep hunian eksisting yang umumnya berupa bangunan tunggal, tidak
gejalan dengan arsh pengembangan wilayah KN untulk menjadi “Kota 10
Menit", Oleh karens itu, kebutuhan hunian dan fagilitasnya akan dimodifileazi
melalui penggabungan berbagai layanan dalam gatu bangunan  dengan
memperhatikan standar kenvamanan yang berlalo gerta menyedialian hunian
dalam bentul: rumah sugun atau apartemen, dengan tetap memperhatilkan
standar minimal bagi tiap kebutuhan, zeperti jabatan dan jumlah anggota
rumah tangga.

Beberapa azumsel vang menjadi dazar pembangunan perumahan  adalah
sebagai berilout:

a. Pembangunan perumahan terdin ataz perumshan aparatur zipll negara
dan perumahan non-aparatur  zipil negara (masyaralkat umum).
Fenyediaan perumahan aparatur zipll negara akan  difagilitasi  oleh
permerintah dengan membuka kezempatan keterlibatan swasta, Sementara
itu, penvediaan perumahan mazyarakat alkan menggunalkan mekanisme
pazar yvang digediakan oleh pengembang swasta zesuai dengan proges
bigniz yang ada di pasar perumahan setempat dan didulkung dengan
gigztemn  pembisyaan perumahan  vang  efizien. Membangun zistem
perumahan publik (puldic Aousing) vang terdiri atas hunian szewa dan
hunian milik dengan hak terbatas, baik primer maupun zelunder, diatur
dan dikelola oleh pengelola perumahan dan permukimean [esfate monager
di bawah Otorita KN, baik untuk perumahan aparatur sipil negara
maupun perumahan non-aparatur gipil negara (masgyarakat umum).

b, Kongzep pembangunan perumahan mengiluti rencana fungei tata ruang,
leawragan fungsi campuran, dan demografl heterogen di IKN yang mengacu
pada penciptaan berbagal kegiatan dan fungsi dalam gatu ares linglkungan
binaan (bullf environment]. Demografl heterogen mengacu pada penciptaan
percampuran penduduk berdazarkan karakteriatik seperti usia, pekerjaan,
pendapatan, etniz, dan ras,

c. Pembangunan perumahan juga menerapkan konFembidnguuiarmasi
bermuldm, di antaranya dengan perubahan cara pandang dalam berhuni
di lahan yvang lebih efeldif dan efizien, dengan cara sebagai berilout:
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1] Tinggel di hunian vertikal akan tercipta hunian dengan kepadatan
ideal. Tantangan terletak pada pemeliharasn hubungan =ogzial yang
harugz dapat dijawab oleh degain hunian,

2] Tinggal di kawasan kompalk semua kebutuhan terlayani dan dapat
digleges dengan cepat dan mudah dijangleau,

3] Menerapkan teknologl cerdas dalam kehidupan untuk meninglkatlan
lkenyvamanan  penghuni gekaligus meneraplan prinzip  hidup
berkelanjutan,

Ketiga hal terzebut akan berimplilazi pogitif pada terzedianya ruang-ruang
terbulca untule publik  ataupun lingkungan yang lebih  luas  jika
dibandinglkan kondizi di kota-lkota begar saat ini.

Perumahan aparatur zipil negara dengan spesifikasi hunian berorientasi
pada kenyamanan gerts berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat
belcerja, zeperti tampal pada tabel berikut:

Tahel 3-1 Spezifitazi Pumah Dinas bagi Pejabat Negara, ASN, TNI, dan Polri

No. Peruntukan Hunian Tipe Rumah Luas Unit [m=]
1. | Menterif Pejabat Tinggi Negara Fumah Tap ak a0

4. | Pejahat Negara Fumah Tap ak 440

3. | JPT Madya/E=gelan 1 Fumah Tap ak 340

4, | JPT Pratama/ E=elan 2 Fumah Susun 290

3. | Administratar | E=eloan 3 Fumah Susun 190

. | Pejabat Fungzional dan staf lainnya Fumah Suszun 9=

Sumber: Kementerian PPN/E appenas, 2021

FPenyediaan perumahan dinas aparatur sipil negars/Tentara Nagional
Indonesia/Kepolizgian Negara Republik Indonezia memperhatilkkan proges
trangzizgi pegawai dan keluarganya, terutamsa pada 5 tahun pertama. Pada
tahap awal pembangunan perumahan untuls aparatur gipil negara/Tentara
Neazional Indonegia/Kepolizgian Negara Republik Indonegia alan dimulai
pada tahun 2022 hingga 2024, Pengembangan ukuran unit diderong
untule mengikuti kelipatan modul unit rumah z2usun pada degain dazgar
vang dirancang oleh Kementerian Pekerjazan Umum dan Perumahan Raloat
untul meningkatlan efizsiensi penggunasan ruang.

F.2 Infrastrulctur . ..
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F.2 Infrastrukinr Persampahan

[KN menargetltan 100 perzen sampsh ditangani dan diclah supaya dapat
beralih  dari pengelolaan sampah  tradisional. Sampah dipizgahlkan pada
sumbernya dan dikumpullcan dengan menggunakan berbagai cara untuk
diolah gecara terpusat. IKN akan mengadopszi gtrategi proyelksi konzervatif 5
perzen gampah non-organilk akan langzung dibuang ke tempat penimbunan
gampah. Fagzilitazi daur ulang sampah gebagsi foloug utama dar zigtem
pengelolaan gampah alkan mengurangt volume zampah yang dibuang ke
tempat pembuangan akhir (TPA|, sehingga memperpanjang umur TPA, serta
mengurangl penggunaan lahan untulk TRA baru bezerta gangguan dan aspek
lingltungan, Di samping itu, barang hazil daur ulang dapat digunakan sebagai
bahan baku untuk menghazillkkan produlk barm,

Puzat pengolahan zampah ditempatkan di suatu area pengembangan untuk
mewjudkan sinergi ekonomi, mengurangl biaya transportazi dan operasi,
gerta memberikkan  kendali atas masalah  linglungan, Stasiun  peralihan
gampah akan berlokasi di getiap kawasan untulk memfazilitasi pengumpulan
dan pemindahan sampah. Pembangunan fazilitas persampahan direncanakan
untule ditempatlan di luar kawasgan lingkungan terlarang (no-go ared) untuk
menghindari dampalk pada flora dan fauna sensitif serta area dengan nilai
kongervazi  tinggi. Mengingat rigiko tinggl pencemaran dari  fazilitas
persampahan, diperlultan Analisiz Mengenai Dampal Linglungan (AMDAL]
gebelum pembangunan untuk meminimallkkan dampalk yang ditimbulkan oleh
puszat pengolahan gampah terhadap linglkungan dan zekitarnya, Selain itu,
diperlukan juga investigasi lapangan yang lebih zpesifik guna menetaplan
kecocokan lokaszi untuls TPA,

F.3 Iafrastrukinr Pengelolann Air Limbah

Untule mencapal KFL 100 perzen pengelolaan air limbah pada tahun 2035, air
limbah diolah zecars terpuzat di instalazi pengolghan air limbah, Ingtalasd
pengolahan air limbah akan membentuls zistem ganda untuls melsyani TKN
gerta alean melayani induztri dan permukiman vang ada di luar [KN, Pemilihan
teknologi pengelolaan air limbah vang tepat bergantung pada zejumlah faltor
fizilk dan nonfizik, Telknologl yvang paling tepat adalah telknologl vang
memberilcan tingkat layanan vang paling dapat diterima gecars zogial dan
lingltungan dengan biayva yvang paling rendah,

Siaterm . ..
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Sigtem ganda direlkomendagilkan untuls melayani IKN, dengan memusgatloan
gigtern pengolah di area nelesuz untuk mengurangi jarak antara sumber air
limbah dan lokaszi pengolahan sehingga dapat mengurangi panjang pipa yvang
dibutuhlkan, Pada akhirnya sigtern pengelolaan ini akan menghagzillan
jaringan dengan giztern gravitasi, Sementara itu, air limbah akan diclah dan
didaur ulang ke dalam pengolahan air (bukan untulk konsumsi]. Selain itu,
gigtemn saluran pembuangan limbah dirancang gebagai zistem terpizah dengan
drainase,

Strategi pengelolaan air limbah yang divzulkan untuls menargetlean 60 perzen
daur ulang timbulan air limbah padsa tahun 2045 dirancang sesguai dengan vizi
KM zebagai kota dengan perekonomian yang berzifat zirkular dan resilien.
Timbulan ar limbsah dihazsilkan oleh zemua pengguna sir dengan sistem
ganitazi vang dialirlkan melalui jaringan air limbah perkotaan, Strateg utama
pengolahan air limbah mengacu pada komponen dari Sigtemn Pengolahan Air
Limbah Domestil Setempat (SPALD-Z] dan Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestilk Terpugat (SPALD-T] zesuail dengan ketentuan yang berlalou,

F.4 Infrastruktur Air

Fengelolaan sumber daya air perlotaan  bertujuan untulk memberilcan
keamanan aksez air minum yang andal, sgigtern sanitasi yang  layalk,
perlindungan sumber air dar polugi, dan pengurangan riziko banjir dalam
gatu gistemn pengelolaan air terpadu. Strategi ini akan meneraplian pringip
kota gpong [sponge iy guna mengintegragilkan jaringan biru dan hijau, agar
dapat memberilkkan manfaat kenvamanan dan kezehatan bagi pendudulk TKN,

Strategi pengelolaan air gecara terpadu untulk melayani KN diperlukan dalam
memenuhi kebutuhan pengembangan dan kendala yvang akan dihadapi oleh
pembangunan [KN. Pendelatan pengelolaan air terpadu vang menggabungkan
pengelolaan penggunaan air, impasan air hujan, dan pengolahan air limbah,
dengan mengadopsi pendelcatan terintegrasi antara zistem pengelolaan air
gecara tradizional. Tujuannva adalah untuk meningkatkan efizsiensi sumber
daya gzecars keseluruhan dengan  pertimbangsn  vang cermat  dalam
penggunaannya, dan juga kontribusinya dalam zistem ekologi dengan tetap
menghormmati batasan alam. Hagil utama memanfaatlkan pengelolaan air
terpadu ini adalah menyediakan akees yang aman dan andal atas air minum,
sanitasi yang efeldtif, serta melindungi saluran air dari polusi.

Tiga . ..
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Tiga elemen vang perlu digunakan dalam pengembangan pengelolaan air
berkelanjutan di kawasan IKN meliputi (i) ketahanan, yaitu sistem air dapat
beradaptasi dengan iklim dan pertumbuhan pada masa depan serta
mengurangi risikoc dan kerentanan; (i) efisiensi, yaitu tingkat layanan
terpenuhi secara memadai dengan menyeimbangkan permintaan dan
kapasitas dan dengan investasi yang dilakukan secara tepat; serta (iii)
kualitas, yaitu kesehatan masyarakat dan lingkungan terlindungi. Sistem
pengairan IKN mencakup penggunaan sistem alami, seperti hutan, dataran
banjir, penghijauan dan tanah, biasanya dikenal sebagai infrastruktur hijau,
untuk berkontribusi dalam menyediakan pasockan air minum yang andal serta
memberikan pelindungan terhadap banjir dan kekeringan.

F.5 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Secara umum pengembangan fasilitas umum dan {asilitas sosial
menggunakan prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan berjalan kaki,
serta integrasi dengan kawasan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas fasilitas umum dan sosial bagi penduduk yang
dilayaninya. Adapun untuk bangunan fasilitas bersama memiliki prinsip
umum perancangan yang meliputi:

aksesibilitas;
konektivitas;
infrastruktur hijau;
pengelolaan;

keamanan; dan

mo a0 g

tanggap bencana.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum dan
sosial juga perlu ditambah dari yang sudah diperhitungkan untuk kondisi saat
ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Asumsi kebutuhan untuk
fasilitas yang digunakan untuk menentukan angka kebutuhan (fasilitas,
adalah sebagai berikut:

a. Penyesuaian yang dilakukan untuk menciptakan tata guna lahan yang
lebih efisien, misalnya dengan mengombinasikan fungsi pelayanan publik
dan pemerintahan dalam satu bangunan, adalah sebagai berikut:
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i. Pelayanan . . .

Pelayanan Publik dan Pemerintahan

1] Kantor ruloun wargs (RW)| dikombinagilkkan dengan ruang serbaguna
dan perpustalkaan untuk memungkinkan efelctivitas lahan dan
memastilcan fagilitas tersebut dapat diakses dengan berjalan kald
dari area hunian,

2] Kantor kelurahan dikombinazilkan dengan ruang zerbaguna untulk
memungkinkan efelctivitag lahan dan memastilean fagzilitag tergebut
dapat diakzez dengan 10 menit berjalan kald dar  simpul
transportasi massal selkunder,

3] Kantor kecamatan dikombinagilan dengan ruang zerbaguna untulk
memungkinkan efelctivitas lahan dan memastilean fasilitag tersebut
dapat diaksgez dengan 10 menit berjalan kalki dari  simpual
transportazi mazzal utama,

4] Perlkiraan kebutuhan lahan untulk kombinasi fasilitas ini
diagumsilkan berdazarkan koefizien dazar bangunan (KDE] dengan
ketinggian bangunan,

5] Kantor polisgi dan pemadam kebalaran dipigahlen dari kombinasi
fungsi pelayanan publik dan pemerintahan karens  lcaralkter

pelayanannya.
Pelayanan Kezsehatan

1] PFelayanan kesehatan dipizahlkan dari kombinasi fungsi pelayanan
umum dan pemerintahan karena karalter pelayanannya Hal ini
dilakulkan untuk mengurang risiko penvebaran penyalkit terhadap
fazilitaz pelayvanan lain begerta penggunanya.

2] Fagzilitaz yang digebutlean di atas diharuskan berada dalam capaian
10 menit berjalan kalki dar halte transportasi umum.

3] Fagilitaz wyang dizebutkan di ataz dizarankan  ditempatioan
berdekatan dengan ruang terbulea umum dan fasilitaz keagamaan,
geauai dengan zkala pelayanannya.

4] Pelayanan Kesehatan Frimer [(Puskesmasz, Klinik Pratama],
Felayanan Rujukan (Rumah 2alit], dan Laboratorium Kesehatan,

a) Jumlah kebutuhan didesarkan pada jumlah kecamatan, rasio
dengan jumlah pendudul gerta karaltteristik wilayah, Pemetaan
kebutuhan terzebut juga memperhitunglan kebutuhan tenaga
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kegehatan yang alan bertugas pada fazilitas kesehatan serta
mengikuti pola transgizi demografi dan epidemiologi.

b Rumah Saklit dikembangkan dengan standar intetl BwAal dan
memiliki layanan unggulan dan menjadi pusgat pengembangan
pelayanan kesehatan tradizional,

c] Khugug laboratorium kesehatan memperhatikan pemenuhan
standar tingleat keamanan hayati,

d] Fazilitaz wyang digebutkan di atas dizsrankan ditempatlean
berdekatan dengan ruang terbulta umum  dan fasilitas
keagamaan, sesuai dengan skala pelayanannya.

iii. Fagilitas Pendidikan

1]

2]

3]

4]

>

Lahan yang dibutuhlean untule gekolah merujuk kepada peraturan
yang berlalu,

Ferhitungan kebutuhan lahan menggunalkan kebutuhan untuk dua
atau lebih lantai bangunan untulk gemua jeniz sekolah demi
mengurang kebutuhan lahan,

Sekolah Tinggi terdiri atas universitas unggulan dan zekolah tingg
lainnya.

Jumlah pelajar dan pekerja di universitas unggulan mengikouti
kebutuhan pengembangan dan penshapan KN,

Jurmlah mahazizwa di perguruan tinggi, termazuk di dalamnya
politelcnils dan  univerzitaz lainnys, dissumeikan gebanyak 16
pergen dari populasi usgia 19-25 tahun yang melanjutlan
pendidilkan ke perguran tingg.

b, Validagi dari digtribuszi fagilitas umum utama (taman kansk-kanals
gekolah menengah, dan klinik] berada dalam radiug perjalanan 10 menit
mobilitag alkctif,

¢, Fazilitaz pendidilkan hingga =zekolah menengah ataz untuk mendulkung
sgeluruh populasi KIKN,

d. Area ritel [pagar raloyat atau pasar tradisional] dihitung menggunalan
standar nazional
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Sementara itu, fazilitag umum dan fagzilitaz sozial di KIPF dibagi ke dalam
empat kategori, yvaitu zebagai berilout;

2. Slkala Pergil dan Distrik

Fagzilitag umum dan fagzilitas zozial zkala perzil adalah fazilitaz umum dan
sgozial vang mermiliki gkala pelayanan kurang dari 15000 jiwa, dapat
dicapai dengan berjalan kald zelama 5 menit, gerta terintegrazi pada
bangunan yang terletale di area vang berzifat semi publik,

b, Skala Sub-Zub-BWF/Kelurahan

Fazilitaz umum dan fazilitas zozial skala Sub-Sub-BEWP/kelurahan adalah
fazilitas umum dan zosial vang memilikd skals pelayanan di antara 15.000
jiwa dan 30,000 jiwa, dapat dicapai dengan mobilitag altif selama 10
menit, gerta terletals di pusat distrik yvang bersifat publik,

2. Slala Sub-BWP

Fazilitag umum dan fazilitas =sosial zkala Sub-BEWP adalah fazilitas umum
dan zogial yvang memiliki skala pelayanan di antara 30000 jiwa dan
200,000 jtwea, dapat dicapal dengan mobilitag aldif gelama 20 menit, serta
terletals di puzat kawazan yvang berzifat publik,

d. Slkala KIFP

Fazilitaz urmmum dan fazilitas gogial skala KIPP adalah fazilitag umum dan
sozial vang mermilild zltala pelayanan lebih dari 200.000 jiwsa, dapat dicapai
dengan berjalan kalkd dan terintegrazi dengan transportazi  publik,
Keberadaannya terletak di area perkotaan dengan pencapaian baik dan
dapat menjadi lnndmork perkotaan,

Di zamping lkeempat lkategori di atag, fagilitag yvang didedikasilan khugus
gebagal penunjang kinerja IKN dalam KIFF adalah fazilitag gogial budaya seni,
fagilitas kesgamaan skala nagional, fazilitaz diplomatils, fazilitag pendidilzan
tinggl dan rizet, zerta fazilitaz penunjang kota cerdasz.

F.6 Noobilitas dan Konektivitas

Mobilitas transformatif dan terintegrasi yang berfolius pada kualitas hidup
dapat digunalkan gebagal pendorong ekonomi utama dan faktor pembeda
untuk [KN, melalui penyediaan tempat dan jaringan yang terhubung dengan
bailz, mudah dialkses, tangguh dan berorientasi pada masa depan, Sementara
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itu, prinsip dasar penyediaan transportasi dirancang untuk memenuhi semua
KPI vang berkaitan dengan prinsip yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.

Aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah dampak pada
lingkungan hidup dan sosial, integrasi tata guna lahan, strategi ekonomi, dan
pertimbangan kelayakan dalam pengembangan infrastruktur. Dengan
demikian, pertimbangan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konsep,
prinsip, dan pedoman transportasi yang bersifat helistik, terfokus, dan dapat
memberikan hasil yang sepadan dengan investasi yvang dikeluarkan (value for
money), serta dapat memfasilitasi dalam pencapaian tujuan pembangunan IKN
secara menyeluruh. Prinsip utama mengedepankan inovasi dan fleksibilitas
serta memperhatikan berbagai kemungkinan pada masa mendatang. Adapun
keenam strategi mobilitas adalah (1) kota yang terhubung, (2) kota yang
kompak dan mudah dikembangkan, (3) kota yang berkelanjutan dan mudah
diakses, (1) kota yang aktif dan ramah pejalan kald, (3) kota yang
efisien, aman, dan resilien, serta (6) kota vang siap menghadapi masa depan.

F.6.1 Kota yang Terhubung

Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi
dengan akses langsung di dalam IKN dan kawasan tiga kota serta akses ke
jalur nasional dan internasional. Prinsip utama strategi transportasi Kota yang
Terhubung meliputi:

a. konektivitas eksternal mengutamakan konektivitas ecksternal dengan
koneksi penumpang dan jaringan legistik yang cepat dan langsung dari/ke
wilayah IKN dengan kota-kota di sekitarnya serta kawasan nasional dan
internasional,

b. konektivitas internal mengutamakan koneksi transportasi massal yang
cepat dan langsung antara subpusat IKN untuk memastikan konektivitas
internal yang kuat dan pemanfaatan aglomerasi serta mengurangi
ketergantungan pada kendaraan pribadi; dan

¢. pintu gerbang memanfaatkan perluasan gerbang udara dan laut yang ada
dan koneksi yang sesuai dengan IKN serta memperkuat pengembangan
kawasan tiga kota.

Jaringan transportasi telah dikembangkan sesuai dengan strategi
pembangunan ekonomi jangka panjang untuk memastikan koneksi penting
antara pusat ekonomi dan infrastruktur transportasi utama, seperti bandara
dan pelabuhan.



03 2022, No.41

- 52 -

Koneldtivitas . . .

Konektivitas Kereta Api Regional

Penilaian pada tinglkat kongep mengensi potensi koridor kereta api dari
EBalikpapan ke IKN telah mempertimbanglan aspek-agpek penting, seperti di
bawah ini;

a. Pertimbangan lingkungan, sogial, dan rekayasa teloniz, Alinyermen koridor
pada tinglkat kongep telah dizempurnalean untuk menghindar atao
memitigaszi kendala lingkungan dan zogial,

b, Konelktivitag gzistem transit menghubungkan pelabuhan, bandara, Kota
Ealikpapan, KIFP, KIKN, dan KPIKN untul mengintegrazilcan pusat-pusat
leegiatan di tiga kota

¢, Selain koneltdivitas rel kereta api, kongep rel juga mencakup konelktivitasz
rel regional untul transportasi barang antara gerbang utama, seperti
pelabuhan dengan kawazan industri,

Keterhubungan Bus Regional

Konektivitazs kereta regional akan didukung oleh layanan bus regional dalam
wilayvah KPIKN dan zeldtarnva, Hal ini menjamin pilihan moda tranzportasi
umum dan memunglkinkan keterjanglcauan yang lebih luas ke pendudulk
setemnpat zerta vang terpencil. Mezlkipun rencana rute bus regional dianggap
cukup flekzibel untuk ditetaplkan zecars operazional zetelah KIKN beroperasi,
strategi telcniz ini mengusullkan pembangunan terminal bug antarkota/jaralk
jauh dalam ares KIKN., Terminal bug ini sakan menempati lokasi yang sama
dengan stasiun gerbang sebagai stasiun kereta api regional pertama dalam
batas KIKN gaat bepergian dengan tujuan KIPP dan akan dilkembanglkan
sebagai Aub atau ‘pusat’ mobilitag utama yang memungkinkan pertukaran
moda trangportasi antara jalur kereta api regional dan koridor transportaszi
umum KIKN primer dan zelounder di KIKN,

Konektivitas Jalan Regional

Infrastruktur jalan utama merupakan bagian dar strategi transportasi terpadu
vang baru untuk wilayah [KN dan Provingi Kalimantan Timur. Hal ini
bertujuan untuk mendulkung strategl jalan regional yang lebih luas untuk
kawazan tiga kota dan Provingl Kalimantan Timur, memperkuat konelksi
penumpang dan logistik di tinglat regional antara pusat-puszat kegiatan utama
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dan pintu gerbang (pelabuhan dan bandara), menjawab kebutuhan
transportasi umum berbasis jalan dengan mengakomodasi koneksi bus di
dalam kawasan tiga kota, dan menghubungkan IKN dengan pusat kegiatan
utama di sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan konsep
koridor kereta api, strategi jalan regional juga menyediakan koneksi
transportasi barang utama ke pusat kegiatan terkait dan infrastruktur
transportasi utama serta gerbang (bandara dan pelabuhan).

Pintu gerbang Utama (Bandara dan Pelabuhan)

Gerbang udara dan laut merupakan simpul penting bagi IKN dalam
menyalurkan sumber daya dan manusia untuk perjalanan nasional dan
internasional. Gerbang ini terletak di dekat perkotaan dan berperan penting
untuk mendorong konsolidasi dan pertumbuhan ekonomi IKN. IKN terhubung
dengan jalan atau rel strategis ke gerbang utama serta memastikan jaringan
transportasi yang terintegrasi antarpusat. Kapasitas pelabuhan yang ada
dinilai untuk memenuhi permintaan kota baru pada masa depan.

a. Bandara

Bandara yang akan berdampak besar karena perkembangan IKN adalah
Bandara Balikpapan, tetapi Bandara Samarinda juga berperan penting
dalam menunjang infrastruktur bandara untuk IKN. Evaluasi mengenai
strategi bandar udara harus mempertimbangkan pertumbuhan seluruh
wilayah Kalimantan Timur karena daya serap bandara harus menjangkau
seluruh provinsi. Proyeksi penduduk menunjukkan bahwa pertumbuhan
penduduk terjadi secara signifikan antara tahun 2025-2045. Selanjutnya,
untuk lebih menghubungkan jumlah penduduk dan perjalanan
penumpang tahunan, analisis studi banding telah dilakukan untuk
melihat total penduduk jika dibandingkan dengan penumpang per tahun
sebagai tolek ukur kota-kota di seluruh dunia.

b. Pelabuhan

Pelabuhan utama yvang terletak di sekitar area IKN akan berdampak besar
untuk memungkinkan strategi ekonomi IKN. Dalam wilayah KN, terdapat
dua pelabuhan penting untuk dipertimbangkan dalam strategi konektivitas
regional. Pelabuhan tersebut adalah:

1. Pelabuhan Semavang vang terletak di Teluk Balikpapan. Sebagai
pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional,
pelabuhan Semavang juga melayani rute penumpang jarak jauh; dan

2. Terminal Kariangau (KKT) berada lebih jauh ke pedalaman di Teluk
Balikpapan, berfungsi sebagai pelabuhan karge internasional.
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Semua . ..
Semua provek infrastrultur trangportasi yvang divsulkan askan memerlukan
studi kelayalkan yang terperineci untulk menyempurnalmn kesejajaran dan
spezifikasi, Studi-sztudi ini akan memitigazi dampak pada lingkungan dan
kondizi gozial mazyvarakat,

F.6.2 Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan

Tujuan utama dari rencana IKN adalah menciptalkkan kota maza depan yang
tidalk bergantung pada kendarsan pribadi dengan kongep pengembangan
kawazan berorientasi trangit atau froanst omenfed dewvelopment (TOD).
Tujuannya adalah agar komunitas dapat tinggal, belerja, dan bermain dengan
layal, =zebush komunitaz yang memungkinkan lebih banyal pejalan kakdi,
pezepeda, dan pengguna  trangit, gerta dapat mengurangl kebutuhan
perialanan harian dan kota yvang kompak, Dengan demildan, pringip utama
dari gtrategi mobilitag kota yang kompals dan mudah dikembanglemn melipati;

a. memastikan pengembangan terpadu dan terhubung vang mendeloatlan
magyvaralmt dengan kawazan bignis,

b, memugatikan pembangunan transportazi terpadu dan perencanasn tata
guna lahan melalui TOD yvang mengurangi kebutuhan untuk bepergian,

o, mempertimbangkan KN  zebagai zerangksian  area  pengembangan
(development call] terpizah yang harus tumbuh secara organile dari waldtu
lee walctu untuls menghindari pertumbuhan tak terkendali di geluruh area
sehingga TOD menjadi kerangloa utama, dan

d. menyedialmn layanan untuk menduliung konsep tinggal, belkerja, dan
bermain di tingkat area pengembangan gerta memastikan jaringan transit
vang berloualitag zejale awal guns mewujudlean mizi kota yang tidalk
bergantung pads kendarsan pribadi

Ruang lingloup untuk Strategi Kota yvang Kompak dan Mudah Dilkembanglan
meliputi;

a. modul vang kompak dan mudah dikembangkan szebagai “blok/area
pembangun® kota yang dapat dilalui dengan berjalan kali,

b, transportagi terpadu dan perencanasan tata guna lahan, khusuznya melalui
TOD; dan

o, pengurangan kebutuhan untul melalukan perjalanan jauh.

[KN. ..
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[KN direncanalkan terdiri atas lingkungan kompalk dan berdengitas /lepadatan
tinggl vang berfungsi gebagai blok pembangun kota, Adapun linglkungan ini
meneraplan konzep tata guna lahan campuran (mixed-use] untuk mendulkung
pengurangan kebutuhan almn perjalanan dan menyediakan zemua fungsi
vang diperlulktan untul memastilkan akeez 10 menit ke gemus fagzilitas dazar
dan umum gerta ruang hijau terbulka yvang dapat ditempuh dengan berjalan
kald, berzepeda, atau menggunakan kendaraan ofonom (menggalakdan gaya
hidup aktif dengan berjalan kald, berzepeds, dan berkendara dengan mobil
otonom (walk-cycle-ride)|.

Ferlu ditekanlan bahwa TOD tidak zemata-mata terbataz pada provel properti
vang berdekatan dengan zimpul trangit, Sejumlah pringip TOD tercantum di
bawah ini untulk menunjuklan bagaimana kongep TOD diintegrazilcan,

Gambar 3-8 Prinzp Pembangunan Berorientas Transit untulk TKN

FPrinsip Pembangunan Berorientasi T'nansil Contokh fiustrasi
Rencana Konsep

1. Mengembanglan lingkungan yang menggiatlan
hetjalan lald,

2, Mengutamakan jaringan maobilitas aktif;
d. Menciptalan jaringan jalan/ jalur yang padat:
4, Menemulan lola=zi pembangunan di delat ﬁ
transpartasi umum berlmalitas tinggi, -
3. Merencanalan penggunaan, pendapatan, dan .
demagrafi multi-fungsi;
. Mengoptimalltan kepadatan dan menyesuailtan
kapasitas transit, -~ fmring : @ 4
7. Menciptakan wilayah dengan perjalanan transit ® o1 *‘
singlat; dan . L‘

8. Meningkatkan mabilitas dengan mengatur
parkir dan penggunaan jalan.

Bumber: Kementerian PPN/B app enas, 2020

Tujuan utama dari kerangka pengembangan KN adalah mengurangi
kebutuhan perjalanan, mewujudkan vizi TOD zejalk awal, dan menciptalkan
komunitaz dinamiz vang memungkinkan peralanan dengan kendaraan
pribadi yang lebih gedikit, waktu tempuh yvang lebih pendelk, dan perjalanan
dengan moda berkelanjutan yang lebih banyak, Hal itu dapat memberilcan
manfaat bagi KN geperti;

a. memastilkan . . .
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a. memastiltan pengembangan yang lebih kompalk dan terhubung,

b, mengurangi kebutuhan infrastruktur dan dengan demikian dapat menekan
bizya modal,

mendulng kota tanpa emizi; dan

d. mendulung perubshan perilalk perjalanan,

Eongep lahan mixed-use dan strategi yang bertahap direncanakan untuk
meminimallkkan perjalanan antara lkawazgan dan penyediaan fasilitas wmum,
geperti zelcolah dan kewasgan komersial yang cukup untuk kebutuhan dalam
getiap kawazan, Rancangan penggunaan lahan dan strategl trangportaszi zaat
ini menunjuklean bahwa pergentage perjalanan internal yang sangat tingg,
vaitu lebih dari 80 perzen, dimungkinkan sgelama jam sgibule Hal itu berarti
getiap kawazan berfungei mandiri dan terkonelksi dengan baik ke bagian lain
KIEN zehingga memungkinkan kepadatan dan tinglat keterjanglauan yvang
tinggl vang ditujukan untulk mengurangt kebutuhan perjalanan, mengurang
beban infrastrulktur dan bisya bertransportazi, dan menghemat waldu zerta
dulkungan yvang lebih bailc untuls mobilitaz aldif dan anglkutan wmom,

Giagazan kota vang kompak dan mudah dikembangloan untul IKN merupakan
zebuah upaya yvang seiring dan zejalan gerta memungkinkan penahapan vang
flelmibel dan berkelanjutan untuk ibu kota,

a. Setelah zebuah simpul TOD sudah dihuni gecara penuh dan dilayani
secara efelctif oleh layanan trangit dan fazilitaz umum, barulah ares
pengembangan TOD yang berzebelahan alkan mulad difungzilean.

b, Dari perzspelktif mobilitag, hal ini memungkinlkan jaringan tranzportasi
untule ditambahloan atau diperpanjang zecara bertahap yang dizelaraskan
sepenuhnya dengan tata guna lahan sehingga menciptalkan jaringan
transportazi yvang dapat dikembangkan sezuai dengan jumlah pendudulk
dan pertumbuhan  ekonomi. Gagazan  terzebut juga menunjulkdoan
penyediaan  trangportaz  yang  bergifat mandiri di getiap  tahap
perkembangan, tidak hanva dari gegl kebutuhan mobilitaz, tetapl juga
seiglan dengan strategl penahapan untuk kongep value for money.

c. Konsentragzi lalu lintas yang ditimbullan berkat tata kota yang kompalk
alcan menghagillkkan kebutuhan transportasi yang cukup untulk penyvediaan
layanan  trangit  berfrelbuensi tinggi dengan  kongep berjalan  kald,
bersepeda, dan pemanfaatan transportasi umum berbanding penggunaan
kendaraan pribadi,

F.&63Kota. ..
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F.5.3 Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

Memprioritagkan transgportasi umum dan  mobilitag rendah emisi guna
menciptalkan tempat yang berkelanjutan dan menyedialsan sigtem transportasi
vang adil bagi masyaralat, Pringip utama dari lapizan strategi mobilitag Kota
vang Berlkelanjutan dan Mudah diakses meliputi;

.

penyediaan angkutan massal berlualitas tinggi zebagai tulang punggung
gemua layanan mobilitag,

penyvediaan hierarlki dan opei moda trangportazi umum gecara terintegrazi,
mmulai dari koridor gtrategis hingga konelksi jarals jauh, vang dapat dialkszes
secara merata oleh semua pendudulk,

target zebegar 80 perzen dari zemua perjalanan  dilakulan dengan
tranzportazi umum atau mobilitaz altif di geluruh kawazan KN, bahloan
hingga 90 perzen untulk zimpul-simpul kepadatan tertingg,

target bagi semua warga KN berada dalam radiug 10 menit dari
transportasi wrmurm;

penelkanan prinzip tanpa emizi untuk trangportasi umum dan kendaraan
pribadi,

penyediaan lebih banyvak rute langsung dan prioritag untule tranzportasi
umum dibandinglkan dengan kendaraan pribadi,

pusat-pusat atau  khub  mobilitas, yakni  titik-titik  integrasi  vang
ditempatlkan zecara strategiz guna mendulung inovazi mobilitaz pada
masa mendatang,

penetapan langkah-langlkah kebijalan atau peraturan penduliung seperti
petnberian  subegidi yang begar (atau tanpa pungutan biaya] untuk
pengguna transportazi umum,

penyediaan sistem  pembayaran  terpadu antara trangportasi umum
berbagziz jalan dan rel; dan

penyediaan keranglka kerja pemerintah terpadu untulk merencanaloan,
mengelola, dan memantau gistem transportasi kota,

Untuk mewujudkan kota vang berkelanjutan dan mudah disksesg, hierarki
tranzportasi umum yvang terintegrazi diugulkan untuk menunjuklen angkutan
magzeal berlcualitas tinggl dan dapat menjadi tulang punggung semua layanan
mobilitag, Hierarki trangportasi umum terdinl ataz berbagai jenis layanan vang
menangani kebutuhan mobilitaz tertentu, Hierarkd transgportazi umum akan

mendukung . . .
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mendukung rencana  terzebut dan membantu memaksimallkan pilihan
mobilitag  melalui berbagai moda dan  konektivitaz tanpa bataz  yang
mencakup:

a. koridor regional, waitu koneksi regional langsung dan ekspres vang
menyedialan konektivitaz ekeaternal dari/ke gtaziun pintu gerbang regional
TKN;

b, koridor primer, vaitu angkutan maszezal yvang menghubunglan modul KN
berkepadatan tinggi, puzat sktivitas terbegar, pintu gerbang, dan hub
tranezit utama, Koridor utama berpuszat di zeldtar Jalur [KN Utara-Selatan
dan Jalur IKN Timur-Barat, Teknologi harug didazarkan pada kebutuhan
dan tata guna lahan gezuai dengan penahapan pembangunan vang dapat
berupa kereta lota, anglutan cepat massal (MRT), hingga kereta ringan.
Adapun prioritaz akan diberiltan pada kendaraan otonom dan tanpa emizgi,

o, koridor gelkunder, wyaitu transportazi umum  berloualitas tinggl vang
menghubunglkan modul kepadatan  menengah ke jarngan  utamsa
Teknologli haruz didazarkan pada kebutuhan dan tata guna lahan pada
tahap masterpion vang terperinei, tetapi dapat berupa trem/trem listrik
dan bus ropid tromstt (BRT) hingga koridor bug berkualitaz. Adapun
lkendarasn beremizi rendah dan tanpa emisi akan diprioritazloan; dan

d. lkoridor tergier, yaitu mezkipun tidalk ditampillcan gecara detail untulk gzkala
ltota ini, koridor tergier akan membantu memenuhi kebutuhan tingloat
lokal dan intrakomunitas dan memungkinkan konelktivitas jarals tujuan
awal dan alkchir (firsi/last mule) ke jaringan primer dan sekunder. Koridor ini
termagule busg pengumpan, anglkutan kendaraan yang terhubung dan
otonom atau connected aufonomous wvehicle (CAV), layanan firsi/last mile
lainnya, dan jaringan pusat mobilitasz,

Untult mencapai target KPPl zebesar 80 persen untulk perjalanan yang
dilakulan dengan moda transportasi umum dan mobilitaz alctil KIKN [mode-
shorng), usulan rencana transportazi dan tata guna lahan terpadu telah
dianalizgis untulk menentulian prakiraan perjalanan dan pembagian moda pada
jam gibule tertentu. Analizgiz awal menunjukkan bahwa KPI dan gzzaran
kebijalkkan yang dicapai dalam setiap zona di KIKN menunjulkdcan bahwa
tinglat perjalanan dengan transportazi umum dan mobilitas alctif adalah
gebezar 80 perzen atau lebih. Hal itu menunjuklkan bahwa koridor primer dan
geltunder yang diugulkan berfungsi secara efektif dengan distribusi tata guna
lahan dan konzep kota ramah pejalan kald vang dijelaskan kemudian untuk
menjadi pilihan mobilitag vang lebih menarik daripada kendaraan pribadi
berbaziz jalan rayva.

Agar . ..



2022, No.41 _100-

- 59 -

Agar tranzportasi umum menaril animo magyaralkat, jaringan transportasi
urmum hamgz dapat dijangkau dengan mobilitag aktif, Jika dibandingloan
dengan jaringan tergier yang dibangun zangat luag untuk menjamin
konektivitag firsi/lasi mile, sigtem transportasi umum perlu menyedialkan
layanan  berfrelouensi  tinggi dan  berkapsagitas  bezar  yang  dapat
mengakomodaszi potengi lonjakan penumpang gelama jam zibule zeraya tetap
memelihara azpek kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan,

Jaringan bug diarghlkan untulk melayani penumpang darl jaringan jalan raya
gelunder ke puzat tranzportasi umum primer dan zebaliknya, Jaringan
terzebut juga menghubungkan koridor tersier masa depan sebagai penyedia
layanan jarak jauh  frsfflost male.  Jaringan  dikembanglkan  dengan
menggunakan pendekatan yvang membagi ares KIKN menjadi tiga bagian
untuk menciptaltan area layanan yang lebih terfolous dengan panjang rute
vang nyvaman untuk perjglanan bus perkotasn, Hub-hub mobilitas ini akan
memunglinkan KN untulk menyelenggarakan penyediasn  kebutuhan
mobilitas yang lebih terintegraszi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong
maga depan dengan menggabungkan inovagzi-inovasi utama. Komponennya
dapat terdiri atas:

a. transportagi umum, vaitu angluatan maseal, bus/shuitle nferchorge,
fazilitaz ruang tunggu yvang dizgempurnakan, informazi jadwsal zecars recd-
tirme, dan layar tranzit dinamis,

b, mobilitaz altif, yaitu fazilitas pejalan kald, kendaraan mobilitas pribadi
(FMD), fazilitaz parkir sepeda, fazilitas reparasi/penyimpanan sepeda,
penyewann sepeda, dan informasi rute yang dinamis,

¢c. parkir, yvaitu sentra parlir bersama, lokasi antarjemput khusus (plock-up
drop-off atau PUDO|, trotoar flekzibel, tumpangan bersama (ride sharmng)
gesual dengan kebutuhan, pemeakaian kendaraan pribadi bersama (cor
shoring], eiztem parkir cerdas, pengizian daya kendaraan liztrile, dan
kendaraan otonom terkoneksi (CAV]; dan

d. logistil, yaitu pusat pengiriman paltet gerta elmpedisi last-mile (e-frike,
drone, atan automatic vehicla (AV] jila berlalou).

Mezlipun anglkutan umum merupakan moda yang berkelanjutan dari sudut
pandang lkesehatan linglungan hidup, IKN juga mengadopsi iniziatif untulk
memastilan bahwa pervediaan transportazi memprioritagskan pringip rendah
emizi (nef zero amission|. Beberapa aszpelk lanci untuls mendulung tujuan net
Zere emission mencakup:

a. trangportas .
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a. transportaszi umum bertenaga liztrik atau bahan balkar berbaziz hidrogen.
Sistemn rel diharaplean dapat dioperagilkan gepenuhnyva dengan tenagsa
liztrile. Demikian pula armada bus akan menggunakan tenaga listrilc
Namun, dalam tahap zelanjutnya akan ditetaplian ketentuan mengenai
pelakeanaan armada bug bertenaga hidrogen,

b, sistem berkemampuan digital untulk memastiltan penggunasan sumber
daya yang dioptimallan dan efiziensi yang menuntut tindakan responsif
untuk meminimallkan konzumsi energl dan sumber daya,

o, prioritaz pada penggunaan material bangunan dengan konzumsai energi
dan jejak karbon yang rendah (loww embodied corbon) untulk konstrulesi
atau peralatan vang zedapat mungkin berazal dar sumber-sumber lokal
atau hagil daur ulang,

d. penggunasn bahan dan teknolog dengan dampals lingloungan yang positif
atan dengan tingkat kerugian minimum, contohnya berupa material
pengerazan jalan alternatif vang dapat mengurang efels wrbon head island
atau yvang dapat mengurang kongumai energl kendaraan; dan

e, pengelolaan sumber daya vang cermat, termasguk energi, material, dan
peralatan fleendaraan yang mengadopsi pendelatan siklua hidup (e cydde
dan mendorong ekonomi sirkular yang mempertimbanglan penurunan
produlsi limbah gecara optimal dan mendorong pemulihan nilai.

Dalam strategi kota yang berkelanjutan dan mudah diakses ini, penduduk
lolkkal yang sebagian besar tinggal di lokasi yang berdelkatan dengan kawagan
utama bagian zelatan dapat mengaleees KIKN dan KIFFP melalui perluasan
jaringan jalan primer dan zelkunder. Adapun  perlussan  jaringsan  ini
memunglinkan layanan bug zekunder dan tergier, geperti rute busg regular,
untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal dengan menghubungkannya ke
lokaszi utama atau pusat mobilitas di KIKN dan KIPP.

F.5.4 Kota yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki

Kota vang saktif dan ramah pejalan kald didezain untulk mengutamalkan
pejalan kalki daripada kendaraan. [KN dibangun untuk menyediakan kawasan
pejalan kalki sehinggga menjadikan 1KN zebagai tempat vang layalk untuk
tinggal, beleria, dan bermain. Pringip utama dar strateg kota yang alstif dan
ramah pejalan kalki mencalkup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini;

a. koridor . ..



2022, No.41 -102-

-71 -

a. koridor jalur hijau: menggabungkan jaringan koridor jalur hijau strategis
untule mobilitas alctif-lkonelesi/jalur untuk mohbilitas aktif yang melengloapi
dan memamerlkan azet alam [KN,

b, inigiatil wilayah bebaz kendaraan: memunglkinkan inovasi dengan jalan
dan area bebaz kendaraan di kota,

o, jaringan mobilitaz altivitag dengan  koneldivitaz tinggi: menyedialoan
jaringan mobilitag aktivitaz yang luaz, khususnya koneldtivitas first/lasi
mile, dengan lkualitag tertentu ke jaringan tfransit [dengan berjalan lald,
bergepeda, dan Personad Mobilily Device (PMD]) vang alan diintegrazilkan
dengan penuh dengan jaringan tranzportasi umum,

d. lingkungan vang dapat dilalui dengan berjalan lmki dan mengutamaloan
manugia memfagzilitagi tempat-tempat dinamiz dengan lingkungan vang
dapat dilalui dengan berjalan kaki dan pela terhadap iklim tropiz serta
merencanakan jalan yang mengutamakan manuzia gebagal bagian dari
lonzep movemernt and plooe,

g, iklim mikro yang mendulung: membantu menggerakloan mobilitas alctif
pada iklim tropiz, faktor iklim mikro alkan dimasuklan ke dalam
perencanaan dan desain KN,

f. desain inkluzif: guna mendulkung alkszez, gemua pringip IKN didezain
dengan baik gehingga dapat menghilangkan hambatan antara ruang fizilk
dan komunitas, Para lanjut usia, penyandang dizabilitas, dan mereka vang
memililki mazalah mobilitaz zering lkali membutuhlkan lebih  banyak
bantuan untuk mengatazi hambatan fizik di kota,

Fada tataran strategiz, jalur hijau [(jaringan hijau), koridor ekologi, jalur
pejalan kalki, dan jalur sepeda tidak hanya menawarkan peluang besar untulk
mobilitas  berbasis  relcreaszi, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan
trangportazi umum di berbagai titik yang secara signifikan meningkatloan
konektivitag antarmoda,

Adapun pada tataran yvang lebih mikro, jalan bebag kendaraan bermotor
merupalkan koridor akses mendazar sebagail penunjang kehidupan magyaraloat
vang dinamiz, Jalan bebaz kendaraan bermotor ini menawarlan linglkungan
amat berkecepatan rendah untuls pejalan kalki dan moda alktif, seperti gepeda
dan PMD, untulk berbagi ruang jalan dan gecars aktif berinteraksi dengan
fagad bangunan, Ruang-ruang ini jugs alkan terbuka untul layanan transit
terzier, geperti anglutan otonom (CAV] yang menyedialan koneksi lokal atau
trangit. Pada tinglat desain, falktor iklim mikro akan zepenuhnya dimazsukloan

F.e.5 Kota . ..
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ke dalam rencana IKN untuk membantu menstimulasi mobilitas aktif di iklim
tropis.

F.6.5 Kota yang Efisien, Aman, dan Resilien

Sistem koridor transportasi baru yang mewujudkan desain berbasis prinsip
yvang digabungkan dengan jalan akan membentuk eckosistem yang tidak
membebani lingkungan. Prinsip utama dari lapisan strategi mobilitas kota
yang efisien, aman, dan resilien meliputi beberapa hal berikut:

a. mewujudkan hierarki transportasi baru dan eckosistem jalan yang
mengutamakan manusia dan menyeimbangkan kembali prioritas terhadap
transportasi umum, tumpangan bersama, pesepeda, dan pejalan kaki;

b. menerapkan strategi pengangkutan inovatif yang memisahkan lalu lintas
kargo dan penumpang, melakukan lalu lintas kargo strategis di pinggiran
kota, memencarkan pusat-pusat konsolidasi, menggalakkan solusi ramah
lingkungan, dan mengadopsi solusi teknologi baru;

c. mendesain koridor jalan utama yang akan menjauhkan lalu lintas yang
sibuk dan strategis dari lingkungan hunian masyarakat, memprioritaskan
rute yang lebih cepat untuk transportasi umum, dan menawarkan banyak
pilihan dan titik masuk dan keluar kota demi membangun resiliensi;

d. mengadopsi intelligent transport systems (ITS) dari solusi teknologi baru
yang dapat berdampak positil pada masyarakat, lingkungan, dan ckonomi
IKN;

e. menyediakan lapisan kebijakan pendukung dengan opsi yang dapat
mencakup penetapan harga jalan secara elektronik, kontrol kepemilikan
kendaraan, dan pusat parkir bersama yvang berlokasi strategis (tidak ada
tempat parkir pribadi);

f. memasukkan pendekatan baru untuk persimpangan jalan yang
menycimbangkan  prioritas untuk kendaraan  bermotor —menuju
transportasi umum, tumpangan bersama, pesepeda, dan pejalan kaki;

g. menyediakan kebijakan pendukung dengan opsi yang dapat mencakup
penetapan harga jalan secara elektronik, kontrol kepemilikan kendaraan,
dan pusat parkir bersama yang berlokasi strategis (tidak ada tempat parkir
pribadi); serta

h. menyeimbangkan  prioritas untuk kendaraan bermotor menuju
transportasi umum, tumpangan bersama, pesepeda, dan pejalan kaki.
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Jaringan jalan [KM didagarkan pada pemizahan antara lalu lintag strategis dan
linglkungan masgyaralkat, pengutamaan rute transportasi umum yang lebih
cepat, dan penjaminan keterjanglauan di tingleat regional dan kota. Berilcut
ini adalah uraian jaringan jalan dalam lkkawazan perkotaan:

a. Jaringan jalan utama menghubungkan berbagal area pengembangan
untul melenglkapi arah koridor transportasi umum uBadd@UINERL . ini
dilakulman untulk  memastikan bahwa rute  transportasi umum
menyedialan koneksi yvang lebih langzung. Jalan utama juga akan dilalui
beberapa rute tranzportasi umum selunder,

b, Koridor jalan sgekunder tidak ditunjukksan karena fleksibilitagnya vang
lebih tinggi. Adapun hal ini akan dizgajikan dalam tata letale linglangan
binaan pada penahapan rencana yvang lebih terperined dan koridor jalan
dirancang zebagai ruang multimoda untuk gemusa jenis kendaraan,

Integrasi IKN dengan komunitas lokal juga menjadi pertimbangan penting
untuk memastilkan bahwa semua warga memiliki akses le KIKN dan KIFPP,
Jalan telah direncanalkan gesusi dengan kelayakan klazifikazi yvang dapat
mendukung strategi transportasi umum secara kegeluruhan di kawasan KIKN,
vaitu penduduls lolcal alkan dilayani oleh layanan bus sekunder dan tersier,

Fervediaan jalan untule KN mematuhi prinzip-pringip praktik bailk hierarli
jalan intemagional. Adapun hal ini dilakukan untuls memastilcan keselarazan
dengan penggunaan fungzional jalan, keterjangkauan yang memadai,
pervelarazan dengan kongep daersh calupan yvang dapat dilalui dengan
berjalan kald, zerta jarals persimpangan vang tepat dari perspeltifl efiziensi
dan kezelamatan lalu lintag, Rencana yang terperinei dan degain jaringan
trangportazi yvang dilakukan pada tahap berikutnys akan mencerminlsmn
pedoman jaral jalan khuozus untulk KPIKRN,

Koridor kota zekunder dengan jalur bus khusuz untuk sebagian jaringan
tranzportasi umum zekunder dan layanan pengumpan tergier, Koridor ini
mengakomodasi perjalanan perkotaan di dalam KFKHN dan menghubungkan
ke jalan aksgesz lokal, Jalur lalu lintas digunakan oleh zemua kendaraan
termasulke talei, ballk konvensional maupun digitel (e-hadd], dan kendarzan
kecil lainnya yang menuju ke area ritel dan lkomersial. Jalur sepeda khusus
dan jalur kendaraan mobilitas alktif tersedia dengan jelas pada kedusa zigi jalan
demi menciptalan sirkulazi dan ruang publik yang aman bagl pejalan kald.
Kendati serupa dengan koridor perlotaan primer, koridor gelounder memilikd
ruang khusus yang lebih luas untul menyediakan layanan anglutan transit
berlualitas tinggi sebagai bagian dari jaringan trangportazi umum zelounder,
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Koridor ini mengakomodazi lalu  lintas  perkotaan yang memfazilitasi
perjalanan antar-area pengembangan,

. . . . Kemudian . . .
Kemudian koridor kota wyang strategiz mengaloomodazi kendaraan berat

(terutama barang] dan hanya diperuntukkan pegalanan regional. Jalan
terzebut almn digunskan oleh busg trangportasi umum daerah tanpa jalur
tranzit khuzus, Karena mobilitaz aktif lebih difolouskan di wilavah perlcotaan,
mobilitag  altif tidak diprioritagkan dalam jeniz jalan ind, tetapd koridor
mobilitag altif /taman hijau terpizah,

Dengan menggabungkan aplikasi cerdas dan pemilihan teknologi digital yang
tepat di berbagai moda transportasi, solusl transportasi cerdas (ITS] dapat
mendorong efigiensi untul memastilkkan siztem trangportazsi IKN yang aman,
andal, dan berkelanjutan. Beberapa strategi ITS yang akan dizedialsmn dalam
IKN, antara lain, informaszi perjalanan dan lalu lintas multimoda real-iinme,
tindalkan manajemen ingiden, dan gigtern manajemen parkir. Langkah-langkah
ITS akan diperlulean untulk meningkatlkan sigtem tranzportasi wmum, geperti
tileet pintar yang terintegrasi, tindalan prioritag, data analisiz recidime, dan
manajemen yang akan dibutuhlkan, Strategi logistils kota akan memanfaatlzan
gigtern mangjemen Jonding bay dan  zigtern  operasi  armada untuk
memaksimallan efiziensgi. Ada banyal elemen ITE yang dapat dimanfaatloan
[KN dalam rencana maza depannya, dua bidang utama dijelazlan lebih lanjut
di bawah ini:
a. Sigtem dan operasi: ITS membantu IKN dalam mencapai tujuan untuk
meninglkatkan keselamatan, mengoptimalkan infrastrulctur atau ruang
jalan yang tersedim, meningkatlcan pilihan transportasi, memberiltan

perbailkan lingkungan, dan mengelola perigtiwa vang direncanalkan dan
tidak direncanalwan,

k. Penetapan Harga Mobilitag: siztem ITS dapat mendukung penerapan harga
mohbilitag dan inisiatif utama lainmya untuk KN jika diperlulkan pada masa
mendatang.

IKN perlu mempertimbangkan aspek resiliensi dalam degain  siztem
infrastrulctur perkotaan, terutama dalam aspek trangportasi sehingga kota dan
penduduknya mampu mengelola gangguan linglkungan, bencana alam,
guncangan =zogial dan elonomi, gerta tekanan pada masga depan yang
komplelks dan terus berubah. Strategi mobilitag IKN mencalup zigtem
mobilitag yang tangguh vang dapat memberikan layanan multimoda yang
beroperasi dengan lancar [semmiless], =iap dengan sistem redundansi
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(redundancy|, andal, efizien, fleksibel, dan tanggap terhadap guncangan dan
teltanan tergebut. Sehubungan dengan sifat regiliensi yang terintegraszi, KN
harug dipahami sebagai giztem holistik vang menghubungloan  strategi
trangportazi dengan aszpelk lain, szeperti strategi ekonomi, air, energ,
infragtrulctur limbah dan jaringan yang terkait, gerta akan zaling bergantung
dengan gigtem lainnya dan dengan demildan menjadi zuatu landasan bagi
perlunye siztern yvang tangguh,

Strategi parkir yang menyeluruh untuk IKN diusulkan untuk mendulkung
campuran moda kota, yaitu 80 persen angkutan uwmum dan mobilitas alktif
dan hanya 20 perzen perjalanan dengan kendaraan pribadi. Oleh lkarena itu,
pertimbangan utama dari strateg terzebut mencalop:

a. semua fasilitas parkir akan digunakan bersama melalui konsep shored
poriang vang dizedialcan dalam kb mobilitasz,

b, jumlah ruang parkir di delkat kawazan berkepadatan tinggi alkan jauh lebih
gedilkit dibandingkan vang berkepadatan sedang dan rendah;

o, atrategi digital dan TIK yang memungkinkan pengelolaan kebutuhan parkir
glean diteraplkan untuk memastilcan kenvameanan dan efisienszi penvediaan
parkir,

d. ruang parkir akan dirancang untuk kemampuan beradaptaszi sehingga
ruang parkir dapat digunakan kembali untulk keperluan lain seiring
dengan berkurangnya perjalanan  mobil pribadi  sejalan  dengan
peningkatan  pengguna  angkutan  umum, berbagi  tumpangan, dan
peningkatan kerja jarak jauh.

Fada tataran strategiz, IKN dapat membantu penerapan strategl logiztik atau
penganglutan yang inovatif. Strategi tersebut berupaya untuk mewujudkan
hal-hal berilout;

a. memizahlan lalu lintag barang dengan penumpang demi kegelamatan di
jalan rayva dan manfaat efiziensi,

b, memusatlcan lalu lintag barang strategiz di pinggiran kota dalam koridor
trangportazi yang melayvani gerbang eksternal utama. Cara ini dapat
membebaglkan daerah pusgat dan yvang berkepadatan tinggi dari kendaraan
anglkutan berat gerta meninglkatlkan pemanfasatan rute, waldu operagional,
dan protolkol keamanan,

c. menempatlkan pusat-pusat konsolidasi tingleat malkre di jalur-jalur
pengangkutan strategis;

d. menerapkan . . .
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d. menerapkan sistem = hub-and-spoke untuk mendukung operasi
terkonsolidasi pada tingkat pengembangan; dan

e. menggalakkan solusi logistik yang ramah lingkungan dan mengadopsi
teknologi baru yang mendukung inovasi pengiriman jarak jauh seperti
sepeda motor listrik, drone, dan AV.

Koridor angkutan strategis merupakan bagian dari strategi pengangkutan/
logistik berlapis untuk IKN. Konsep strategi pengiriman barang/logistik
bertujuan untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan berdampak
minim terhadap lalu lintas kota dan meningkatkan keselamatan dari aspek
transportasi. Strategi tersebut terdiri atas hierarki yvang telah ditentukan
rentangnya mulai dari tingkat regicnal hingga sampai ke tujuan akhir.

Tingkat regional sebagai tataran tertinggi meliputi bandara kargo, pelabuhan
kargo, rel barang, dan angkutan truk besar. Selanjutnya, muatan logistik
tersebut akan dikelola ke dalam pusat konsolidasi primer untuk
didistribusikan ke moda transportasi yang lebih kecil dan lebih ramah
lingkungan dan kemudian dikirimkan ke tingkat kota KIKN. Langkah
selanjutnya adalah melakukan konsolidasi dalam skala yang lebih kecil, yaitu
pusat konsolidasi komunitas, yang bangunannya diintegrasikan di kawasan
perkotaan. Terakhir, barang pada tahap final akan didistribusikan ke tujuan
akhir dengan menggunakan transportasi first/last mile. Pertimbangan utama
lainnya untuk pusat konsolidasi mencakup hal berikut:

a. Lokasi: lokasi pusat konsolidasi harus terhubung dengan jaringan jalan
raya dan terintegrasi dengan kebutuhan baik untuk distribusi maupun
layanan pengiriman sesuai dengan persyaratan operasional kota atau
operasi rantai pasokan industri IKN.

b. Ukuran: skala pusat konsolidasi ditentukan oleh volume dan penyebaran
lalu lintas yang diproses setiap harinya. Pusat konsolidasi umumnya akan
mencakup area yvang digunakan untuk pemindaian keamanan,
penyimpanan di luar lokasi, fasilitas barang vang didinginkan dan
dibekukan, tempat bongkar muat, fasilitas untuk pengemudi dan
pengangkut barang, dan aktivitas lainnya.
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o, Jeniz Kendaraan: pengiriman yang dilalukan oleh kendaraan kecil lalu
diganti dengan kendaraan yang lebih bezar dan gebalikrya, Jeniz armada
lchagz yvang digunalan dalam model hierarki ialah hub-and-spoke

Keberhazilan . . .

Keberhagzilan strategi penganglutan barang/logistik zangat terkait dengan
kebutuhan logiztik bizniz dan indugtri, Sebagai kota yvang mazih hijau, KN
menawarlkan kegempatan untule gecara holigtik mengembanglan peralatan
gtandar dan perangksat pendukung, prozedur opermzional standar, prozes
pergeralkan, dan kongolidazi dalzm hubungan dan integrasinya dengan
pelbagai industri vang dibangun dan dikembangkan di dalam TKN,

F.5.6 Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Strategi ini mendorong inovagi dan prioritag untulk menghadapi maza depan,
gerta membantu mengelola pringip;

a. tempat masza depan, yaitu tempat untuk mewujudlan konsep tinggal,
belkerja, dan bermain yang nyata melalui penggunaan lahan terintegrasi,
mobilitag dan pembangunan tempat dengan ruang vang dapat dizeguailcan,
pembangunan yang kompalk dan terhubung, dan pemberian inzentif pada
moda mobilitas aldif;

b. perialanan magza depan, vaitu perjalanan yang merangkul inovasi untuk
meningkatlcan perjalanan melalui mobilify as a servce (Maa3], pencarian
rute dinamis dan mode mobilitas masa depan, termaszuk kendaraan listrilc
atau electric vehicle (EV], gerta kendarsan yang terhubung dan otonom
(CAV) untuls trangportasi umum,

o, data maza depan, yaitu data yang memungkinlan investazi yang lebih
tepat =agaran, berdampsal nyvata, dan  efizsien dalam layanan  dan
infrastrulktur tranzportazi dengan memanfaatkan big dofo untuk lebih
memahami perilalu dan pergeralkan pengguna ke, dari, dan seldtar KN,

d. jalan maza depan, yaitu jalan yang memprioritazkan moda dan pola
mobilitag di zeluruh KN agar mengutamakan trangportazi umum dan
mmobilitag alktif zerta membuat jalan yang lebih flekgibel dan mudah
beradaptazi pada ziang hari,

e, parkir maga depan, yaitu parkir yang mengelola kebutuhan perparkiran
(mangjemen supply oand demand|, sentra  parkir bergsama, dan
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memungkinkan struktur parlir yang dapat digsesuailkan untuls digunalkan
lernbali gebagai bulcti penerapan CAV di mazga depan, dan

f. logistilkk masa depan, yaitu logistik yang mengadopsai pengiriman pintar dan
logiztile vang terkonzolidazi, terpizah, dan efizien,

F.7 Infraztrulctur ..

F.7 Iafrastrukitur Energi

Rencana Induk IKN mengusulkan 100 perzen kebutuhan listrik tahunan KN
dipazok oleh pembanglit listrile terbarulkan, antara lain, pembangldt listrik
tenaga (PLT] surya atau scior firm dan PLT zurya atap (panel surya atap).
Untul memenuhi kebutuhan gekaligus mengatasi pazoloan listrilke tenaga surva
vang tidale stabil, IKN akan terhubung dengan zistemn ketenagalistrikan
Kalimantan, Selama periode iradiszi rendah, KN akan mengambil pazsolan
vatlg dibutuhlkan dari giztem ketenagaliztrikan Kalimantan, Selama periode
puncalk, energi surya yang berlebih alkan dizimpan dan dielkspor ke zizgtem
ketenagaliztrikan  Kalimantan, Soluzi  penyvimpanan  energi  vang  dapat
dipertimbangkan di antaranya baterai dan hidrogen.

Sigtem trangportasi  kota KN menggunaksn  perpaduan  penggunasn
kendaraan, vaitu berbagiz liztrik dan hidrogen, Berdagarlkan hagil perhitungan
kebutuhan listrik untuls penggunaan kendaraan listrile dan hidrogen, proveksi
kebutuhan ligtrile gelkitar 900 MWh/hari gelaras dengan vigi nei zero emission
[KN. Total kebutuhan terzebut geluruhnyva dapat dipazol oleh gistern karena
hazil perhitungan tersebut lebih kecil 4 persen dari total proyeksi konsumeai
ligtrik untule KFIKN,

Sigtemn ketenagalistrikan KN terdiri ataz berbagsi sumber listrik, zeperti
pembangldt solar frm, panel gurya atap, panel surya penerangan jalan, dan
panel surya terapung  Oleh  gebab  itu, kemampuan jaringan  untuk
mendiztribusiltan  pazgokan ligtrik dari  pembanglit  tergebar  diperluloan
integrasi dalam pemenuhan kebutuhan listrik pada szetiap waktu., KN
direncanslkan mengaplikazilkan smoyt grid, yaitu  gizgtem  jaringan  vang
memunglinlkan aliran listrils dan data dua arah dengan teknologi komunilcaszi
digital untul mendetelcsi, bereaksi, dan gecara proaktifl beradaptasi dengan
perubahan penggunaan dan berbagai mazalah meliputi:

a. transmisi listrik yang lebih efigien,
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b. respons lebih cepat untulk mengubah pazsokan dan permintazn listrils,
o, pemulihan lizgtrik yang lebih cepat zetelah gangguan lztril,
d. pengurangan biaya operazional dan mansajemen untuk utilitas,

&, manajemen beban yang lebih efizgien;

f. peninglcatan . . .

f. peningkatan integrazi giztem energi terbarukan berzlkala begar dan
terdizgtribuzi; dan

g, integragi vang lebih baik dar zistem pembanglit listrik pemilik-pelanggan
(mizalnya panel atap di KN,

Untul jaringan transmizi dan digtribuei, direncanalan semua kabel berada di
bawsah tanah dalam jaringan utilitag terpadu. Meskipun ada bigya yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan jaringan di atas tanah (ocwerhead], jaringan
trangmizi dan digtribusi di bawah tansh memilild zejumlah manfast tambahan
vatlg meliputi;

a. pelindungan dari cuaca buruk, zeperti hujan lebat, angin kencang, dan
sambaran petir,

b. pelindungan dan sabotaze, dan

o, peminimalan dampals vizual untuk estetilka perkotaan yvang lebih bails,

Dengan diterapkantya smeort grtd, terdapat banyvals peranglkat iniermed of
thirugs, syt meters, sensors, dan relays vang terhubung ke jaringan listrik,
Secars inheren, kongep ini beriziko akan banyalk titilk maszuk untul gerangan
giber. Oleh karena itu, diperlukan tindalan yvang tepat untuk melindung alur
informagi dan zinyval kontrol vang luas dalam jaringan. Program keamanan
giber yang bailt harus dirancang sejak awal sebagai bagian integral dari zistem
keamanan, Program tergebut mencaliup pencegahan dan pertahanan dari
gerangan, identifileazi, autentikasi dan  kontrol akses, serta protolol
komunikasi dan jaringan. Semua komponen yvang ada di dalam jaringan harus
dimasulklkan dalam program ini, termasuls pengguna akhir, Standar keamanan
giber yvang jelas juga diperlultan untuls gemua perangloat yvang akan terhubung
ke jaringan listrils, termaguls perangkat lkkonsumen mencakup smort meter dan
giztern photovoliaic (FV) berbasziz rumah.
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[KN direncanalkan menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai
sumber dari gasz kota agar zejalan dengan vizi IKN dengan ned sero enussion.
Mezlkipun gaz alam dianggap sebagai sumber energi berzih, gaz alam tidak
dapat diperbarui. Cleh karena itu, direncanakan IKN agar memproduksi dan
mengekspor energl gurya yvang setara dengan jumlah energl yvang digunaloan
dari gag alam untulk mencapai KFI 100 pergen energi terbaruloan,

Untulk, ..
Untule memfazilitazi penahapan peningkatan pasokan hidrogen, KIKN akan

dibagi menjadi tiga klaster, Setiap klagter altan memilild proporgi hidrogen dan
gaz alam vang berbeda dalam campurannyva Klaster pertama dan kedua
terdiri ataz sel-gel pengembangan yvang akan dikembangkan hingga tahun
2038 dan alan disuplai oleh 20 persen hidrogen dan setidaknya 80 perzen gas
alam. Zel-zel ini dibagl menjadi dua klaster guna memfazilitazi transizi pada
maga mendatang menuju campuran gas dengan persentase yang lebih tinggi.
Klaster ketiga terdiri atas sel-zel pengembangan yang akan dikembanglan
gelkitar tahun 2038 hingga tahun 2045 dan akan disuplai oleh minimal &0
perzen gaz hidrogen. Wilayah di luar KIKN yvang magih termasuls kawasan
KFIKHN seperti kawasan militer, kawazan industri, dan beberapa pemukiman
vang lebih padat akan dilayani oleh jaringan gas kota mandiri. Proporsi
pazokan untulk wilayah ini adalah 20 pergen hidrogen dan 80 pergen gas alam.,

Untuls kepentingan jangka panjang atau getelah tahun 2045, rancangan
jaringan gas kota perlu memilild fleleibilitag untuls diubah menjadi jaringan
gag kota berbagziz 100 perzen hidrogen yang terintegrazi di dalam satu zizgtemn.
Fenggunaan sigtemn  pemizahan  klaster zejal awal akan membantu
memfazilitagi trangizi inl pads masza depan. 3ifat fleksibel dari jaringan
digtribuzi gas kota ini ditunjang dengan kemampuannya dalam menampung
gaz alam (NG|] dan gas hidrogen. Flekzibilitaz ini dapat dicapai dengan
memastilkan balwa bahan pipa yvang digunakan zegual untuk menyalurkan
gaz alam (NG dan gasg hidrogen (pipa polistilena). Selain itu, peralatan
pengurang telkanan harug dirancang agar mampu menahan laju aliran yvang
berbeda dari gas alam (NG) ataupun gas hidrogen (melalui gigtemn kontrol].

F.8 Iafrastrukitur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Fugat data alkan dizusun guna melayani sigtem data dan teknologi informazi

(TI] pemerintah, yakni pusat data pemerintah pusat dan pusat data tepi. Fusat
dats ini direncanalkan berada di areg KIPP dan akan dibangun pads Tahap 2.
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Fenyediaan Teknologi, Informaszi dan Komunikazi ([TIK] bertujuan untuk
memenuhi pringip “Kenyamanan dan Efiziensgi melalui Teknolog® dalam
mendulkung target KFI terkait: (i] ketersediaan 100 perzen koneltivitas digital
dan TIK bagi seluruh warga dan bisniz melalui penyediaan infrasztrulctur
konelktivitas TIK, (ii] peringkat very high dalam e-government development index
(EGDI] oleh FEE,; dan (iii] lebih dari 75 persen kepuasan bizniz dengan
perangleat  layanan  digital melalui penyediasn  infrastrulktur dazgar bagl
koneltivitag TIK guna memungkinlkan diterapkannya inizgiatif kota cerdas
dengan infragtrulctur TIK gebagai berilout

a. Jaringan 5G atau jaringan generasi terbaru adalah jaringam peseanear sel
mealro dan milkro dengan kemampuan komputasi edge yvang diperluloan
untule fungeionalitaz vang memilild standar teltnologl generasi kelima atau
generasi terbaru pada sebuah jaringan seluler,

b, Fiber Broadband adalah koneksi broadboand vang menggunakan kabel zerat
optik untuk mengirimlkan data dengan kecepatan tinggl menuju kawasan
perumahan dan biznis,

o, Fiber Backhowd adalah jaringan penyangga yvang terhubung pads internet
global, Pugat data dan jaringan adalah faszilitaz untolk mendulkung
lkonelktivitas vang memugatkan kegiatan operazional dan peralatan IT mililk
pemmerintah dengan  tujuan untuk  penvimpanan, pemrogegan, gerta
penyebaran data dan aplikaszi,

Jaringan 5G atau jaringan generagi terbaruy memunglkdnkan pembagian
(slicing], vakni telnilk pembagian satu infrastruldtur jaringan figik menjadi
beberapa jaringan virtual dengan peningkatan signifilkkan pada lebar pita
(bordhwidil] dan  latensi. Setiap jaringan virtual yang dihssillan  dari
pembagian jaringan tersebut akan memunculkan jaringan terpigah yang utuh
dan dioptimallan untule digunakan bagi lkeperluan bisniz tertentu zerta
berbagai layanan dan aplikasi yvang terbagi dalam tiga kategori umum, yaitu
sebagai berilout:

a. Broadband zeluler (mobile broadbond] yvang ditingkatlkan, yaitu aplikasi
vang menghadirkan bandwsdih dan fhroughpud vang tinggl dad jaringan
dengan kecepatan data tinggi (AWgh doafa rafe) untule suara, video, dan
crdgrmernted renliy,

b. Komunikazi ultra-andal (ulim-refinble] dan dengan latensi rendah, yaitu
ranghkaian fitur yang dirancang untulk menduloung aplikaszi penting, seperti
manajemen lalu lintag cerdas, jaringan cerdas, serta giztem transportasi
cerdag, dan
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o, Komunikaszi mesgin yang masif, yaitu aplikasi yang menyedialkan konelsi ke
sgejumlah begar peranglkat secars intermiten zehinggs mewadahi ssjumlah
lcecil trafils geperti limbah cerdas dan lampu jalan cerdas,

Rencana Indulk mengusullkkan agar [KN membangun infrastrulktur fizik yvang
diperlukan untuk mendulkung jangkauan 5G atau jaringan generasi terbary
untuk wilsyah KIKN gecara progresif gebelum mencapsai janglmuan penuh
untuk wilgyah berpendudulc pada Tahap 5. Sistem 5G atau jaringan generasi
terbaru akan dikembangkan gecara bertahap vang gejalan dengan Tahap
Ekonomi dan Tata Ruang.

G, PRINSIPF DASAR PEMINDAHAN SERTA PENYELENGG AT
PEMERIN TAH AN ﬁwr‘@}ﬁ s

Inti dari pemindahan KN ke Kalimantan adalah pemindahan  pugat
pemerintahan vang terdiri atas ekaekutif, legizlatif, dan yvudikatif. Sehubungan
dengan itu, pemindahan IKN tidak terlepaz dar pemindahan aparatur zipil
negara sebagal pegawal yang belenja di instansi pemerintah  pusat,
Pemindahan [KN alkan menjadi momentum reformaszi birokrazi melalui upaya
perbaikkan tata kelola pemerintahan pada tinglkat puszat yvang efeletif dan efisien
melalui berbagai rencana sebagaimana tertuang pada uraian di bawah ini.

G.1 Pemindahan IKN dan Momentum Penerapan Smart Governdance di
IKN

Femindahan aparatur gipil negara ke IKN merupalkan momentum penerapan
tata kelola pemerintahan yvang efelctif dan efizien, yang berangloat dari
prakondizgi bahwsa KN dibangun dengan wigi gebagai ‘Kota Dunia untuk
Semua’ Selain itu, kenyataan menunjuklan bahwa perkembangan teknologi
informazi dan komunileazi, gelombang penetragi internet zecars mazif, zerta
munculnya pandemi COVID-19 telah mengubah wajah dan cara kera
pemerintahan  menjadi  berbagiz  flelkzibilitas  zerta konelgtivitaz  digital,
Reformaszi Kelembagasn dan Birokragzi juga menjadi zalah gatu komponen dar
galah gatu Pilar Pembangunan Indonezia pada Vizl Indonezia 2045 yaitu
“Pemantapan Ketahanan Nagional dan Tata Kelola Kepemerintahan®, Sasaran
pembangunan Bidang Aparatur ialah ferungudnya iofo kepermerniohon yong
bk, bersih, don beruibonrn yorg berdosorkon Rulion serio Birokrost yong
profasionol don nefrad, Dalam kerangks reformaszi birokrasi dan tata lkelola,
dilalkzanalkan berbagal strategi sebagai berilout;
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a. Penguatan implementasi manajemen aparatur gipil negara dilakulan
melalui penerapan mangjemen talenta nagional aparatur zipill negara,
peningkatan  gistern  merit  aparatur  2ipil negara, penyederhansan
ezelonizasi, gerta penataan jabatan fungzional.

b. Penataan kelembagasn dan proges bizniz dilakukan melalui penataan
lkelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem pemerintahan
berbaziz elektronik terintegrasi,

¢, Reformaszi gistem akuntabilitaz kinerja dilakulkan melalui perluazan
implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi
dan akuntabilitas kinerja organizasi, zerta reformaszi sgigtem perencanaan
dan penganggaran; dan

d. Transformasi pelayanan publik dilakukan melalui dp@eamsfenmasiblik
berbaziz elektronilt (e-service|, penguatan pengawasan masyarakat atas
ldinerja pelayanan publik, penguatan ekogistemn inovasi, dan penguatan
pelayanan terpadu,

Dalam perlkembangannya gaat ini, paradigma pemerintahan vang diteraplan
di KM mengarah pada konzep pemerintahan pintar yvang efeletif dan efizien
gebagai =zalah gatu pilihan karens karslkterizgtiknye zelama ind zebagai int
petvelenggaraan kota cerdas dengan memanfaatlkan peluang penerapan
reformaszi birokrazi yvang didukung oleh nilai-nilal partizipazi, transparans,
dan efigiensgi, baik dalam pengambilan kebijakan, penvelenggaraan pelayanan
publile, maupun penyelenggaraan pemerintahan gecaras umum. Secara
gpegifile, tiga elemen terpenting wyang wajib dipenuhi dalam penerapan
pemerintaban pintar meliputi (i) organizasi pemerintahan yang berlaitan
dengan komitmen, regpongivitag, dan mansjemen operagional, (ii] partizipasi
publik yang berlmitan dengan bagaimana dan gejauh mana bentuls partisipasi
vang biga dilakukan masyaralkat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
(iii] penggunaan telonologi yang berkaitan dengan bagrimana dan seperti apa
bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong tata kelola partisipatif
dan kolaboratif dengan empat upaya yang akan dilakukan seperti tampalk
pada Gambar 3-9 berikut:

Garnbar 3-F Herangka Penerapan Smort Governonce
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@ﬁmpﬂﬁkﬁmm | Pengluun Koordinasi |
Penyederhanaan proses bisnis Pengembangan jejaring kelembagaan

dan urusan pemerintahan

@mﬁnum Digital | qpmm Manajemen ASN

Ekosistem digital sebagai Penataan manajemen ASN di K/L,
strategi transformasi multisektor mengacu pada penguatan kompetensi
pemerintahan masa depan

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2021

G.2 Agesmen . . .

G.2 Asesmen Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Aparatur Sipil
Negara ke IKN

Pemindahan K/L yang dapat mendukung peran IKN sebagai pusat
pemerintahan mempertimbangkan tata urutan kelembagaan pemerintahan
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonegia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada
tingkat pusat yang terbagi dalam lima klaster. Terdapat beberapa lembaga
vang direncanakan untuk tidak dipindahkan karena mempertimbangkan
peran, tugas, dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika
tidak dipindahkan ke IKN.

Adapun rincian asesmen gkenario pemindahan K/L dapat dilihat sebagai
berikut:

Gamb ar 3-10 Asesmen Skenario Kementerian/ Lemb aga

www.peraturan.go.id
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KLASTER 1 KLASTER 2 KLASTER 3

Prosiion den Wakh Frosiden 1. Kementerian yang mendukung Kementerian
L Lambaga Ting Negara (MPF, DPR, DP0) MA, pengembangan wiayan Ik s trmring leomarsrion BIOR
- M KXY, BPK) — (Kemeantiub, KLHK, KemenBUMN) (Kermendag, K oerin, K kop-UKM
Kemenko Foinukam, Kermenko PMK, Kemenk e =7 m“""‘“‘"‘f;""“s"’“‘“"
oy peryelenggaraan pelayanan dasar, Kemenrimes/BKPAM)
m.‘hhﬁ—n&am ""‘"""I‘t,“"'!"‘"""""“
¥ »ecarn
bersamaan (Pasal § ayat (3) UUD NRS 1945) POTY, KeenenPPPA, Kemenpocx)
5. KA yang mendukung ket ja Presiden-
{Kemensetneg, Setab, KSP. Wanampees) KLASTER 5 KLASTER 4
£ IR yiong enshimg pessns pvs, Lembaga Non Struktural (LNS) Lembiaga Pemerintah Non Kementerian
prouragendon s pembgims 15032 ey o o s .
wPKP) BNPR OB 00R DPOD BPS, BEN, LAN, BKKEN BNN, BNPR SNPT,
7. yang Basarmas. BIG, Bakamia, Lemhannan, Wantannas,
Infrastruktur dasas di IKN (Xamenkominf. LKPF, BRIN, BPOM
KemanPUPR. Kemend TREPN) < - é
8. Alst Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang Kelembagaan yang tidak dipindahkan ANRL BSN, 8MKG. Bap Perp: R, KPPY,

hakum (Mabes TNL HAM Komnas Perempuan, KPAL LPSK, SKK MIGAS, BP Batam, BKPRN, BP2ML Baanas, Badan

m-um’um-mmm Perindungan Konsumen Nasional Koowte Profesi Aluntan Publik, Badan Pertimbangan Kesehatan

Paspempres, BIN, BSSN, Kejagung. Nagional, Badan Pergawas Rumah Sakit, Lembaga Sensor Fim, Akadeny limu Pengetatvuan indonesia,

Kemenkumham KPX) Konsd Kedokteran Indonesia, Koosll Teraga Kesehatan Indanesia, Konsé Keperawatan indonesia,
Dewan Surmber Days Air Nasional

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

G.3 Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Aparatus §ipil Negara

dan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke IKN

Secara umum, pemindahan K/L dan aparatur sipil negara ke IKN mengikuti
algoritta yang terdiri atas tiga bagian, yakni (i) tetapkan skenario unit
organisasi yang disusun oleh K/L yang dipindahkan ke IKN; (ii} tetapkan
skenario aparatur sipil negara vang disusun oleh K/L vang akan dipindahkan
ke IKN; dan (iii) tetapkan skenario keluarga, vang disusun oleh tiap aparatur
sipil negara yang akan dipindahkan ke IKN dengan ilustrasi pada Gambar 3-

11:

Gambar 3-11 Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan
Kementerian/Lembaga dan ASH ke IKN

1. Tetapkan
skenano Unit
Organisasi oleh
KL

2 Tetapkan
skenario ASN
oleh KA

1 Tetapkan
skenario
Keluarga oleh
ASN

www.peraturan.go.id
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Sutrber: Kementerian PPN/Bappenasz, 2021

G.4 HKoridor Asesmen Unit Orpanisasi HKementerian/Lembaga yangy
Dipindahkan ke IKN

Felaksanaan asesmen unit organigasi K/L vang alkan dipindahlan ke KN
dilaloulean oleh gsetiap K/L dengan mempertimbanglkan lkkoridor gebagai berilout:

a. Tinglkat kepentingan/urgensi unit organizasi yang dipindahlkan pada
klaster awal karena

1] berkaitan langsung dengan perumusgan kebijalan;

2| mendukung . . .
2] mendukung langsung tugas dan funggi pimpinan instansi; dan

3] unit  organizasi  berfungsi  gebagali  unit pelayanan  publik
(mempertimbanglkan jumlah layanan yang masih berpusat di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta);

b, Unit organizgazi yvang berfungzi zebagal unit pelayanan publilke berpotensi
tidal: dipindahkan ke IKN [mempertimbanglan jumlah layanan yang masgih
berpuzat di Provinzi Daerah Khuzus Ibukota Jalkarta).

Wizl transformasi cara kerja baru di [KN, antara lain adalah kantor bergama
(shared-cffice], pengaturan kerja yang flekzibel (flexible working arrongement],
dan wvigi pemerintahan pintar. Sebagai catatan pertimbangan, unit organizasi
dengan mandat perumuzan kebijalkan alman lebih efelktif jilkka delcat dengan
pimpinan K/L, dengan jumlah aparatur gipil negara lebih gedikit dari unit
orgatigazi yang memiliki tugas dan fungzi pelayanan., Selain itu, unit
orgatizgazi yvang terksit pelavanan publilkk akan lebih efelctif jika dekat dengan
penerima  layanan (masyarakat dan dunia usgaha) yang membutuhlkan
aparatur zipil negara dalam jumlah yang lebih banyals
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G.5 Horidor Asesmen Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke IKN

Setelah dilakulmn ssesmen terhadap unit organizasi K/L, =zelanjutnya
dilaloulean pelakzanaan agesmen aparatur zipil negara yang akan dipindahlan
ke IKHM. Felalkganaannya dilakukan oleh zetiap unit kepegawsaian K/L dengan
koridor sebagai berilaat;

a. aparatur zipil negara dengan tingkat pendidilkan minimal Diploma 3 (D-3],
b, memperhatikan bataz uzia pengiun,

o, data kinerja aparatur sipil negara dengan mempertimbanglkan 20 pergen
pegawai merepresentazilkan kinerja 80 pergen pegawai; dan

d. data penilaian potensi dan kompetensai.

H. PRINSIF DASAR PEMINDAHAN PERWAKILAN NEGARA ASING/
ORGANISASI INTERNASIONAL KE IKN

KN merupakan puzat pemerintahan Indonegia yang baru, termazulk untuk
pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang diplomaszi dan pelaleanasn
hubungan luar negeri dengan negara akreditazi, Sebagaimans diatur dalam
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatils, Kedutasan Bezar berlokasi
di Ibu kota Negara serta mempertimbangkan pelaksanaan politilyyae negeri
vang strategis dan optimal meliputi pelaksanaan hubungan luar negeri dengan
negara mitra, kerja gama internagional baik bilateral, regional, maupun global,
gerta pelayanan publik atau  kekonguleran lainnya, Dengan  demildan,
kedudulan perwaldlan negara asing (FNA|, termasul organigasi internasional
(O]] wvang berada di Jakarta, harus turut pindah ke IKN di komplels diplomatil
(diplomatic compovnd| dengan menyesuailan tahapan dan lini mesa yang telah
dizusun.

Fembangunan KN yang baru juga berpotenszi dapat mendorong pemerintah
azing vang zebelumnya belum memilild kedutazn begar di Jakarta, untuk
langsung membangun migi diplomatils/kedutaan ataupun perwaldilannya di
[KN. Hal ini nantinya dapat berdampak pada perluasan kerja zama bilateral
dengan negara mitra baru dan pengembangan hubungan dan kerja zama
internasional.

Ferpindahan PNA dan O ke lokasi IKN yang baru juga akan memberiloan
dampals dan kontribugi vang pogitif bagi pengembangan kota IKN, mizalnva
keria sama internazional, baik investazi, kerja zama pembangunan kota,
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maupun perdagangan dan jasa. Selain itu, pemindahan tergsebut juga alkan
mendorong peningkatan pembangunan gektor lainnya, zeperti pendidikan,
kezehatan, dan kegempatan lerja

Apabila merujule data pada tahun 2021, telah teridentifikasi zejumlah PNA
dan Ol yang akan didorong perpindahannya dari Jalarta ke lokazi kawasan
diplomatilk di KIPP, vaitu diperkiralan sebanyak lkurang lebih 104 kedutasn
bezar dan 31 organizasi internazional.

Selain kedutasn begar dan organizazi internasional, terdapat pula perwakilan
pemerintahan azing lain yvang juga berlolmsei di Jakarta terdapat gebanyals 25
kongul kehormatan dan 21 mizi ASEAN, Kedudukan Kongzul Kehormatan ini
tidak perlu direalokasikan di KN, sedangkan perwalilan asing untulk misi
ASEAN tidalk berpindah karena mempertimbangkan Sekretariat ASEAN
berkedudulan di Jakarts,

Statug lahan bagi PHNA dan O di area tersebut diperuntukloan lkeperluan
diplomatilk. Janglksa walktu perpindahan PNA dan O ke IKN bam diharapkan
berlangsung dalam jangla walitu 10 tahun getelah tanggal penetapan status
[KN.

Tahel 3-2 Pealolktagzi IKN Baru Bagi PNA dan OI Tabel 3-2. ..

Realokasi PNA dan O ke IKM Baru

Slkeenario 1. PHA /Ol memindahlcan kantor perwaldlannya kre [KEN baru

2. PNA/OI membuka kantor perwalkilan 4i [KN baru sebagai

fungsi representasi

Beberapa 4. Penyediaan lahan kantor PNA dan O di area komplek
duktungan dip lomatil,
dan fasilitasi 4, Mekeanisme pemindahan PNA/OI pada fase transisi serta
vang perlu penyediaan fazilitas layanan diplomatilc PFNA dan OL
dipersiaplran 5. Sarana dan prasarana [KN vang menunjang op erasional
aleh kegiatan PNA dan OL
Pemerintah
Ind onesia

Sutnher: Fementerian PPN/E app enaz, 2020
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I. PRINSIP DASAR PERTAHANAN DAN KEAMANAN IBU KOTA NEGARA

Ferumugzan Fencana Induk Zistemn dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di
KN diawali dengan lkajian yvang melibatlkan para pakar pertahanan dan
keamanan, yvang gelanjutnya dikoordinaszilkan dan dikongolidazilkan berzama
Kementerian Pertahanan, Tentara Nagionzal Indonegiz, Kepolizgian Negara
Republilkt Indonegia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Intelijen
Negara zerta Lembaga pertahanan dan keamanan lainnya Bencana Induk
Sigtern dan  Strategi Pertshanan dan Keamanan bertumpu pada  pilar
Fertahanan, Keamanan, Keamanan Siber dan Intelijen,

Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan  disusun dengan
menyesuailkan dan mengacu pada Undang-Undang Pertahanan, Undang-
Undang Kepoligian DNegara Republik Indonesia, Undang-Undang Tentara
Nagional Indonesia, Undang-Undang Intelijen DNegara, Undang-Undang
Informagzi dan Transalsi Elektronilk, Undang-Undang Pemberantazan Tindalk
Fidana Terorizme, FPerpres Kebijakan Umum Pertahanan HNegara, dan
Kebijalkan Penyelenggaraan Pertahanan Negara,

Pembangunan . . .

Fembangunan pertahanan i KN tidak terlepaz dari  pembangunan
pertahanan negara yang bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan
tangguh yang memilild kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan
dan negara maritim. Untulk menanglal, menyangkal, dan menghancurkan
ancaman pertahanan, gizgtem dan strategi pertahanan berlapiz ditempuh
dengan pertehanan cerdasz (smort defense) yvaitu sginergi antara hard defense
berupa pertahanan militer dan sof def@rnse berupa pertahanan nirmiliter,
Selanjutnya pertahanan cerdas ini disinergilkan dengan diplomaszi total sebagai
wujud dual strategi sigtern pertahanan. Pembangunan pertshanan negara,
bailt pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter digelenggaralian gecara
terpadu dengan mengacu pada sistern pertahanan negara yang berzifat
gemegta dan yang diarahlian pada beberapa hal berilkut:

a. Pembangunan Pogtur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara  dilakukan  untuk  mewujudkan
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kelkuatan maritim
regional vang dizegani di kawazan Agia Timur dengan pringip defensif alctif
(active deferse) dan berlapiz (lnyered] dalam rangka menjamin kepentingan
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nazional. Ugaha pertahanan negara dizelenggaralian melalui pembangunan
poztur pertahanan negara gecara berkesinambungan untule mewujudkan
lelcuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertashanan
militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokol Strategiz (Sfrafegic
Essenfial Forcel komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan
lainnya, Sementara itu, pembangunan poztur pertahanan nirmiliter
diprioritazlkan pada peningkatan peran kementerian dan/atau lembaga
dalam menghadapi (a) ancaman, (b] kemampuan pengelolaan sumber daya
nagzional, gerta (c] garana prasarana nasional sezual dengan
tugaz dan  fungei maging-mazging  guna  mendukung kepentingsn
pertahanan negara,

b, Pembangunan Siztem Pertahanan Negara

Pembangunan gzigtern pertahanan negara yvang terintegrazi terdiri atas
pertahanan militer dan  pertahanan nirmiliter yvang diarahlkan untuk
mewyjudkan  ginergi dan  meningkatkan efelctivitaz  gerta  efiziensi
loordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara,

o, Pembangunan Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer ataupun pertahanan
nirmiliter digelenggaralman guna mewujudkan kelkuatan yang terintegrasi
dalam pengelolasn pertahanan negara melalui penguatan dan penataan
ulang gerta regtrukiturizasi kelembagaan,

Fongzep . ..

Kongep lain gistem pertahanan di IKN adalah gerbang maritim virtual [virfucd
morttime gate]. Gerbang maritim virtual merupalan sebuah gerbang modern
dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa zistem
telnologi modern dengan arsitektur imajiner untulk memastilkan pergeralcan
orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permulkaan
ataupun bawah laut dapat terkuantifilazi dengan tepat. Pogisi gerbang
maritimn virtual KN Indonegia akan diletalkdoan di Selat Malkazzar, yvang diapit
oleh dus pulau begar yaitu Kalimantan dan Sulaweszi. Fungsi dar gerbang
maritim virtual IKN di Selat Makagssar adalah untuls mengidentifilazi zegala
bentulke objel terapung ataupun objels bawah =ir yang melintazi Selat
Malazzar menuju [KH.

Argiteldtur gerbang maritim virtual KN di Selat Malkazear dibangun dengan
menggunakan elemen-elemen gigtern teknologi modern yang ada zaat ind
Elemen-elemen  teknologi  terdiri ataz  gengor, ploffrm Buoy, sziztem
komunikaszi, growrd daia ferminod, sofiwore analiziz data, dan kemon nterfuce
untuk kebutuhan pengambilan keputuzan, Elemen giztem teknologi gerbang
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maritim virtual IKN di Selat Makassar terdiri atas dua modul sistem deteksi
dini terapung, vaitu dua modul ground data terminal, dan pusat kendali
informasi. Modul sistem deteksi dini terapung merupakan sistem deteksi yang
mampu mendeteksi pergerakan objek di permukaan dan bawah laut serta
yang mampu mengirimkan data-data digital ke pusat kendali informasi. Selain
itu, sistem deteksi dini terapung juga mampu menvediakan catu dava yvang
independen. Elemen teknologi sistem deteksi dini terapung  terdini atas
platform buoy, catu dava, sensor aktil dan pasif, receiver, transmitter, dan
micro controller. Modul ground data terminal adalah sistem teknologi yang
berfungsi untuk menangkap semua data yang berasal dari sistem deteksi dini
terapung. Ground data terminal merupakan sistem yang berada di daratan
daerah terdekat dengan sistem deteksi dini vang masih memungkinkan untuk
melakukan  komunikasi  internet dengan memanfaatkan  jaringan
telekomunikasi vang telah ada. Data vang telah diterima oleh ground data
terminal selanjutnya diteruskan ke pusat kendali informasi. Jenis data yang
diterima ini diklasifikasikan berdasarkan sensor yang menerima data tersebut.

I.1 Sistem Keamanan IKN

Selain sistem pertahanan, di IKN akan dikembangkan juga sistem keamanan
vang canggih dan modern. Sistem keamanan IKN akan didukung oleh
keamanan cerdas (smart security) vang mengusung konsep sistem keamanan
terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi bahaya, bencana, dan tindak
pidana di lokasi melalui pemanfaatan peranti perlengkapan keamanan
(security system support). Konsep smart security yang akan dibangun di IKN
pada tahap awal ini akan menyasar pada terwujudnya safe and secuggg@n o

Konsep keamanan cerdas IKN secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu (1)
pelayanan  kepolisian  dan  (2) pencegahan  kejahatan  (reducing
crime/ prevention), Pelavanan kepolisian dibagi menjadi (1) Sistem Pengamanan
Kota Modern (Sispam Kota Modern); (2) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban,
dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Modern; (3) Layanan tanggap
darurat {(emergency and response); serta (4) layanan administrasi kepolisian.
Adapun aspek pencegahan kejahatan dibagi menjadi (1) surveilans dan (2)
keterlibatan masvarakat dan berbagai mitra terkait (community and partner
engagement). Lebih lanjut, konsep keamanan cerdas IKN dideskripsikan pada
gambar 3-12.

Gambar J3-12 Konsep Smart Security KN

www.peraturan.go.id
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Sumber: Kementerian FPN/Bappenas, 2021
Fengendalian . . .

Fengendalisn zistemn lkeamanan cerdaz KN akan didukung oleh beberapa
komponen, di antaranya adalah (1] puszat komande atau command center
keamanan cerdaz, yang merupakan sistemn  terpadu berbasziz  teknolog
informaszi dan g dafa (bersumber dari internal maupun lkepolizian] untuk
mendukung kegiatan operagional kepolizian dalam  rangka pelayvanan
magyvarakat, utamanya bag kepala zatuan kerja atau kepala operasi untuk
melakukan pengoordinagian tindak lanjut pada gituasi darorat maupun
antigipasi situasi yang dapat menimbullan atau meningkatlkan ezkalasi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmasz), (2] secsiy
oparation center (S0C| dan/atau monitoring center gistern aplikasi pelayanan
kepolizian yang melakulkan pengawazan/moniforing kKeamanan jaringan dan
aplikkagi terkait pelayanan kepolizian pada dafa center Polri di [KN; zerta (3]
compuiter security ncident response feam (CSIRT] keamanan cerdas atau tim
giber khususz yvang handal dengan tugas menjaga keamanan giber, mencegah
gerangan siber, gerta memulihlan sistem digital (apabila serangan siber tidak
berhazil dicegah| pada seluruh infrastrulctur digital yang terkait dengan sistem
keamanan cerdas,
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Fenjelasan mengenai magsing-maging komponen dalam gistemn lkeamanan
cerdags [KN adalah gebagai berilaat:

a. Layanan Tanggap Darurat Emergency and Responsea)

Pada layanan tanggap darurat, gistern  keamansn  cerdas  skan
menyedialkan berbagai upaya untulk dapat memberikkan rezpong cepat
dalam menghadapi ingiden dan zituasl darurat yvang dilaporkan oleh
magyvaralmt kepada polizi. Situasi darurat tergebut dapat berupa perizgtiva
lejahatan, gangguan kamtibmaz, bencansa, zerta zituasgi darurat lainnys
vang berpotensi menyebablkan atau meninglkatkan eszlkalagi gangguan
leamtibmasz, Dukungan sistem pada layanan tanggap darorat dapat
berupa:

1. Pugat panggilan atau cafl cenfer (Layanan Folizi 110] merupalkan
galuran via telepon bagi masgyarakat untulk melalulkan pelaporan
ataupun pengaduan untulk dikoordinasilean melalui pusgat komando
untuls langlkah tindalk lanjut.

2, Tombol panik atau panic bufion adalah sistemn yang dapat membantu
memperingatkan perzonel Polri terdeltat dalam situasi darurat tempat
terdapat ancaman terhadap orang atau properti dengan pengawasan
melalui pusat komando. Beberapa alternatif lokasi tombol panik dapat
berupa aplikaszi pada smarphone ataupun instalazi tombol panik pada
lokazi tertentu /raswan.

3, Sigtem peringatan dini atau eary worning system meru%a%gﬁe%tai
gizgtern komunilesi informeasi yvang dapat memperkiralzan dan memberi
ginyval gangguan yvang munglkin berdampals buruk terhadap stabilitas
keamanan kota,

b, Keamanan, Kezelamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas
(Kamseltibearlantaz] Modern

Salah zatu komponen gigtemn keamanan cerdaz KN adalah  gigtem
leamgeltibearlantaz modern dengan sazaran mewujudkan dan memelihara
lamgeltibearlantaz, meningkatlkan kualitas kezelamatan dan menurunkan
tingleat fatalitas korban kecelalcaan, membangun budaya tertib lalu lintag,
sgerta meninglkatlean kualitas pelayanan lalu lintag kepada magyaraloat TKHN,
Sistemn kamgeltibearlantas modern KN melibatlean otomatizazi beberapa
maupun zeluruh fungsi kepolizian di bidang lalu lintag, di antaranya
adalah penyvelatan dan pengalihan lalu lintas, penegalkan hukum, dan
rezpong cepat (guick response| bidang lalu lintas.
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Kezeluruhan layanan lalu lintag di IKN akan dikoordinasilian melalai fmffic
marnagemernt cenfer (TMC|. TMC merupakan pusat komando pengendalian,
lomunilkasi, koordinazi, dan informasi guna memberikan rezponsg cepat di
bidang lalu lintas serta mangjemen keselamatan jalan (road safely
marnagemernt|. Terdapat dua alternatil pilihan untuk operasional TMC.
FPertama, TMC dapat bergabung atau meletaldkan fungei-fungsinya pada
puzat komando KN dengan beberaps penyezusian berdagarlan fungsi
vang perlu dimilild TMC, Kedusa, TMC dibangun secara terpizgah dan puszat
lkomando, tetapi peranti kelenglapan surveilans yvang dimilild bergifat gatu
lkezatuan ataupun  terintegrazi dengan  perangkat surveilans  puszat
lkomando, Contohnya kamera COTV, plade number identfifiondion, face
recogmition, dan berbagai teknologl surveilanz lainnya vang dilengloapi
dengan Arfificial mfelligence (All bidang lalu lintag (lantas) untulk dapat
mendetelezi  pelanggaran, kecelakaan lantaz, dan  kemacetan, szertas
otomatizazi skenario pengaturan lantas [penvekatan dan pengalihan)
untuk menjaga kelancaran ataupun menghadap gituasi
darurat f emergency routing (memfagilitasi pergeraltan tim tanggap darurat,
mizalnya polizgi, pemadarm kebakaran, atau ambulang dengan memberikan
alternatif rute berdasarkan lalu lintas terkini]). Dukungan sistern untul
mendulung sistem kamseltibearlantas modern di KN adalah sebagai
berilout:

1. Securiy . ..

1. Secwriiy and safdy cendfer merupakan sebuah siztern vang terintegrasi
antar pemangku kepentingan di bidang lantaz untulk mendulkung
kezelamatan lalu  lintag  melaluoi zizgtem  pemetzan  titik rawan
kecelalkaan/ ackspot dan gistemn pendataan kecelakaan lalu lintas dan
pelanggaran., Komponen gigtem ini akan didukung oleh e-manajemen
penyidikan  (untuk  tindak  pidana], eleciromic  traffic oo
ernrcament/ETLE (untule pelanggaran], sistem speed management, dan
sistem froffic acodeant eardy warring (TAEW)].

2. EBlectromic registrafion ond idenfifioation (ERI] merupakan sistem
pendataan registrazi dan  identifikasi kendaraan bermotor zecara
eleltronilk, ERI merupalkan baziz data untuls pelayanan adminiztrasi
leepolizian di bidang lantas, mizalnya pembuatan dan perpanjangan
SIM, STHNEK, dan BPKE, Selain itu, dafabase ERI juga dapat digunakan
untule kepentingan penyidilen, surveilans lkota, identifileazi identitas
pelanggar lantaz, manajemen poin pelanggaran, dan gebagainya, Lebih
lanjut, pangkslan data [doafabase) ERI juga akan menjadi bagian dari
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pusat komando data raya (g daio command center| keamanan cerdas
vang juga memerlulean komponen data elegternal, mizalnya data
leependudukan, data pajak kendaraan, atau data ETLE.

3. Intelligent troffic analysis systern (INTAN] merupakan zigtem informasi,
komunikagi, dan sgoluzgi kamszeltibearlantas vang dirancang untulk
menghagsilkkan berbagai alternatif keputusan dalam menyelesailian
permagalahan di bidang lantas dan pelayanan di bidang lantas,
mizalnya pengalihan arug, zistern bulm tutup dan/atau alternatif ruate
vang tersedia dalam menghadapi situasi darurat. Pengoperazian INTAN
perlu didukung oleh teknologi maupun SDM yang mampu melakulan
big doio mining. Program yang tersedia pada [NTAN terdiri atas (1)
gigtermn informasi yvang berigi informagi kepadatan arug, jalan alternatif,
gituagi dan kondisi; (2] kepentingan, waldu tempuh, solusi dan
emergency, (3] =izstemn komunikasi; (4] pola-pola penempatan petugas
dan pemangku kepentingan antara back office dan warga, pengguna
jalan, petugas, dan siapa saja yang ada di lapangan, (5] sistem
komando pengendalian yaitu quick response time (QRT) dan zistem ring,
(6] zizgtemn koordinasi; serta (7] pelayanan terpadu lintas wilayah, fungsi
dan pemangku kepentingan.

4. Traffic atfifude record (TAR] merupalan szistern mansjemen  poin
pelanggaran lalu lintaz, Melalui zistem ini, pengemudi wyang telah
mencapal batas maksimum nilai tertentu alkan kehilangan haknya
untuk mengemudi (pencabutan ZIM)]. Sistem tersebut diharaplkan
mampu meningkatloan kegelamatan di jalan dan budaya berlalu lintas,

5. Sgfety driving center (3DC] merupakan sebuah puzat pergi ' da.n
pelatihan kegelamatan dalam berlalu lintaz, Tujuan dari 2DC adalah
untule  meningkatlean  kualitag  kemampuan dan  keterampilan
pengemudi dalam berkendara di jalan rava, sehingga budaya tertib lalu
lintaz dapat terbentul zerta peninglkatan keselamatan berkendara
dapat tereslizazi, 2DC didorong untulk dapat dibangun pada zatu area
vang sama dan terintegrazi dengan gedung Puszat Pelayanan Kepolizian
Terpadu. Hal itu dizgebablkan SDC perlu dimanfastkean  zebagai
mekanigme dalam gigtemn wji 2IM ataupun menjadi bagian  dari
mekanizgme vang hamg ditempuh dalam penerbitan SIM ataupun
dalam upaya pengemudi untuk  mendapatkan  kembali halk
mengemudinya,

¢c. Siztem Pengamanan Kota Modem (Sigpamlota Modern)

Sizpambkota modern merupakan zebuah progedur gistem pengamanan kota
vang bertujuan untuk memberikan kejelagan dan pedoman bagi pergonel
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lkepolizgian, ingtansi  terkait, dan kesatuan pendukung dalam
penanggulangan gangguan kamtibmag, Progedur wang diatur dalam
sigpamlkota termasulk pola pengamanan yang bergifat lontijensgi jika
menghadapi perubahan situazi kamtibmas di wilayah KN, Beberapa
gangguan yvang dimalksud di antaranya adalah konflik gosial, kerusuhan
masza anarkiz, pendudukan paksa terhadap sgimbol negara, lembaga
negara, perwakilan asing, dan infrastrolktor leritiz TKN lainnya, bencana
alam atau non-alam (=ituasi tanggap darurat bencana dan pasca bencanal,
gerta terorizme,

Prozedur, mekanisme, zerta cara bertindal pada situasi tergsebut di IKN
alan diatur dalam dolkumen terpizah. Namun, gecars umum sigpamkota
KN alan diperkuat dengan semafiy sysiem support smart secatiy [KN dan
menjadi bagian dari pelaksansan operagional siztemn keamanan cerdag itu
gendiri, Progedur dalam zigpamkota IKN akan memanfaatkan data raya, Al,
dan frnferned of things gsehingga alternatif penanganan dan keputuzan yvang
dibuat dalam bertindalk dapat lebih terulur dan mempertimbanglan
berbagai jeniz kerugian daripada mengambil keputuszan dengan cara
manual. Zelain itu, sizpamkota KN yang telah memanfastlan secistiy
system support ini juga akan meninglkatkan kecepatan respons, baik dalam
pengambilan  keputusan, maupun depley personel/pasultan. Seluruh
pemangkl kepentingan terlait alan terhubung dengan zistem yang ada
dan pengoordinaziannya alkan dilakulkan dengan lebih mudah dengan
bantuan sistem terzebut.

Secidaiiy .o

Secrity system support vang akan berperan besar dalam gizpamlota IKN
adalah telknologi surveilanz, terutama  srewt videe anodpsis  untuk
memprediksi volume kerumunan, deteksi pergeralan mencurigalan,
detelkai material/barang berbahaya/terarang vang dibawa oleh orang
dalam kerumunan, jfhoe recognition, menampilkan alternatif/garan tindals
lanjut wvang perlu dilakukan oleh pihak kepolizian dan  pemanglu
lepentingan  terkait, serta sistem lainnya yang dapat mendukung
pengamanan kota,

Pelayanan Kepoligian Terpadu

Pelayanan kepolizian terpadu merupaksn zalah zatu komponen giztem
keamanan cerdaz vang utama dalam pelayanan kepolizgian vang dapat
diragalcan oleh masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-
sehari,
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Selama ini, Polri memiliki fagilitag zentra pelayanan kepoligian terpadu
(BFKT] yang merupalkan beranda terdepan dari layanan kepolizgian, Adapun
pelayanan SPKT mencakup laporan polisi (LF], surat tanda terima laporan
polizi (3TTFLF|, surat pemberitabhuan perkembangan hagil pernyidikan
(3F2HF), =surat keterangan tanda lapor Lkehilangan (SKTLK], surat
leeterangan catatan kepolizian (SKCEK], surat tanda terima pemberitahuan
(3TTF), surat keterangan lapor diri (SKLD|, surat izin keramaian, surat
rekomendasi izin usaha jasa pengamatan, surat izin mengemudi (FIM], dan
gurat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK]. Zelain itu, 3PKT juga
berfungsi  untul  pengoordinazian  dan  pemberian  bantuan  zerta
pertolongan (penanganan TKP, turjawali, dan pengamanan|, pelayanan
magyaralkat melalui berbagai media, serta penvajian informasi umum vang
berkaitan dengan kepentingan masgyvarakat, Oleh karens itu, penerapan
pelayvanan kepolizian terpadu zebagal bagian ziztem keamanan cerdags KN
gltan  dilalkukan  dengan  tujuan  untuk  memakszgimalkan  kepuasgan
magyvarakat dalam mendapatlkan seluruh komponen layanan di atas,

Terdapat dua model pelayanan kepolizian terpadu yang akan tersedia di
KN, Perfamn, layanan pada gedung puszsat pelayanan kepolizian terpadu
vang dilakulkkan secara tatap muka  FHeduo, layanan pads aplikasi
pelayanan kepolizian terpadu yang dapat diakses secara daring. Sasaran
jangks pendelk dan jangka menengah yvang alan dizasar oleh pelayanan
lepolizian terpadu di IKN di antaranya adalah:

1] data mengalir/integrazi penuh zeluruh data yang dibutuhkan dalam
pelayanan  (terdapat beberapa  pelayanan yang biza dilalulkan
gepenuhnya tanpa tatap muka dengan petugas],

2] ketepatan . . .

2] lketepatan waktu pelayanan zebagaimana komitmen yang diperjanjikan,
3] tidalk ada pungutan liar,

4] kelancaran dan kemudahan delam mengakses layanan ataupun
informasi terkait layanan,

5] penyediaan fitur/informasi bagi masyarakat untull mengetahui
atatuz/progres dari dokumen yvang gedang diajuloan, dan

6] penyediaan fitur/mekanizsme yang =aman bagl mesyarakat untuk
melaporkan ketidalipuazan/ penyelewengan yang terjadi gerta tindak
lanjut ataz laporan tersebut yang dapat diakses oleh pelapor.
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Untuk mendukung hal tersebut, pelayanan lkepolizian terpadu pada sistem
lkemmanan cerdag IKN akan diduloung oleh melianizme yang lebih mudah,
data raya, monifonng center/300C dan CIIRT yang bekerja Yx24 jam untuk
mengatasi berbagai permasalahan dalam ziztemn, sumber daya manusgia
vang humaniz dan memilild kompetensi pelayanan, aplikazgi yang memilildi
user interfnoe/user expertence vang mudah digunakan untuk berbagai
lealangan/ umur, tim penglkajian dan pengoordinaszian yvang bertugas untuk
meninglkatkan pengalaman/lkepuasan  meagyarakat dalam  menerima
layanan, zerta gedung pelayanan vang layal zerta ramah anak dan
digabilitas.

Surveilans

Siztemn surveilang pada sgigtern keamanan cerdaz KN dapat dikategorilean
sebagai garda terdepan zistem dalam mendeteltzi pelanggaran, kejshatan,
dan gangguan kamtibmas di KN, Hampir geluruh komponen gistem
lkemmanan cerdag KN bergantung pada zigtem zurveilanz, Dulkungan
giztern untuk siztem surveilang [KN dapat terdiri ataz hal berilaat:

1. CCTV: ditujulkan untul people sensing and fracking big daia kepolizgian
agar dapat melakulkan pencocolcan biometrile dengan identitas digital.

2. Dyone digunalan untule mencari tersanglsm, mendapatkan informasi
dan menvurvel dasrah bencana tanpa menggunakan helikopter atau
pesawat terbang,

3. Body comero: digunakan gebagai kamera portabel mempunyai berbagai
fitur yang dapat menunjang kegiatan kepolizian di lapangan, mulai dan
zebagal alat perekam, alat komunilazi, global pesitioning system [GPS),
ataupun berfungsi zebagai infored untul mendulkung altivitaz pada
malam hari.

4, Kamera . . .

4. Kamera robot: dirancang khusus untule ditempatkan di tempat yang
memiliki potensi berbahaya dan berisiko dan tidak bizss dijangkauy
petugas.

5. Sistem pengenalan plat nomor otomatis: digunakan untuk mendetelcsi
pelaku kejahatan dengan menggunakan kendarasn vang terintegrasi
dengan dafnbase ERIL Teknologl ini mampu mengenali plat nomor
mobil, pemilik kendaraan, alamat, dan status kendaraan untuk
memudahlkan petugas di lokaszi terdelat jika ada kendarasan yang
mencurigakan berdazarkan data yang diterima,
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6. Kamera patroli digunalkan untuk mengidentifikasi empat zigi pada
kendaraan patroli kepolizian untuk melakukan pemindaian (scanning)
dalam rangka identifilkazi pelacalkkan lkendarman ataupun orang vang
dicurigai melalui perintah dan otorizasi dari pusat komando.

7. Face recogruition: digunalean untule pengenalan wajah (face recogrnition]
melalui pengolahan biometrike, Pengenalan wajah mencalkup detelsi
wajah dan identifikasi wajah yvang menggunakan masker,

8. Video ornadyiics: digunakan untulk membantu menganaliziz data digital
ataz altivitas yang mencurigakan dan menginstrukeilean tindakan
keamanarn,

f. Keterlibatan Masgyaralat dan Berbagai Mitra terkait [Commuofy  and
Fartner Engagerment)

FPenerapan keamanan cerdas KN tidak dapat terlalkssna hanva dengan
pembangunan teknologi dan infraztruktur zaja. Zistem keamanan cerdas
perlu didukung dengan kerja sama dan keterlibatan masyvarakst dan
berbagai pihak. Tujuannya adalah untulk (i meningkatkan kepercayaan
mazyvaralkat kepada polizi dengan komunikasi kreatif dan kolaborasi antara
kelompok masyaralkat, kelompolk bizniz, dan pemerintah; [ii] melakulan
intervengi dini dengan bekeria zama dengan kelompok magyvaralkat untuk
mencegah dan mengurang eskalazi gangguan kamtibmas, szerta (iii]
memperkuat ketahanan masyaralat, khususnya pada kelompolk rentan,
melalui inizgiatif keamanan (sectovty mitindie).

Tugas pokol dari komponen zistem ini berbentuls preemtif, preventif, dan
strategi proaktif dalam mencegah kejahatan., Zecaras umum, zistem ini
dapat dibagi ke dalam dua komponen kegiatan, vaitu neighbourhood waich
dan lolaborasi dengan masyaralkat dan pemerintah. Bentul lerja sama
atan strategl yvang dilalkulkan dapat berupa pengembangan strategl inovatif
dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan partisipasi masvregkat,
pemanfaatan media zogzial gebagal sumber informasi reald fme dalam
identifileazi  strategi  pelayanan  kepolizian  wyang dibutuhlmn  oleh
mazgyvaralkat, kolaborazi dengan berbagai pihak untuk mendulkung berbagai
acara masyaralkat, kolsborazi untuk mencegah dan  mengurangi
residivizme, mencegah viktimizgagi berulang, dan melindungi kelompolk
rentan; dukungan dalam strategi deteksi dan pencegahan kejahatan
terhadap perempuan dan anal;, dukungsn terhadap inigiatif program
lkemmanan dan kezelamatan yang dibentuls magyarakat, serta kolaborasi
dengan berbagai sgektor pemerintah yang terkait dengan pencegahan
lejahatan,
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Keamanan dalam pelakganaan kota cerdas adalah zebush upaya dalam
menjaga data dan informazi dalam pemerintahan, Keamanan infrastruktur
dan keamanan informasi zangat dipertimbangkan di dalam pelakganaan kota
cerdas  larena  akan  memaksimallan pelayanan  pemerintah,. Dalam
melaksanalan pengamanan siber tergebut, terdapat beberapa pringip utama
vang melandasi keranghka kongeptual keamanan siber dimalesud, yaitu sebagai
berikut:

1] Kerghagziaan pencegahan penyingkapan informasi kepada pihalk yang
tidals memilild hals terhadap informasi tergebut;

2] Integritaz: pencegahan perubahan informazi oleh pihak yang tidak
memilili otoritas untuk mengubah informasi tersebut,

3] Otentikasi: informasi harus tergedia ketilea dibutuhkan,
4] Keterzediaan: informaszi harms tersedia ketika dibutuhkan; dan

5] Nir-penyangkalan: pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyangleal di
hari kemudian,

Fringip terzebut kemudian diejawantahlan ke dalam cyber secuofiy fomework
atan kerangka kerja keamanan ziber, Kongep terzebut merujuk pada cyber
security  Fomework NIST yang menggambarkan lima fungzi dalam sziklus
keamanan giber, yaitu ideniifly, profect, deifeci, respond, dan recover. Definisi
untuk maging-mazing fungsi adalah zebagai berikout;

a. Ideniify (identifikazi] adalah mengembangkan pemahaman organizasi
untulk mengelola rigiko keamanan siber terhadap ziztermn, agzet, data, dan
leernampuan.

b. Protect (pelindungan] adalah  mengembangkan dan ynensrapkan
pelindungan  yang sesual untuk  memastilkan  pengitiman  layanan
infrastruktur penting.

c. Detect (detelezi] adalah mengembanglan dan meneraplan kegiatan yang
gexual untuk mengidentifikkasi terjadinya perigtiwa keamanan.

d. Respond (menanggapi] adalah mengembangkan dan mengimplementaszikan
ltegiatan wyang szesua ketika menghadapi periztiwa keamanan yvang
terdet elzai,

e, Recowver (pemulihan] adalah mengembanglean dan menerapkan kegiatan
vang sesua untuk ketahanan dan untulk memulihkan kemampuan atau
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layanan apa pun yang mengalami gangguan karena peristima keamanan
tersebut.

1.2 Tata Ruang Pertahanan IKN

Fembangunan tata ruang pertahanan KN diarshkan untuk memperkuat
gigtemn pertahanan dan keamanan negara yang terintegrasi sehingga mampu
menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawsagan perbatazan
negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuls
mitigagzi bencana. Pembangunan terzebut dizelenggaralian zecara terintegraszi
antara unsur pemerintah dan pemerintah daerah melalui penatasn ruang
wilavah nagional/daerah dengan tata ruang wilayvah demi mewujudlan ruang
pertahanan  yang tangguh,  Penatasn  wilayah pertahanan merupalkan
penetapan wilayah pertahanan berdagarkan suatu perencanasn wilayah
pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan
wilayah pertahanan. Rencana pembangunan [KN tersebut berupa perencanaan
tata kota beserta zonazi penempatan gedung pemerintahan, termasuls aspek
pertahanan dan keamanan, yvang terhubung dengsn jaringan dan faszilitas
publils geperti trangportasi, energi, telelkomunikasi, air minum, dan sanitasi,

EAEIV . ..
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RENCANA PENAHAPAN PEMBANGUNAN DAN SEEMA PENDANAAN
IBU KOTA NEGARA

A, Penahapan Pembangunan IKN

Frozez penashapan mempertimbangloan sazaran pembangunan gerta geluruh
prozez yvang diperlukan, termasul kegiapan lokazi dan sumber daya vang
diperlukan untuk pembangunan KN, Secara umum, penambahan pendudulk
[KN terpuzat di KIKN., Berdagarkan tata waktu IKN, periode pengembangan
IKN dimulai pada tahun 2022 dan dalam periode perencanaan KN jangka
panjang, diproveksilktan sampai dengan tahun 2045 Secara gariz besgar
pembangunan dibagl menjadi lima tahap, gebagai berilout:

a. Tahap 1 (2022-2024]
b. Tahap 2 (2025-2029)

Tahap 3 (2030-2034)
d. Tahap 4 (2035-2039)
e. Tahap 5 (2040-2045]

Berdazarkan analizsiz kegiatan ekonomi, jumlah penduduk zebagai
kongelnienzi dan kegiatan ekonomi terzebut, diproyeksikan terug meninglat
dari awal tahun perencanaan hingga 2045, Pada Tahap 1 dan 2, kenaikan ini
teriadi secara eksponengial zejalan dengan pembukaan kawaszan di KIKN dan
dengan skema pemindahan aparatur zipil negara ke KIKM., Pada Tahap 3
pertambahan penduduls diprovekszilkan lebih lambat, kemudian meningkat
kembali pada Tahap 4 dan Tahap 5 ketika zeluruh kegiatan seltor ekonomi
baru mulai berlkeemnbang, Penahapan dalam pembangunan [KN dizuszun untuk
menggambarkan pembangunan janglka pendel, jangla menengah, dan jangka
panjang untulk mencapai Vizi Indonesia 2045,

Gambar 4-1 ...
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Penahapan pengembangan di KIKN disusun agar pembangunan kawagsan,
infrastruktur, dan jaringan transportasi umum massal dapat berjalan secara
berkesinambungan dan sekaligus terpadu. Pengembangan setiap kawasan
perkotaan diarahkan agar KIKN berkembang menjadi kota yang kompak dan
efisien. Pembangunan infrastruktur primer dimulai sebelum penduduk pionir
pindah. Perpindahan penduduk dimulai dengan perpindahan sektor
pertahanan pada tahun Tahap 1 pemindahan statug IKN, Infrastruktur IKN
akan melayani kawasan ini pada akhir Tahap 1 saat pemindahan status KN
dilaksanakan,

Untuk . . .

www.peraturan.go.id
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Untult memenuhi kebutuhan pendudulk, pada alkhir Tahap 1, Bendungan
Sepalu Semoi dan Intalke Sungal Sepaku sudah beroperazsi untul memenuhi
kebutuhan =ir baku yvang meninglkat dengan pesat, demilkian juga dengan
gigtemn drainase makro utama perlcotaan gerta pengolahan sampah dan air
kotor. Pengembangan zistem mobilitag pada pengembangan perkotaan di KIKN
dapat dibagl menjadi empat komponen, vaitu jalan utamea, jalur kereta api
regional, jalur trangit 1, dan jalur trangit 2 yang merupakan jalur tranzportasi
urmum berbagiz rel. Jalan utama direncanalkan untule dibangun mulal pada
tahun 2023 dan zelezal gecara kezeluruhan pada tahun 2035, Staziun kereta
regional di KIFF dibangun dan alkan dizuzul oleh staziun kereta regional pada
[KN Barat dan KN Timur sgeiring dengan berkembangnya KIKN  zerta
bertambahnva jumlah penduduk di KIKN, Pembangunan Infrastruktur pada
Tahap 1 juga diarshlan untuk menjadi katalizs bagi penarilcan investasi dan
talenta unggul vang alkan mendulkung pengsmbangan klazgter-klagter ekonomi
yvang dimulal pada tshun 2025 (Tahap 2|, Tahapan pembangunan KN
diurailan sebagai berilut;

Tabel 4-1 . ..
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A.l Tahap 1: Rencana Pembangunan IKN tabun 2022-2024

Implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 dibag ke dalam tiga alur kerja
bezar, wyaitu pembangunan perkotaan, pembangunan  infrastruktur, dan
pembangunan ekonomi. Alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan
vang berlcaitan dengan rencana tata kota dan relokaszi pemerintahan,

Fada tahun 2022-2023, alkan dilaloakan pembangunan tahap awal di zebagian
KIFPP tahap 14 Sub-EWFP 1. Pada Tahap 1, perumahan untulk ASHN, THNI, Folri
dan BIN akan dibangun, bailk berbentuk rumah tapalk maupun unit
apartemnen, garana peribadatan, pagar, gerta fagilitaz alkmamin  akan
dizedialan untulk mendukung konstrulzi dan tahap awal pemindahan. Pada
awal tahun 2023, awal tahun 2024, hingga tahun 2025 dan gelanjutnya,
pembangunan fazilitas lithang, perguruan tinggi kelaz dunia, lembaga
pendidilan zepanjang hayat, pusat inovagzi, fazilitas kezehatan, dan rumah
galit internasionsal akan dimulai. Relolma penduduls akan dimulai dengan
THNI, Polri, dan BIN di tahun 2023 (relokaszi pelopor] dan relokaszi reprezentasi
badan ekzelmtif, legizlatif, yvudikatif, serta ASN alkan dilakukan di awal tahun
2024, Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian
ini, KN didominasi oleh pekeria konstrukszi dan pertshanan kesmanan,
terutamsa pada KIKHN,

A.2 Tahap 2: Rencana Pembangunan IKN tabun 2025-202%9

Tahap 2 direncanakan pada lkurun waktu 2025-2029. Pada tahap ind,
infrastrulctur utama ditargetlean sudah siap untule dihubungkan ke kawazan
baru yang dikembangloan setelah Tahap 1. Selain itu, untulk mencapai KFI
kkota 10 menit, fagilitag trangportazi umum baik primer maupun zekunder
ditargetlcan siap untulk dipakai pada lkawazan yang dihuni oleh penduduls TKN,
Fada tahap pengembangan terakhir, peninglatan jumlah pendudulk di dalam
[KN meningkat dengan tajam geiring dengan tahap awal pembangunan
univergitag unggulan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi
berbasgiz rizet dan teknologl pada periode tahun 2035 menuju 2045,

Fada alchir Tahap 2, KIPF ditargetlean untulk Tahap 1A dan zebagian 1B Sub-
EWP I, IKN Earat telah mulai pengembangan di dasrah Bukit Raya, sedanglkan
[KM Timur baru terbangun pada zizgi barat, Rencana pengsmbangan sampai
dengan tonggalk pencapaian Tahap 2 pada aspek infrastruktur transportasi
vaitu  pembangunan  Bandara  VVIP, wvang perlu didukung dengan
pengembangan sarana pragarana di ogekitar jalur-jalur utams trangportasi
umum magaal,

Pada . . .
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Fada Tahap 2 [(dan dilanjutkan pada Tahap 3|, rencana pembangunan
eltonomi yang dikembanglean meliputi 6 klaster indugtri dan 2 pemampu yvang
terdiri atas;

.

klazter industri pertanian berkelanjutan alkan berfokug pada menarilk
minat perugahasn dan  pelaln  industd untuk  mendirikan  bagiz
manufalktur, lithang, dan  Thilirizasi  sumber daya  lokal  zerta
mengembangkan produl baru bernilai tambah tinggi,

klaster manufalktur berbagiz energl baru terbarulzan (EBT| akan berfolous
pada menarik minat industri pelopor baik badan ugaha milik negara
(BUMN] maupun internaszional untuk membangun pabrik perakitan untuk
melayani permintaan di KIKN dan Kawagzan Timur Indoneszia;

Ilagter farmagi terintegrasi difolsuzlan untuls meninglkatlan ketersediaan
bahan baku obat dan produlk farmaszi maju;

Klaster elkowisata dan pariwizata lkesehatan difokuszlan untuk
mengembangkan destinasi wisata di kawasan pesizir, taman margasatwa,
dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya hidup dan kesehatan, serta
pengembangan hotel berstandar MICE,

klaster bahan lkimia lanjutan difolkuzkan untuk menggali potensi untulk
membangun pabrik petroldmia baru yang direncanalan akan mulad
produksi di tahun 2030 dengan tetap memantau penawaran-permintaan
global di gemua kategori produl,

klaster energi rendah karbon dan pertambangan difoluglkan untuk
memperluas kegiatan hulu [produksi energi], menarik investasi untuk
legiatan ekeplorazi, gerta pemanfaatan teknologi enhanoed o recowery
(EOR] untuk peningkatan produksi dari ladang minyalk tua, szerta
pengembangan bicfel,

lkota cerdas dan pusat digital dimulai dengan pengembangan konsep

industri 4.0 untul berbagal sektor yang ada, utamanya zelctor ekzizting di
KM, gerta

pendidikan abad ke-21 peninglatan kualitaz pada selkolah menengah,
sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan pengembangan
strategi talenta pada sektor ekonomi dan  industri  yang akan
diltembangkan di IKHN.

A3 Tahap . . .
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A.3 Tahap 3: Rencana Pembangunan IKN tabhun 2030-2034

Fada Tahap 3, KIPP yang ditargetlkan adalah Tahap 1E Sub-EWP 1. Sedangkan

infrastrulctur lkawasan yang dipersiapkan, yvaitu sebagai berilout:

. Sigtem angloatan wnum maseal di KIKN,

b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IFAL).

c. Pada tonggal pencapaian ini instalasi pengolahan air minum (IFAM) yang
berlolcazi di daerah infrastrulktur pusat dengan kapagitag 50%  dari

perencanaan kegeluruhan dibangun dan [PAM yang berekspanszi dengan
lcapazitas zekitar 6080 dari perencanaan kesgeluruhan.

d. IPAM.

Pada tonggak pencapaian ini [PAM yang berlokazi di daerah infrastruktur
pusat dengan kapasitas 500 dari perencanaan keseluruhan dibangun dan
IPAER vang berelkspansi dengan kapasitaz sekitar 0% dari perencansan
legeluruhan,

&, Bendungan Batu Lepek telah beroperasi,
f. Fazilitaz penunjang kota gpons.

Daerah detensi (koridor hijau dan biru] di daerah terbangun, dan juga
pembangunan fagilitas pemanenan air hujan di  bangunan  milik
permerintah, termagsulk pemuldman ASH,

g. Pengolahan Sampah.
Penambahan kapazitas pada faszilitas vang telah ada,
h. Penyediaan Lizstrikk dan Energ,

FPenambahan lkapagzitas yang telah ada serta penambahan fazilitas di
wilayah tenggara dan di utara KIKN,

i. Penambahan amenitas digital dan perlkotaan untuk penerapan =olusi kota
cerdas di kawagan prioritas,

Fada tzhun 2030-2034 pengembangan industri dan puszat pertumbuhan
eltonomi, zebagaimana telah dijabarkan pada tahap zebelumnya, ditelkanloan
pada tahapan pembangunan industri dan akan dilanjutkan dengan rencana
sebagai berikout;

a. klaster industri pertanian berlelanjutan akan berfoltug pada menarik
minat perugahasn  dan  pelalkun  industri untuk mendirikan bagis
manufalktur, penelitian dan pengembangan zerta peninglatan produlcsi
ekeizgting yvang berlkelanjutan,

b, klaster . ..
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b, klaster manufaktur berbasziz EBT akan berfolous pada menarile minat
indugtri pelopor baik BUMN maupun internagional untul membangun
pabrily perakitan panel surya dan kendaraan listrik untul melayani
permintaan di KIKN dan Kawazsan Timur Indonesia,

¢, Klazter farmaszi terintegrazi akan berfoliug pada peningkatan produlzi
eksisting untuk meraup pasar ekspor, gerta memperluas ke bidang
pengemasan primer dan sekunder;

d. klaster ekowizgata dan pariwizata kegehatan akan difolouskan pada
pengembangan degtinasi wizgata di kawsasan pegizir, taman margssata,
dan perkotaan yang terintegrazsi dengan gaya hidup dan kesehatan, serta
pengembangan hotel berstandar MICE;

g, klagter bahan kimia lanjutan alkan difolkuzlian untule meningkatloan
leapazitas produlcei dan meraup peluang ekapor,

f. klaster energi rendah karbon dan pertambangan akan berfolous untulk
memperluas pemanfataan teknologi EOR untulk peningkatan produlesi dari
ladang minyak tua, memperbarui  kilang minyak di Balikpapan,
mengembanglkan  pabrik  gagifilkazi  batu bara  untulk  mengurang
letergantungan pada impor, memperluas altivitas ke hilir dengan
mengembangkan  pusat  OREM, serta meningkatlkan  rehabilitasi
pertambahan dan telmologi untule mengurang dampak lingloangan,

g. lkota cerdas dan puszat digital dimulal dengan pengembangan konszep
industri 4.0 untuk berbagsi zektor vang ada, utamanya zsektor ekaisting
di IKN; zerta

h. pendidilkkan abad lke-21 peningkatan kualitaz pada zekolah menengah,
sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi gesusi kebutuhan pengsmbangan

strategi talenta pada  sektor ekonomi dan  industri yang  akan
dileermnbanglkan di IKHN,

A4 Tahap 4: Rencana Pembangunan IKN tahun 2035-2039

Tahap 4 ditandai dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang
pendidilan dan  kesgehatan yang akan menjadi motor penggerals sektor
elktonomi lain di [KMN. Perluasan kawazan perkotasn pada tahap ini telah
mencapai [KN Utara, terutams pada kewasan yang terhubung langsung
dengan KN Timur. Sedanglkan terlmit KIFF pembangunan vang dilakuloan
adalah Tahap 2A dan gebagian Tahap 2B Sub-BEWF II.

Fenambahan . . .
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Fenambahan fagzilitas infrastruldtur pada Tahap 4 adalah sebagai berilkout:

a. Pembangunan KA regional untuk mendulang IKN,
Stagiun kereta regional ditargetlean sudah terbangun dan beroperazi agar
dapat mendorong perkembangat ekonormi

b. Identifikasi potensi dan rancangan bendungan multiguna lainnya,
c. [PAL,

d. Ekspansi IPAL yang berlokasi di dasrah infrastrulktur pusat dengan
kapagsitas selitar 100%,

e, [PAM.

f. Penyediaan listrik dan energi.
Penambahan kapagzitas yang telah ada, serta penambahan fasilitaz di
wileyah timur laut dan selar farm di wilayah IKN Utara,

g. Penambahan amenitaz digital dan perkotasn untuls penerapan golugi kota
cerdas di KIKN,

Pada Tahap 4 (dan dilanjutlkan pada Tahap 5|, pembangunan ekonomi yang
dikembanglan meliputi & klaster industri dan 2 pemampu yvang terdiri ataz hal
berilcut:

a. Klagter industri pertanian berkelanjutan akan berfolkug pada menarik
minat perugahasn  dan  pelaku  industri untuk mendirikan basgis
manufalktur, litbang, dan peningkatan produksi  eleeizting vang
berkelanjutan, zerta menarik pemain industri untulk berinvestazi di
manufaktur nutrisi,

b, Klagter manufaktur berbaziz EET akan berfoloug pada perluazan kapasitas
pabrils perakitan untuls melayani permintaan lebih luas yang didukung
penyediaan  ingentif untulk pengembangan  lkapabilitaz litbang, dan
penarikkan investazi baru bidang suku cadang dan komponen EZ2W dan
panel surya,

¢, Klagter farmsasi terintegrazi alkan  difokuzksn untuk  meninglatkan
keterzediaan bahan balu obat di dalam negeri, inovasi produle farmasi
baru berbasiz bahan kimia, produksi vaksin di dalam negeri, dan
peningkatan pasar elcspor.

d. Klazter . ..
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d. Klaster elowizata dan pariwisata kegehatan alkan difokuskan pada
diverzifilazi destinaszi wizata di kawasan pesizgir, taman margazatwa, dan
perkotaan yvang terintegrazi dengan gava hidup dan kegehatan, zerta
pengembangan hotel bergtandar MICE,

g, Klagter bahan kimia lanjutan akan difokuskan untuk menggali potensi
untuls menarik minat produsen kimia khusus, peluang untulk menarik
minat pengguna akhir petrokimia lintas seltor, menggali peluang pasar
elkzpor produlk petrokimiz, menambah kilang untuk produlksi minyalk
nabati, menambah pabrik oleskimia dan lithang,

f. Klagter energi rendah karbon dan pertambangan alwan difoliusgkan untuk
memperluas gazifikazi batu bara untulk mengurang ketergantungan pada
impor, memperkuat pugat EOM, menggali potensi pengembangan bBiofel,
meninglatkan rehabilitaz pertambahan dan telknologi untulk mengurangi
dampak lingkungan,

g, Kota cerdaz dan pusat digital dimulai dengan pengembangan kongep
industri 4.0 untuk berbagsi zeltor vang ada, zerta perluazan telknologi
lcota cerdas geperti Al dan lain-lain,

h. Pendidiltan abad ke-21 berfokus pada pengembangan perguruan tingg
selktor khusus dan kampus univerzitas global berstandar dunia.

A5 Tahap 5: Rencana Pembanpgunan IKN tabun 2040-2045

Fada Tahap 5, diharapksn pengembangan KN telah mencapal puncalknyva
ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan gerta pertumbuhan
pendudulk yang telah ztabil, Populazi KIKN dicananglkan mencapal kurang
lebih 1,7 a.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawaszan perkotaan mencapai
gelitar 100 jiwa per heldars,

Fada tahun 2040-2045, pembangunan kawazan inti pusat pemerintahan
ditargetlcan antara lain tahap 2B Sub-BEWF II, Tahap 34, dan 3B Sub-BWFP 111
pembangunan infrastrulctur ditargetlkan telah terbangun secara menyeluruh,
bailk garana prazgarana pendukung kawasan maupun koridor transportasi
penghubung antar puzat kegiatan, Untuk pembangunan  industri yang
dikembanglan di dalam 6 klaster industri dan 2 pemampu yang terdiri atas
hal berilout:

a. Klazter . ..
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a. Klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfoltus pada peneslitian
dan pengembangan format protein yvang lebih baru, menarile investor
untule memulai perluazan ke bahan-bahan redrocendiond,

k. Klasgter manufaktur berbaziz EBT akan berfokus pada penelitian,
pengembangan, dan inovasi pada ekaplorasi teknologl generasi beriltutnva
serta lkapabilitas end-fo-end produlksi panel surya dan kendaraan listrik
berbaziz teknolog baru,

o, Klagter farmasi terintegrazi alan  difolkuglkan  pada  penelitian  dan
pengembangan  zerta  inovasi yang berkelanjutan untul memperluas
pangza ekepor dan penvediasan pasokan bahan baku dan produlk alkchir
vang cukup di dalam negeri,

d. Klagter elowizata dan pariwizata kegehatan alan  difokuzlkan pada
diverzifilazi destinagi wizata, inovaszi layanan wizata, dan penguatan daya
dultung vang akan meningkatkan daya zaing dan  keberlanjutan
pariwizata,

g, Klaster bahan kimia lanjutan difokuslan untulk menggali potensi untuk
menaril minat produzen kimia khusug, peluang untule menarik minat
pengguna akhir petrokimia lintas geltor, menggali peluang pasar elspor
produls petrokimia, penggalian minat produsen kimia khusus untulk API
farmagi dan produls farmasi baru.

f. Klaster energi rendah lkarbon dan pertambangan altan difolkuskan untuk
meningkatkan teknologi untuk mengurang dampak linglungan dan
perluazan penerapan telknologl dekarbonizazi mutalkhir,

g, Kota cerdaz dan pusat digital dimulai dengan pengembangan kongep
industri 4.0 untuk berbagsi zeltor vang ada, zerta perluazan telknologi
lkots cerdas seperti Al dan lain-lain,

h. Pendidiltan abad ke-21 berfokus pada pengembangan perguruan tinggi
seldor lkkhusug dan kampus univerzitas global bergtandar dunia.

Setelah tahun 2045, kezeluruhan enam klaster alktan terug dikembangloan dari
gegi inovazi dan  teknologinya untuk pemenuhan  kebutuhan  produlei
domestilke, regional ataupun global, zerta penurunan ekspor dan perluasan
pangza ekapor,

E. Skema . ..
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E. Skema Pendanaan IKN

Dalam rangla mendulkung pergiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta
petvelenggaraan pemerintahan khugus KN, Pemerintah melakulkan sinerg
pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(AFEHN] dan sumber lainnya yang sah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Sinergl pendanaan terzebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fizglkal
dengan melalkukan berbagal upays antara lain dengan mengoptimallean
penggunasan zkema-zliema pendanaan yvang kreatif dan inovatif dengan tetap
menjaga almntabilitas,

Sumber pendanaan dimalksud adalah sebagai berilout:

a. APBEN vang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau
permnbisyaan,

b. Bkema kerja sama pemerintah dan badan usaha [(KFBU] untuk
mendulung KN yang dapat dilakzanalkan dengan beberapa skema di
antaranya:

1] KFBU tarif (user paymernt):

4

bj

c]

pengembalian investasi berupa pembsayaran dari pengguna (user
payment|;
diproritaglean untulk penvediaan infrastrulctur di TKN,

dalam hal dibutuhkan untulk lebih memastikan perolehan
pembiavaan swasta (boarkalnlify], dapat diberikan dukungan vang
bersumber dari APEN dalam bentuk antara lain penjaminan
infrastruldur, dukungan sebagian konstrulesi, dan/atau dukungan

kelayalian provelk (vichility gap fimd);

2] KFBU awaiability paymernt

2

b]

c)

d

pengembalian irwestazi berupa pembayaran ketersediaan layanan
(quailakility payment|,

diprioritazkan untulk penyediaan infrastrulctur di TKH,

bersumber dar APEN melalui belanja penanggung jawab provel
kerja 2ama,

dalam hal dibutuhkan untuk memastikan kelayakan proyel
dengan szkema KPEU oavaiiahilify poymentd dapat  diberiloan
dulkungan vang bersumber dari AFEN dalam bentuk antara lain

¢, Skemsa . ..
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penjaminan  infrastruktur, dukungan sebagian konstruksi,
dan/atau dukungan kelayakan proyek.

c. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:

1) BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja
sama dengan swasta;

2) BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3) swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat
diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan
skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari
bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam
pengembangan IKN vang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah
dan/atau pemberian dana talangan.

e. Skema pendanaan lainnva (creative financing), seperti crowd funding dan
dana dari filantropi.

Dalam rangka memaksimalkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk
pembangunan dan penyelenggaraan IKN, sumber pendanaan dapat berasal dari
pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara lain melalui skema:

da. sewal

berupa pemanfaatan barang milik negara yang dilakukan untuk kurun
waktu tertentu guna memperocleh kompensasi berupa kas;

b. kerja sama pemanfaatan:

pemerintah dapat menyediakan lahan untuk dimanfaatkan, sedangkan
untuk konstruksi dan pengeperasian gedung atau fasilitas yang dibangun
akan dilakukan oleh pengembang sebagai bentuk pengembalian investasi;
serta

c. bangun guna serah/bangun serah guna:

skema ini hampir sama dengan tata cara kerja sama pemanfaatan, dengan
penyerahan aset yang dilakukan secara langsung setelah konstruksi
(skema bangun serah guna), atau pada akhir periode pengoperasian
(skema bangun guna serah).
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Untuk. ..

Untuls mengoptimallean struktur kerja gama guna meninglatlkan  layanan,
pelaleanasn skema pendanaan dapat meneraplean pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum sesual peraturan perundang-undangan. Selain itu,
pervediaan infrastruldtur juga dapat menggunalkan metode pengadasn barang
dan  jasa zesusl ketentuan peraturan perundasng-undangan,  dengan
memperhatilcan larakteristilkk pembangunan IKN dan sesuai tata kelola yang
haik (good corpomite governonoe),

Dalam rangka leberlanjutan pembangunan KN, program pembangunan [KN
ditetaplean sebagai program prioritaz nasional dalam rencana pembangunan
janglka menengah nasional danfatau rencana lkerja pemerintah  dengan
memperhatilcan  keginambungan  fizlsl  nagional  Untulk  itu diperlukan
pengalokagian pendanasn  program  prioritas  nazional untulk penyediaan
infraztrultur dagar dan KIPP yang pembangunannya dilakeanalian sesual targst
vang ditetaplean dalam Tahap 2 dan Tahap 3, gebagaimana diuraikan di atasg,

FREZIDEN REFUELIK INDONESLA,
ttd.

JOKC WIDODO
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I. UMUM

Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan
Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di
Indonesia. Undang-Undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah
Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai Daerah
Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan
sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah
itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan
Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia
dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta, hingga terakhir yang kini masih berlaku hingga saat ini, yakni
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasari oleh
urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan
oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal
16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan
perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan
ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang
menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran
sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan
penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi
lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh
karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat
mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan
pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan
Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini menjadi dasar
pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota
Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan
kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.

Kata “Nusantara” telah dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara
semantik historis pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya
diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam berbagai versi
sejarah, Nusantara masuk dalam lingua franca dan menjadi bahasa ikonik
yang dikenal dunia sebagai kata ganti kepulauan Indonesia.

Nusantara di dalam Undang-Undang ini dideskripsikan sebagai
konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta
pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbesit di dalamnya pengakuan
kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya.

Maka, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang
mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama
Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan
Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan Indonesia maju, tangguh,
dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki
visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan

utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi
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pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia.

Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara

sebagai:

a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan,
keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan
sumber daya dan rendah karbon;

b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang
ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan
teknologi; serta

c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam

keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi
Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dituangkan dalam Undang-
Undang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk
merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas
berbagai kekhususan yang Dberbeda dengan  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang ada selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan
yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan
mengacu pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan berbagai kekhususan yang ada di Ibu Kota
Nusantara, baik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan
berbagai permasalahan, antara lain, ketidakjelasan pembagian urusan,
tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal

dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kota berkelanjutan di dunia” adalah
kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan
memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan
sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah
berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak
huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang
sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota
Nusantara sebagai kota di dalam hutan (forest city) untuk
memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75%
(tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu
Kota Nusantara dijjalin dengan konsep masterplan yang
berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan

terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggerak ekonomi Indonesia di
masa depan” adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan
kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan
sosial. Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi
superhub yang terkait dengan strategi tata ruang untuk
melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang
produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya,
dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi

seluruh penduduk kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simbol identitas nasional” adalah
kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan,
dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan

Indonesia.
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Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas ketuhanan” adalah bahwa
setiap materi muatan Undang-Undang ini berfungsi
memberikan pelindungan dan penghormatan atas
kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi
masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan
wilayah sekitarnya. Ibu Kota Nusantara dirancang
sebagai tempat yang mengedepankan toleransi beragama
dan menjamin keselarasan dalam pelaksanaan nilai-nilai
ketuhanan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah
bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini
berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan
ketenteraman masyarakat pada khususnya di Ibu Kota
Nusantara dan wilayah sekitarnya dan pada umumnya
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang
mengedepankan kelayakan hidup yang aman dan
terjangkau, yang berfokus pada masyarakat dengan
konsep pembangunan dan perumahan yang memastikan
lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk di
saat ini dan yang akan datang.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah
bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan
kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu

Kota Negara.
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa
setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan
sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah
bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebinekatunggalikaan”
adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini
dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara maupun pelaksanaan kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, memperhatikan keragaman penduduk, agama,
suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara baik di Ibu Kota Nusantara maupun wilayah
lainnya di Indonesia. Juga untuk merepresentasikan Ibu
Kota Nusantara yang memelihara kekayaan budaya,
memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong

royong di tengah masyarakat yang beragam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara,
baik dalam kaitannya dengan = penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Asas
keadilan merupakan landasan dari kesetaraan yang
akan diwujudkan di Ibu Kota Nusantara dengan strategi

ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses
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yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta
peluang kerja.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa dalam
setiap materi muatan Undang-Undang ini sebagai
jaminan  kepastian hukum untuk mewujudkan
ketertiban masyarakat, terutama masyarakat di Ibu Kota
Nusantara dan daerah sekitarnya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Undang-
Undang ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
baik dalam kaitannya dengan = penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan
Undang-Undang ini mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan
individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan
negara, termasuk di dalamnya keseimbangan ekologis
yang menghormati dan merangkul alam melalui integrasi
dan pelestarian bentang alam yang ada, dan mendesain
sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan
lindung dan ruang hijau. Keserasian dan keselarasan di
Ibu Kota Nusantara juga diwujudkan melalui
keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan akses
masyarakat di Ibu Kota Nusantara, dengan strategi
mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis
depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki

dan transportasi umum.
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Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi
pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan
Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan Ibu
Kota Nusantara sebagai kota yang nyaman dan efisien
untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk
melalui informasi, komunikasi, dan teknologi, melalui

penerapan kota cerdas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah prinsip
untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk
semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang
tinggi, rendahnya  kesenjangan ekonomi, serta
menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keseimbangan ekologi” adalah
prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam
termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang
hijau.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ketahanan” adalah prinsip
dalam rangka mewujudkan infrastruktur perkotaan
dengan sistem sirkuler dan tangguh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan pembangunan”
adalah prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi,
pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi
karbon.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kelayakan hidup” adalah prinsip
untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan
terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “konektivitas” adalah prinsip

dalam rangka mewujudkan kemudahan akses dan
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kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif

penduduk.

Huruf g

Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kota cerdas” adalah prinsip
yang bertujuan menciptakan kota yang nyaman dan
efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan

penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi.

Huruf a

Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak
serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran
Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan,
fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan
dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan

pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Huruf b

Ayat (2)

Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota
Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal
ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab
terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita
Ibu Kota  Nusantara mulai menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang
penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota

Nusantara.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara tanpa keberadaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada bentuk

pemerintahan daerah secara umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, kepala Pemerintah
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara tidak dipilih melalui
pemilihan umum namun ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan
oleh Presiden dengan sebelumnya berkonsultasi dengan DPR.

Yang dimaksud dengan “berkonsultasi dengan DPR” adalah
berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang ditunjuk

dan/atau diberi kewenangan untuk hal tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan pusat” adalah
kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat yang mencakup urusan pemerintahan di
bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Termasuk lingkup fiskal nasional yang dikecualikan dari
urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
adalah kebijakan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat.

Ayat (6)

Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita Ibu Kota
Nusantara memiliki kewenangan menetapkan sendiri peraturan
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, kecuali peraturan yang harus
mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pemerintahan daerah, di Ibu Kota Nusantara
dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberi kewenangan untuk
mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan
ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini, termasuk tetapi
tidak terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan,

pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan berbeda
dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara yang pertama kali diangkat oleh Presiden
setelah diundangkannya Undang-Undang ini ditunjuk dan
diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi
dengan DPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5
ayat (4).
Pasal 11
Ayat (1)

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang,

dan tata kerja termasuk mengatur mengenai penyelenggaraan
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Otorita Ibu
Kota Nusantara, dan pelaksanaan kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Ayat (2)

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota
Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita
Ibu Kota Nusantara. Setelah Undang-Undang ini diundangkan
sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara
ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya
bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana
kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota
Negara ke Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya, struktur
organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara
menyesuaikan dengan penahapan pelaksanaan tugas dan

fungsinya tersebut.

Pasal 12

Ayat (1)
Kewenangan yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara
merupakan kewenangannya sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah dengan kekhususan yang membuatnya
berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya, namun
dengan tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)
Termasuk di dalam ketentuan ini adalah pemberian insentif
fiskal dan/atau non-fiskal yang dapat diusulkan oleh Otorita
Ibu Kota Nusantara kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi
penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang
KSN Ibu Kota Nusantara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan
memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara
dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT
masyarakat adat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
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Ayat (8)

Perpanjangan dan pembaruan HAT dapat diberikan secara
sekaligus setelah 5 (lima) tahun melaksanakan HAT di atas hak

pengelolaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “pengalihan HAT” adalah pengalihan
HAT dengan mekanisme jual beli.

Persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak
dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap
kepemilikan Tanah. Pemilik yang ingin menjual Tanahnya tetap
dapat melakukan transaksi jual beli Tanah, namun dengan
ketentuan bahwa harus berdasarkan persetujuan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara dan pihak sebagai pembeli
Tanahnya terbatas pada Pemerintah Pusat, termasuk di
dalamnya Otorita Ibu Kota Nusantara. Ketentuan ini ditujukan
untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota

Nusantara.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh
kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara termasuk tetapi
tidak terbatas pada analisis mengenai dampak lingkungan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur
dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada Ibu Kota
Nusantara, namun juga mengantisipasi pengelolaan aglomerasi

perkotaan di mana Ibu Kota Nusantara menjadi bagian di

dalamnya.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemerintah menyiapkan lahan untuk perwakilan negara asing
dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Lahan untuk
perwakilan negara asing diberikan berdasarkan asas reprositas,
termasuk memberikan insentif yang bersifat non-material
untuk proses pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara.
Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan
perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat
berkedudukan di Ibu Kota Nusantara.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan upaya-
upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan
lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain berasal dari:
1. pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau
pemanfaatan aset dalam penguasaan;
2. penggunaan skema kerja sama pemerintah dan
badan usaha; dan
3. keikutsertaan pihak lain termasuk:
a) penugasan badan usaha milik negara;
b) penguatan peran badan hukum milik negara;
dan
c) kontribusi swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.
Penetapan jangka waktu untuk alokasi pendanaan program
prioritas nasional dilakukan dalam rangka menjaga
kesinambungan fiskal dan pembangunan IKN.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pajak khusus” adalah pajak yang
berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara.

Yang dimaksud dengan “pungutan khusus” adalah pungutan
yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara termasuk
pungutan terhadap layanan yang diberikan oleh Otorita Ibu

Kota Nusantara.
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Pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara dapat menjadi
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan Dberlaku secara mutatis
mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus di Ibu
Kota Nusantara, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan
mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar
pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan DPR” adalah
mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR yang
ditunjuk dan/atau diberi kewenangan untuk itu.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan
anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara
lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau
rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian
anggaran/pendanaan, maka penyesuaian
anggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme
penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan, antara
lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penyusunan rencana kerja dan anggaran pada
kementerian /lembaga.
Rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara mencakup
rencana pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 26
Ayat (1)

Pasal 27

Pasal 28
Ayat (1)
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota
Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pengalihan pengelolaan Barang Milik Negara kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
ditujukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik

Negara.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain meliputi kegiatan
perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan,
dan penghapusan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan” adalah
pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan  “pemanfaatan” adalah
pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi Barang

Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk beauty
contest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk beauty
contest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 30
Ayat (1)
Penetapan dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat
dan HAT masyarakat adat.
Huruf a
Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Termasuk dalam Barang Milik Negara adalah Tanah yang
sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita
Ibu Kota Nusantara yang kemudian dialihkan penetapannya
menjadi Barang Milik Negara karena akan digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara dan/atau kementerian/lembaga.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kegiatan persiapan dan/atau
pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan
oleh kementerian/lembaga” adalah kegiatan persiapan
dan/atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelum tahun
2023 telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dengan
bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tahun

jamak.
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Apabila pada tahun 2023 masa perjanjian tahun jamak
tersebut masih berlangsung, maka pelaksanaannya dapat tetap
dilakukan oleh kementerian/lembaga sampai dengan
berakhirnya masa perjanjian tahun jamak, atau dialihkan
kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan kegiatan yang
tetap dilakukan oleh kementerian/lembaga dikoordinasikan
oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.



